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Komisi Pemberantasan Korupsi



KATA PENGANTAR

e e

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kepada
stakeholders dan memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang
mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai
dari Anggaran Negara agar menyampaikan laporan dimaksud.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggung-jawa-
ban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian
sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga
informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya
dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pember-
antasan Korupsi (LAKIP KPK) Tahun 2013 adalah Rencana Strategis KPK Ta-
hun 2011-2015 dan Target Kinerja KPK 2013 berikut realisasinya. Pengelo-
laan manajemen kinerja di KPK dilaksanakan dari tingkat organisasi (korporat)
sampai dengan individu, dengan dibantu perangkat lunak berbasis Balanced
Scorecard. Secara umum, selama tahun 2013 sebagian besar target sasaran
strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memenuhi harapan
sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan sebagai pemicu
bagi peningkatan kinerja organisasi KPK.

Jakarta, Maret 2013
Sekretaris Jenderal KPK

Annies Said Basalamah
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama tahun 2013, KPK telah berhasil melak-
sanakan misi yang diemban dalam rangka men-
capai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Keberhasilan KPK ini diukur berdasarkan pen-
capaian sasaran strategis dan indikator kinerja
yang telah ditetapkan, pada berbagai perspe-
ktif Balanced Scorecard. Dengan rujukan hasil
penilaian kinerja pada gambar berikut, capa-
ian kinerja KPK di tingkat korporat tahun 2013
adalah sebesar 107,8%, yang diperoleh dari Per-
spektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder)
dengan bobot (weight) 30% dan capaian kinerja
139,8%, Perspektif Internal dengan bobot 40%
dan capaian kinerja 97,2%, Perspektif Pembela-
jaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth)

“Capaian kinerja KPK di tingkat korporat Tahun 2013 adalah sebesar 107,8%, yang
diperoleh dari capaian kinerja Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder)
139,8%, Perspektif Internal sebesar 97,2%, Perspektif Pembelajaran dan Pertum-
buhan (Learning and Growth) sebesar 79,6%, dan Perspektif Keuangan (Financial)

sebesar 100%"

dengan bobot 15% dan capaian kinerja 79,6%,
dan Perspektif Keuangan (Financial) dengan bo-
bot 15% dan capaian kinerja 100%.

Dalam Balanced Scorecard, terdapat hubungan
sebab-akibat antara sasaran strategis yang in-
gin dicapai pada perspektif stakeholder dengan
perspektif di bawahnya. Perspektif stakeholder
menggambarkan apa (impact atau outcome)
yang akan diberikan organisasi kepada para
stakeholder. Kemudian, pada perspektif inter-
nal terlihat apa (bisnis proses) yang akan di-

nilai-nilai organisasi (values), sistem, peraturan,
SOP, teknologi informasi, peralatan, pendidikan
dan pelatihan dan sebagainya.

Pada Perspektif Pemangku Kepentingan, tujuan
utama (ultimate goal) Efektivitas dan Efisiensi
Pemberantasan (Pencegahan dan Peninda-
kan) Korupsi berhasil mencapai 139,8%. Tujuan
utama tersebut diperoleh melalui pengukuran
indikator Indeks Penegakan Hukum atau Law
Enforcement Index dan Tingkat Keberhasilan
Pemberantasan Korupsi oleh KPK.

Indeks Penegakan Hukum (IPH) Tipikor KPK,
jika diukur dengan formula yang dipakai dalam
Stranas PPK
(Perpres 55
Tahun 2012),
maka Indeks
Penegakan
Hukum Tipikor
oleh KPK ta-
hun 2013
adalah 90,25% (dalam persentase) atau 9,02
(Indeks, Skala 1-10). Semakin tinggi angka in-
deks ini, maka diyakini upaya penegakan hukum
tipikor mengalami perbaikan dan kepercayaan
masyarakat mengalami peningkatan.

Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korup-
si oleh KPK berhasil dicapai sebesar 139,8%,
yang diperoleh dari rata-rata kumulatif capa-
ian 5 (lima) sasaran strategis pada perspektif
stakeholder, yakni: (a) penanganan Grand Cor-
ruption dan penguatan APGAKUM, (b) menin-

Gambar
Capaian Kinerja KPK Tahun 2013 menggunakan Aplikasi PBViews.

lakukan organisasi agar sasaran strategis pada
perspektif stakeholder dapat tercapai. Selanjut-
nya, agar bisnis proses pada perspektif internal
dapat berjalan dengan baik, pada perspektif
learning and growth dan financial digambarkan
sumber daya (resources) apa yang perlu disiap-
kan/disediakan organisasi, seperti kualitas SDM,

I
Perspektif Pembelajaran &W
Pertumbuhan Pimpinan
Realisasi =

Rencana
Index
\Weight

79.6%
15,00%

gkatnya kinerja pada Sektor Strategis (terma-
suk APGAKUM), (¢) terwujudnya pelembagaan
Sistem Integritas Nasional (SIN) secara formal,
(d) terbangunnya pemahaman pemilih terhadap
integritas, dan (e) terbangunnya Fraud Control
sebagai Sistem Pemberantasan Korupsi yang
terintegrasi.
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Keberhasilan sasaran strategis Penanganan
Grand Corruption dan Penguatan APGAKUM,
berasal dari penanganan kasus grand corruption
oleh KPK sebanyak 7 kasus (dari 3 kasus yang
ditargetkan) dan terhadap 40 perkara yang
disupervisi KPK kepada APGAKUM, sebanyak
28 perkara telah diputus oleh PN Tipikor den-
gan putusan seluruhnya “terdakwa dinyatakan
bersalah” sehingga conviction rate sebesar
70%. Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja
pada Sektor Strategis (termasuk APGAKUM)
diperoleh dari indeks kinerja sektor strategis
sebesar 3,95 yang diperoleh dari sektor peneri-
maan negara (4,44), ketahanan pangan (4,23),
ketahanan energi dan lingkungan (4,09), infra-
struktur (3,92), dan Aparat Penegak Hukum
(3,06).

Sasaran strategis Terwujudnya Pelembagaan
Sistem Integritas Nasional (SIN) secara For-
mal, pada tahun 2013 telah dilakukan:
1. Pembentukan tunas integritas;
2. Pembangunan sistem integritas; dan
3. Penyusunan 4 modul SIN yang meliputi:
a. Konsep dan kerangka kerja pembangunan
SIN;
b. Panduan pembangunan sistem integritas
organisasi;
c. Panduan pembentukan dan pengemban-
gan tunas integritas;
d. Panduan sinergi antar organisasi dan pi-
lar.

Pada Desember 2013, juga telah diselengga-
rakan konvensi SIN sebagai bagian dari acara
Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi
(KNPK). Capaian tahun 2013 apabila dibanding-
kan dengan capaian tahun 2012, terdapat pen-
ingkatan capaian sebesar 13,6%. Upaya pem-
bangunan SIN akan terus dilanjutkan sampai
dengan tahun 2015 (100%).

Sasaran strategis Terbangunnya Fraud Con-
trol sebagai Sistem Pemberantasan Korupsi
yang Terintegrasi terdiri dari satu indikator
kinerja yaitu KPl % Pembangunan Konsep dan
Disain Fraud Control Plan yang diukur sesuai
perkembangan konseptualitas Fraud Control
Plan (FCP). Bekerjanya instrumen pencegahan
yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya
kecurangan menjadi salah satu concern KPK.
KPK ikut bertanggung jawab terhadap keber-
hasilan implementasi dari sistem pengendalian
kecurangan. Jika sistem pengendalian kecuran-
gan ini dapat berjalan dengan baik, korupsipun
ikut tercegah. Oleh karena itu pembangunan
konsep Fraud Control Plan menjadi salah satu
program dalam Renstra KPK 2011-2015. Dalam
jangka panjang, sesuai dengan Road Map KPK

2011-2023 diharapkan akan terbangun Fraud/
Corruption Control.

Kegiatan yang dilakukan tahun 2013 terkait FCP
meliputi pemetaan konsep FCP yang existing di
BPK dan BPKP, serta analisis dan riview konsep
FCP dan keterkaitannya dengan Sistem Pengen-
dalian Internal, dengan capaian kinerja 100%
sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pada Perspektif Internal, sasaran strategis
Penindakan yang Terintegrasi dapat terealisir
melalui Conviction Rate Perkara yang Ditangani
KPK sebesar 100% terhadap 38 perkara yang
sudah diputus di PN Tipikor dengan keputusan
terdakwa dinyatakan bersalah (27 perkara be-
lum diputus, karena masih dalam proses pera-
dilan di PN Tipikor), dan 133 perkara yang disu-
pervisi KPK kepada Kepolisian dan Kejaksaan,
115 lanjut ke tahap berikutnya.

Sasaran strategis Pencegahan yang Terinte-
grasi diperoleh melalui implementasi saran
perbaikan (rekomendasi) terhadap hasil kajian/
observasi pada sektor infrastruktur, kehuta-
nan, keuangan, dan pertambangan; implemen-
tasi sistem integritas pada fokus area ses-
uai perkembangan pelembagaan SIN berupa
pembentukan tunas integritas pada beberapa
kementerian/lembaga dan BUMN; dan imple-
mentasi program Pemilu Berintegritas pada Pe-
milukada di 7 provinsi (Jabar, Sumut, NTT, Bali,
NTB, Jateng, dan Sumsel), 3 kabupaten (Bang-
ka Belitung, Makassar, dan Magelang), serta 1
kota (Padang).

Sasaran strategis Terbangunnya Sistem Infor-
masi Pemberantasan Korupsi dicapai melalui
pembangunan sistem informasi pemberantasan
korupsi dan pembangunan infrastruktur fraud
control, sedangkan sasaran strategis Terban-
gunnya Kasus Grand Corruption (dari Dumas)
diperoleh dari 4 (empat) kasus potensial Grand
Corruption dari Direktorat Pengaduan Masyara-
kat yang dilimpahkan ke Deputi Penindakan.

Pada Perspektif Pembelajaran dan Pertum-
buhan, pada sasaran strategis Terjaganya In-
tegritas Kelembagaan KPK, meskipun telah
diterapkan prinsip zero tolerance namun masih
terdapat pegawai yang melakukan pelanggaran
etik dan perilaku, sehingga dijatuhi sanksi/hu-
kuman. Sasaran strategis Meningkatnya Kapa-
sitas SDM sesuai Fokus Area diperoleh dari
pemenuhan posisi/jabatan sebanyak 179 posisi.
Tersedianya Data dan Informasi untuk pember-
antasan TPK diukur dari indeks kepuasan lay-
anan Tl (survai) dengan nilai 75,42.
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Pada Perspektif Keuangan, ketersediaan ang-
garan dapat dipenuhi 100%, artinya seluruh
kebutuhan dana operasional KPK dapat dise-
diakan anggarannya dalam DIPA KPK, setelah
mendapat persetujuan dari Komisi Ill DPR dan
Kementerian Keuangan.
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A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk
sebagai lembaga negara yang bersifat indepen-
den dan dalam melaksanakan tugas serta ke-
wenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun. Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi adalah landasan legal bagi pelaksanaan
tugas KPK dalam mengkoordinasikan lembaga
penegak hukum lainnya melalui koordinasi dan
supervisi, melakukan penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan (represive), mendorong pence-
gahan (preventive) tindak pidana korupsi, serta
melakukan pemantauan terhadap penyelengga-
raan pemerintahan negara.

Lembaga negara ini aktivitasnya dibiayai den-
gan APBN dan sejalan dengan komitmen KPK
untuk mengedepankan prinsip transparansi dan
akuntabilitas, maka KPK memandang perlu un-
tuk menyampaikan laporan akuntabilitas kin-
erja (LAKIP) kepada stakeholders. Di samping
LAKIP, KPK juga menyusun Laporan Tahunan
yang disampaikan

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidi-
kan, dan penuntutan TPK;

2. Menetapkan sistem pelaporan dalam keg-
iatan pemberantasan TPK;

3. Meminta informasi tentang kegiatan pem-
berantasan TPK kepada instansi terkait;

4. Melaksanakan dengar pendapat atau per-
temuan dengan instansi yang berwenang
melakukan pemberantasan TPK; dan

5. Meminta laporan instansi terkait mengenai
pencegahan TPK.

Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK
berwenang melakukan pengawasan, penelitian,
atau penelaahan terhadap instansi yang men-
jalankan tugas dan wewenangnya yang berkai-
tan dengan pemberantasan TPK, dan instansi
yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
Sementara dalam melaksanakan wewenang su-
pervisi, KPK berwenang juga mengambil alih
penyelidikan atau penuntutan terhadap pelaku
TPK yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau
kejaksaan.

Dalam melak-

kepada Presiden, «xpK mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabili- Sanakan tugas

Dewan Perwakilan

tas, maka KPK memandang perlu untuk menyampaikan

penyelidikan, pe-

Rakyat, dan Badan japoran akuntabilitas kinerja (LAKIP) kepada stakeholders” NYidikan, dan

Pemeriksa Keuan-

gan, serta Laporan

Keuangan yang disampaikan kepada Kementeri-
an Keuangan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan
wewenangnya, KPK berdasarkan kepada asas-
asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabili-
tas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Dalam pasal 6 sampai 15 Undang-Undang No-
mor 30 Tahun 2002, diatur tugas, wewenang,
dan kewajiban KPK. KPK mempunyai tugas se-
bagai berikut:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang
melakukan pemberantasan tindak pidana ko-
rupsi (TPK);

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang
melakukan pemberantasan TPK;

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan terhadap TPK;

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan
TPK; dan

5. Melakukan monitor terhadap penyelengga-
raan pemerintah negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK
berwenang:

penuntutan,

KPK  berwenang
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penun-
tutan TPK yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, peny-
elenggara negara, dan orang lain yang ada
kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum atau penyelenggara
negara;

2. Mendapat perhatian yang meresahkan ma-
syarakat; dan/atau

3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara itu, dalam melaksanakan tugas

pencegahan, KPK berwenang melaksanakan

langkah atau upaya pecegahan sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan
terhadap laporan harta kekayaan penyeleng-
gara negara;

2. Menerima laporan dan menetapkan status
gratifikasi;

3. Menyelenggarakan program pendidikan an-
tikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;

4. Merancang dan mendorong terlaksananya
program sosialisasi pemberantasan TPK;

5. Melakukan kampanye antikorupsi kepada
masyarakat umum;

6. Melakukan kerja sama bilateral atau multilat-
eral dalam pemberantasan TPK.
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Dalam melaksanakan tugas monitor, KPK ber-
wenang:

1.

Melakukan pengkajian terhadap sistem pen-
gelolaan administrasi di semua lembaga neg-
ara dan pemerintah;

Memberikan saran kepada pimpinan lembaga
negara dan pemerintah untuk melakukan pe-
rubahan jika berdasarkan hasil pengkajian,
sistem pengelolaan administrasi tersebut
berpotensi korupsi;

. Melaporkan kepada Presiden, Dewan Per-

wakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa
Keuangan, jika saran KPK mengenai usulan
perubahan tersebut tidak diindahkan.

Selain memiliki kewenangan yang luas, KPK
juga perlu memenuhi kewajibannya, antara lain:

1.

C.

Memberikan perlindungan terhadap saksi
atau pelapor yang menyampaikan laporan
ataupun memberikan keterangan mengenai
terjadinya TPK;

. Memberikan informasi kepada masyarakat

yang memerlukan atau memberikan bantuan
untuk memperoleh data lain berkaitan den-
gan hasil penuntutan TPK yang ditanganinya.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Peruba-
han atas Peraturan Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi,
struktur organisasi KPK terdiri atas:

1.

Pimpinan, yang terdiri atas seorang Ketua
merangkap Anggota; dan 4 (empat) orang
Wakil Ketua merangkap Anggota.

Tim Penasihat, yang terdiri atas 4 (empat)
orang, untuk saat ini telah terisi 1 (satu)
orang penasihat.

. Deputi

Bidang Pencegahan, yang terdiri

atas:

a. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (PP LHKPN);

b. Direktorat Gratifikasi;

c. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Ma-
syarakat (Dikyanmas);

d. Direktorat Penelitian dan Pengembangan
(Litbang);

e. Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan.

. Deputi Bidang Penindakan, yang terdiri atas:

a. Direktorat Penyelidikan;

Direktorat Penyidikan;

Direktorat Penuntutan;

Unit Koordinasi Supervisi;

Sekretariat Deputi Bidang Penindakan;
Satgas-satgas.

. Deputl Bidang Informasi dan Data (INDA),

yang terdiri atas:

a. Direktorat Pengolahan
Data (PINDA);

b. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja An-
tar Komisi dan Instansi (PJKAKI);

c. Direktorat Monitor;

d. Sekretariat Deputi Bidang INDA.

Informasi dan

. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan

Pengaduan Masyarakat (PIPM), yang terdiri
atas:

a. Direktorat Pengawasan Internal;

b. Direktorat Pengaduan Masyarakat;

c. Sekretariat Deputi Bidang PIPM.

. Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas:

a. Biro Humas;

Biro Hukum;

Biro Perencanaan dan Keuangan;
Biro Umum;

Biro Sumber Daya Manusia;
Sekretariat Pimpinan.

Bagan organisasi KPK terlihat pada gambar di
bawah ini.

Gambar 1.1.
Bagan Organisasi KPK

Pimpinan KPK

Penasihat

Depuli Bidang
Penindakan

Deputi Bidang
Pencegahan

Depuli Bidang
Inlormasi dan Dala|

Depuli Bidang
Pengawasan Internal
dan Pengaduan
Masyarakal

Sekrelariat Jenderal
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D. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabili-

tas Kinerja KPK Tahun 2013 adalah:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 ten-
tang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ten-
tang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 ten-
tang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerin-
tah;

4. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi KPK Nomor 124A/01-52/02/2012
tanggal 29 Februari 2012 tentang Road Map
KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indo-
nesia Tahun 2011-2023;

5. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi KPK Nomor 124B/01-52/02/2012
tanggal 29 Februari 2012 tentang Rencana
Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Ta-
hun 2011-2015;

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organ-
isasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan
Korupsi;

7. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/
IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja
KPK Tahun 2013 ini menjelaskan pencapaian
kinerja KPK selama tahun 2013. Capaian Kin-
erja tersebut dibandingkan dengan rencana kin-
erja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan or-
ganisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap
rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya
sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di
masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistemati-
ka penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK
Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan, menjelaskan secara
ringkas latar belakang, tugas dan wewenang,
struktur organisasi, dasar hukum, dan siste-
matika penyajian;

2. Bab IlI: Rencana Strategis, menjelaskan
Rencana Strategis KPK 2011-2015, serta
Arah dan Kebijakan KPK Tahun 2013;

3. Bab Ill: Rencana Kinerja Tahun 2013,
menjelaskan target kinerja KPK pada mas-
ing-masing perspektif Balanced Scorecard,

dan Peta Strategi KPK Tahun 2013;

4. Bab IV: Capaian Kinerja pada Perspektif
Pemangku Kepentingan (Stakeholders),
menjelaskan capaian kinerja Perspektif
Stakeholders pada masing-masing Strategic
Objectives dan KPI;

5. Bab V: Capaian Kinerja pada Perspektif In-
ternal (Internal Process), menjelaskan capa-
ian kinerja Perspektif Internal pada masing-
masing Strategic Objectives dan KPI;

6. Bab VI: Capaian Kinerja pada Perspektif
Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning
and Growth), menjelaskan capaian kinerja
Perspektif Learning and Growth pada mas-
ing-masing Strategic Objectives dan KPI;

7. Bab VII: Capaian Kinerja pada Perspektif
Keuangan (Financial), menjelaskan capaian
kinerja Perspektif Financial pada masing-
masing Strategic Objectives dan KPI;

8. Bab VIII: Akuntabilitas Keuangan, menjelas-
kan realisasi anggaran dalam rangka penca-
paian kinerja dan penggunan sumber daya;

9. Bab IX: Capaian Kinerja Lainnya, menjelas-
kan capaian-capaian lain selain dari yang
dibandingkan dengan indikator kinerja uta-
ma;

10. Bab IX: Penutup, berisi kesimpulan atas
Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun
2013.
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A. ROAD MAP KPK 2011-2023

Mengantisipasi tantangan ke depan yang sema-
kin kompleks, diperlukan upaya pemberantasan
korupsi yang komprehensif dan sistematis,
dengan pelibatan seluruh potensi komponen
bangsa, sehingga KPK perlu memiliki suatu
perencanaan
strategis jangka
panjang dalam
bentuk Road Map
KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indone-
sia 2011-2023 (selanjutnya disingkat Road Map
KPK). Road Map KPK dimaksudkan untuk mem-
beri arah pemberantasan korupsi yang akan
dilakukan KPK dalam jangka panjang (sampai
dengan 2023). Keberadaan Road Map KPK men-
jadi penting karena dokumen perencanaan yang
telah ada terbatas hanya mencakup strategi

“Road Map KPK dimaksudkan untuk memberi arah pemberan-
tasan korupsi yang akan dilakukan KPK dalam jangka panjang” (SIN) dan pem-

Road Map masing-masing namun tetap meru-
pakan bagian dari upaya nasional terkait pem-
berantasan korupsi secara terintegrasi.

Beberapa hal terkait Road Map KPK akan dijelas-
kan secara ringkas: kerangka pikir Road Map
KPK, peran strategis KPK dalam pembangunan
Sistem Integ-
ritas Nasional

bangunan fraud
control (pengendalian kecurangan), pembangu-
nan SIN, fokus area, dan grand strategy.

B. KERANGKA PIKIR ROAD MAP
Sebagai sebuah organisasi, KPK tidak akan

lepas dari siklus organisasi yang akan mengal-
ami pasang-surut. Untuk menjaga eksistensi

Gambar 2.1.
Hubungan KPK, K/L, dan CSO dalam Membangun Sistem Integritas Nasional

Eksekutif

Legislatif
Yudikatif
Layanan Publik

"KPK <

Omsbudman
Lembaga Audit
KPK

Partai Politik

Swasta / Bisnis

PONDASI
Politik - Ekonoml - Sosial - Budaya

jangka menengah (Rencana Strategis yang ber-
jangka waktu lima tahunan) dan jangka pendek
(Rencana Kinerja dan Anggaran yang berjangka
waktu tahunan).

Karakteristik korupsi di Indonesia teramat kom-
pleks dan mengakar sehingga diperlukan upaya
pemberantasan korupsi secara sistematis, in-
tegratif, dan fokus. Sesuai amanat undang-un-
dang, untuk mengatasi korupsi tersebut KPK
mengambil peran sebagai pendorong pember-
antasan korupsi (trigger mechanism) dengan
melibatkan institusi penegak hukum lainnya
serta lembaga pemerintah ditambah lembaga/
masyarakat madani lainnya. Dalam rangka op-
timalisasi pemberantasan korupsi, maka perlu
dilakukan koordinasi secara intensif kepada
stakeholders tersebut. Koordinasi akan berja-
lan secara optimal ketika semua pihak memiliki

>

dan nilai tambah bagi pemberantasan korupsi
di Indonesia, KPK perlu melakukan pengemban-
gan kompetensi inti (core competency) secara
berkelanjutan. Road map KPK diwarnai oleh:
(a) kompetensi inti organisasi, dan (b) fokus
organisasi. Untuk memenuhi tuntutan kompe-
tensi inti organisasi, KPK harus mempersiap-
kan keunggulan di masa kini dan di masa yang
akan datang. Sedangkan untuk mewujudkan
fokus organisasi, KPK harus memilih atau me-
nentukan skala prioritas dalam merealisasikan
visi dan misinya, yaitu dengan memfokuskan
penanganan grand corruption dan kepentingan
nasional (national interest).

KPK akan mewujudkan kompetensi inti organ-
isasi dengan mengambil peran sebagai pionir
dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional
(SIN), kemudian dilanjutkan dengan memban-
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gun kompetensi inti tahap berikutnya melalui
pembangunan Fraud Control (Pengendalian Ke-
curangan).

C. PERAN STRATEGIS KPK DALAM PEM-
BANGUNAN SIN

Posisi KPK dalam pemberantasan korupsi di In-
donesia adalah independen dan menjadi peng-
gerak (trigger mechanism) sebagaimana dia-
manatkan dalam Undang-Undang KPK. Hal
tersebut dapat diilustrasikan pada gambar
2, yang memberikan kejelasan hubungan an-
tara KPK dengan berbagai pilar pembangunan
sistem integritas nasional, khususnya kement-
erian/lembaga, dan masyarakat madani (Civil
Society Organization, atau CSO).

KPK, di satu sisi mendorong dan mengontrol
kementerian/lembaga serta masyarakat madani
agar menjalankan sistem integritas, dan di sisi
lain KPK dan kementerian/lembaga juga dido-
rong dan dikontrol oleh masyarakat madani,
sehingga terbentuklah pola hubungan timbal
balik yang dapat menjamin sistem integritas na-
sional, yang akan berdampak pada tatanan hu-
kum, pembangunan berkelanjutan, dan kualitas
hidup.

D. PERAN STRATEGIS KPK DALAM PEM-
BANGUNAN FRAUD CONTROL (PENGEN-
DALIAN KECURANGAN)

Peran strategis KPK selanjutnya yang perlu
dibangun adalah pembangunan Fraud Control
(Pengendalian Kecurangan), dengan asumsi
bahwa sistem integritas nasional telah berhasil
dijalankan dengan terwujudnya budaya integri-
tas. Budaya integritas akan mempersempit ke-

mungkinan terjadinya grand corruption; kalau-
pun terjadi maka akan tertangani dengan baik
oleh APGAKUM. Dengan demikian, KPK akan
lebih berperan dalam penanganan kecurangan
(fraud control) dibandingkan grand corruption.

Fraud Control akan dibangun secara nasional,

yang mencakup:

1. Aspek Preventif: mendorong organisasi/
lembaga menerapkan sistem pengendalian
yang baik, berupa Sistem Pengawasan In-
ternal (SPI) atau Sistem Pengendalian Inter-
nal Pemerintah (SPIP), serta implementasi
Fraud Control Plan/Fraud Control System.

2. Aspek Deteksi: melakukan deteksi dini (early
warning system) secara menyeluruh, dengan
lebih mengintegrasikan LHKPN/LHK dan
laporan gratifikasi/hadiah yang menjangkau
seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Whistle
Blower System, dengan dukungan para Mo-
tor Penggerak Integritas (MPI) di organisasi
terdiri dari para pengambil kebijakan kunci.
Deteksi dini yang terintegrasi, memungkink-
an KPK memperkuat aspek deteksi yang di-
lakukan oleh internal organisasi (risk assess-
ment).

3. Aspek Penindakan/Penegakan: Peninda-
kan/penegakan terhadap kecurangan dapat
dilakukan secara lebih efektif karena telah
terintegrasi dan terciptanya tatanan hukum
yang baik. Di lain pihak, KPK melakukan
pemantauan atas efektifitas penegakkan in-
tegritas agar tatanan hukum yang baik tetap
terpelihara.

E. PEMBANGUNAN SISTEM INTEGRITAS
NASIONAL

Sistem Integritas Nasional (SIN) adalah sistem

Gambar 2.2.
Dimensi Setiap Pilar dalam Sistem Integritas Nasional

3 Dimensi
dari Setiap
Pilar

NATIONAL INTEGRITY
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yang berlaku secara nasional dalam rangka
pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang
melibatkan semua pilar penting bangsa. Korupsi
dapat berkurang karena setiap pilar memiliki
akuntabilitas horisontal, yang mendistribusi-
kan kekuasaan sehingga tidak ada monopoli
dan kebijakan yang tidak dapat dipertanggung-
jawabkan.

Sebagaimana tampak pada Gambar 2.2, jika
diibaratkan sebagai sebuah rumah (bangunan),
SIN terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu pon-
dasi, pilar/tiang penyangga, dan atap. Pondasi
terdiri atas sistem politik, sosial, ekonomi, dan
budaya. Sedangkan pilar atau tiang penyangga
terdiri atas badan/lembaga legislatif, ekseku-
tif, kehakiman/peradilan, sektor publik, sektor
keuangan, penegak hukum, komisi pemilihan
umum, komisi ombudsman, badan audit, organ-
isasi anti korupsi, partai politik, media massa,
masyarakat madani, dan dunia usaha. Terakhir,
atap merupakan hasil akhir yang dicapai berupa
integritas nasional.

SIN akan berdampak pada tatanan hukum (rule
of law), pembangunan berkelanjutan (sustain-
able development), dan kualitas hidup (qual-

ity of life), yang mencerminkan tercapainya
kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita
berbangsa dan bernegara. Dengan keterlibatan
KPK dalam pembangunan integritas nasional,
berarti KPK secara langsung berkontribusi nya-
ta dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.

Agar masing-masing pilar dapat berkontribusi

secara positif dalam pembangunan SIN, maka

semua pilar dalam SIN memperhatikan tiga di-

mensi yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut

(lihat Gambar 2.2):

a. Peran/kontribusi (role), yaitu memastikan
setiap pilar menjalankan tupoksi secara ber-
integritas dengan berbasiskan keunggulan
masing-masing untuk selanjutnya dikolab-
orasikan dengan pilar lainnya dalam pemban-
gunan SIN.

a. Transparansi dan akuntabilitas (gover-
nance), intinya setiap pilar harus menerap-
kan akuntabilitas dan transparansi, dalam
bentuk implementasi sistem integritas, baik
komponen utama maupun komponen pen-
dukung, dengan memastikan adanya instru-
men, proses, dan struktur.

b. Kapasitas (capacity), agar dapat memban-
gun sistem integritas dan menjalankan per-

Gambar 2.3.
Sistem Integritas Menurut OECD
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annya secara berintegritas, maka masing-
masing pilar harus memiliki kapasitas untuk
menjalankan kedua hal tersebut.

Mekanisme akuntabilitas didesain sebagai upa-
ya nasional untuk mengurangi korupsi yang
meliputi sistem integritas. Sistem ini juga ber-
tujuan untuk membangun akuntabilitas dari
pilar-pilar yang menopang integritas nasional.
Hal-hal yang harus dipedomani dalam sistem
integritas terbagi dalam dua komponen pent-
ing, yaitu komponen utama/inti (core) dan kom-
ponen pendukung (complement) sebagaimana
tampak pada Gambar 2.3.

Komponen utama meliputi: (a) kode etik dan pe-
doman perilaku; (b) pengumuman harta kekay-
aan; (¢) kebijakan grafifikasi dan hadiah; (d) pen-
gelolaan akhir masa kerja; (e) saluran pengaduan
dan whistler blower; (f) pelatihan/ internalisasi
integritas; (g) evaluasi eksternal integritas; (h)
pengungkapan isyu integritas. Sedangkan kom-
ponen pendukung terdiri atas: (a) kebijakan rek-
rutmen dan promosi; (b) pengukuran kinerja; (c)
sistem dan kebijakan pengembangan SDM; (d)
pengadaan dan kontrak dengan efisiensi.

F. FOKUS AREA

Fokus area pada masing-masing fase adalah se-
bagai berikut:

1. Fase 1(2011-2015)
Fokus pada:
a. Penanganan Kasus Grand Corruption dan

Penguatan Aparat Penegak Hukum.

Pengertian Grand Corruption adalah tindak
pidana korupsi yang memenuhi salah satu atau
lebih kriteria berikut:

1. Melibatkan pengambil keputusan terha-
dap kebijakan atau requlasi;

2. Melibatkan aparat penegak hukum;

3. Berdampak luas terhadap kepentingan
nasional;

4. Kejahatan sindikasi, sistemik, dan teror-
ganisir.

5. Penguatan APGAKUM dilakukan melalui
Koordinasi dan Supervisi.

b. Perbaikan Sektor Strategis terkait kepentin-
gan nasional (national interest), meliputi:

1. Ketahanan pangan plus: pertanian, peri-
kanan, peternakan; plus pendidikan dan
kesehatan;

2. Ketahanan energi dan lingkungan: energi,
migas, pertambangan, dan kehutanan;

3. Penerimaan: pajak, bea dan cukai, serta
PNBP;

4. Bidang infrastruktur.

¢. Pembangunan pondasi Sistem Integritas Na-
sional (SIN).

d. Penguatan sistem politik berintegritas dan
masyarakat (CSO) paham integritas.

e. Persiapan Fraud Control.

Gambar 2.4.
Road Map KPK, Milestones, dan Fokus Area pada setiap Fase

Optimalisasi Penanganan
Sektor Strategis dan peran
Pilar-Pilar Sistem Integritas
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2. Fase 11 (2015-2019)

Fokus pada:

a. Penanganan Kasus Grand Corruption dan
penguatan Aparat Penegak Hukum.

b. Perbaikan sektor strategis (melanjutkan
fokus pada kepentingan nasional).

c. Aksi Sistem Integritas Nasional (SIN):
1. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
2. Dunia usaha;
3. CSO (Civil Society Organization).

d. Implementasi Fraud Control.

3. Fase 111 (2019-2023)

Fokus pada:

a. Optimalisasi penanganan sektor strategis
(melanjutkan fokus pada kepentingan nasi-
onal).

b. Optimalisasi Sistem Integritas Nasional
(SIN):

1. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
2. Dunia usaha;
3. CSO (Civil Society Organization).

c. Penanganan Fraud yang dilakukan oleh Peny-
elenggara Negara.

Secara ringkas, hubungan antara sistem integ-

ritas nasional, milestones, dan fokus area dapat

diilustrasikan pada Gambar 2.4.

G. RENCANA STRATEGIS KPK 2011-2015

Rencana Strategis (Renstra) KPK Tahun 2011-
2015 telah disahkan melalui Keputusan Pimpi-
nan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
KEP-124B/01-52/02/2012 tanggal 29 Februari
2012. Dokumen Renstra KPK ini secara garis
besar memuat visi, misi, fokus area, tujuan dan
sasaran strategis yang akan dicapai organisasi
pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Perjala-
nan panjang organisasi KPK dalam mengemban
tugasnya, tidak dapat dipisahkan dari dinamika
lingkungan internal dan eksternal yang berpen-
garuh bagi eksistensi organisasi. Langkah-lang-
kah strategis dan operasional yang merupakan
kunci sukses bagi organisasi akan diuraikan
dalam arah dan kebijakan tahunan KPK.

H. VISI

Visi (Vision) merupakan gambaran masa depan
vang hendak diwujudkan. Visi harus bersifat
praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan
tantangan serta menumbuhkan motivasi yang
kuat bagi pegawai KPK untuk mewujudkannya.

Visi KPK Tahun 2011-2015 adalah:

"“Menjadi lembaga penggerak pemberan-
tasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan
efisien".

dengan penjelasan:

1. Lembaga penggerak pemberantasan korup-
si: selain sebagai pelaku, KPK juga berperan
sebagai pemicu dan pemberdayaan (trigger)
lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.

2. Pemberantasan korupsi: serangkaian tinda-
kan untuk mencegah dan memberantas TPK
melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor,
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan
peran serta masyarakat berdasarkan per-
aturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berintegritas: menjalankan organisasi se-
cara kompeten, transparan, dan akuntabel,
dengan tetap melakukan interaksi secara
luas tanpa ada penyimpangan (zero toler-
ance).

4. Efektif: semua elemen bangsa berperan-
serta dalam pencapaian sasaran dan tujuan
pemberantasan korupsi.

5. Efisien: pemanfaatan sumber daya pemang-
ku kepentingan (stakeholders) pemberan-
tasan korupsi secara optimal.

I. MISI

Misi (Mission) merupakan jalan pilihan untuk

menuju masa depan. Sesuai dengan bidang tu-

gas dan kewenangan KPK, misi KPK adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang
berwenang melakukan pemberantasan TPK;

2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang
berwenang melakukan pemberantasan TPK;

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan terhadap TPK;

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan
TPK;

5. Melakukan monitor terhadap penyelengga-
raan pemerintahan negara.

J. FOKUS AREA

Fokus pelaksanaan tugas KPK pada Renstra

KPK 2011-2015 sebagaimana telah ditetapkan

dalam Road Map KPK 2011-2023 adalah seb-

agai berikut:

1. Penanganan Kasus Grand Corruption dan
Penguatan APGAKUM.

2. Perbaikan Sektor Strategis terkait kepentin-
gan nasional (national interest). Bidang in-
frastruktur.

3. Pembangunan pondasi Sistem Integritas Na-
sional (SIN).

4. Penguatan sistem politik berintegritas dan
masyarakat (CSO) paham integritas.

5. Persiapan pembangunan Fraud Control Plan.

K. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
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Tujuan strategis (ultimate goal) KPK adalah

sebagai berikut: "Efektivitas dan Efisiensi Pem-

berantasan (Pencegahan dan Penindakan) Ko-

rupsi”, yang diukur keberhasilannya dengan 2

(dua) indikator, yaitu:

1. Indeks Penegakkan Hukum (IPH) atau Law
Enforcement Index;

2. Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korup-
si oleh KPK (Skala 1-10).

Pencegahan diawali dengan kajian komprehen-
sif terhadap sistem atau peraturan atau prose-
dur pada fokus area yang potensial/rawan ter-
jadi korupsi, kemudian diberikan rekomendasi/
saran perbaikan, dan dipantau implementasinya
oleh KPK hingga tuntas. Secara pararel, dilaku-
kan juga pendidikan dan kampanye tentang SIN
kepada K/L dan CSO untuk mengubah mindset
dan perilaku mereka, dan dilakukan internalisasi
dan implementasi pondasi dan pilar-pilar integ-

Tabel 2.1.
Sasaran Strategis KPK pada Fokus Area

No Fokus Area

Penanganan Kasus Grand Corrup-

Sasaran Strategis

1. Keberhasilan Pen-
anganan Kasus Grand
Corruption

Indikator Keberhasilan

1. # Kasus (Pokok Ka-
sus) Grand Corruption

tegritas Nasional (SIN)

Formal

1 -
tion dan Penguatan APGAKUM > Efektivitas Penan- o
.| 2. Conviction Rate Ka-

ganan Perkara Korupsi sus vang Disupervisi
oleh APGAKUM yang Lisup

> Perbaikan Sektor Strategis terkait 3'. Meplngkatnyi 3. Indeks Kinerja Sektor

Kepentingan Nasional Kinerja pada Sektor Strategis (Survey)
Strategis
e 1 4. Terwujudnya Pelem-
3 Pembangunan Pondasi Sistem In bagaan SIN secara 4. % Pelembagaan SIN

Penguatan Sistem Politik Ber-
4 [integritas dan Masyarakat (CSO
Paham Integritas

5. Terbangunnya
Integritas di Sektor
Politik

5. Indeks Integritas Sek-
tor Politik (Survey)

5 Persiapan Fraud Control

6. Terbangunnya
Konsep Fraud Control
sebagai Sistem Pem-
berantasan Korupsi
yang Terintegrasi

6. % Pembangunan
Konsep dan Disain Fraud
Control

6 |Pembangunan Kelembagaan KPK

7. Terwujudnya Integ-
ritas Organisasi KPK

7. Indeks Integritas KPK
(Survey)

Sedangkan sasaran strategis (strategic objec-
tives) KPK pada masing-masing fokus area (ter-
masuk indikator keberhasilannya) seperti tersaji
pada Tabel 2.1.

L. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN
SASARAN

Untuk pencapain tujuan dan sasaran KPK,
strategi yang digunakan adalah:

1. Pencegahan yang Terintegrasi

Pencegahan dilakukan secara terintegrasi
dalam satu “paket Pencegahan KPK" vyakni
dalam rangka membangun Sistem Integritas
Nasional (SIN) sesuai dengan fokus area pada
masing-masing fase.

ritas nasional pada fokus area secara bertahap

(sesuai fase) untuk memperkuat SIN.

Pencegahan yang terintegrasi juga mencakup
kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan
berupa kegiatan pelaksanaan koordinasi den-
gan instansi yang melaksanakan usaha-usaha
pencegahan korupsi serta supervisi layanan
publik.

2. Penindakan yang Terintegrasi

Penindakan yang dilakukan terhadap Grand Cor-

ruption sesuai dengan fokus area pada masing-

masing fase, dengan pembangunan kasus (case

building) yang bersumber dari:

a. Pengaduan masyarakat yang potensial men-
gandung Grand Corruption;
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b. Proaktif investigasi.

Penanganan kasus Non Grand Corruption bisa

dilakukan:

a. Ditangani oleh KPK.

b. Dilimpahkan kepada Instansi Penegak Hu-
kum lain, dengan mekanisme koordinasi dan
supervisi secara berjenjang.

3. Pencegahan dan Penindakan yang Terinte-
grasi

Terhadap fokus area yang telah dilakukan Penin-
dakan, akan dilakukan improvement (recovery)
melalui Pencegahan. Atau sebaliknya, akan di-
lakukan Penindakan apabila Pencegahan yang
dilakukan terhadap fokus area tidak efektif (be-
lum berhasil).

M. ARAH DAN KEBIJAKAN TAHUN 2013

Arah dan kebijakan Pimpinan KPK dalam pelak-
sanaan program dan kegiatan tahun 2013, telah
ditetapkan dalam Surat Edaran Pimpinan KPK
Nomor: 02 Tahun 2013. Surat Edaran tersebut
memuat Kebijakan Umum dan Kebijakan Opera-
sional, antara lain sebagai berikut:

I. Kebijakan Umum

Kebijakan umum merupakan pandangan Pimpi-
nan secara menyeluruh atas aktivitas-aktivitas
yang disusun dalam program, mengacu kepada
visi dan misi KPK, dengan rincian sebagai beri-
kut:

1. Untuk keberhasilan pencapaian sasaran
dan target kinerja KPK tahun 2013, di-
perlukan komitmen Pimpinan dan seluruh
Pejabat/Pegawai KPK, yang didasarkan
pada nilai-nilai dasar KPK dan konsistensi
pada fokus area.

2. Guna menjaga independensi KPK terha-
dap program dan kegiatan pemberantasan
korupsi yang dilakukan kementerian/
lembaga/organisasi/ pemerintah daerah
(K/L/0O/P), posisi KPK adalah bekerja
sama untuk mensukseskan program dan
kegiatan tersebut tetapi tidak termasuk
pihak yang dievaluasi.

3. Kegiatan dan kerjasama dengan pihak
eksternal KPK, agar mempertimbangkan
independensi dan integritas organisasi
KPK tetap terjaga.

4. Penyusunan program kerja dan kegiatan
Deputi/Sekjen dan Direktorat/Biro di-
lakukan berdasarkan Renstra KPK Tahun
2011-2015.

5. Semua program dan kegiatan yang ditu-
jukan untuk eksternal KPK, diupayakan
telah diimplementasikan di internal KPK
(KPK First).

6. Program dan kegiatan KPK menggunakan
pendekatan kemitraan dan pemberday-
aan.

7. Pelaksanaan program dan kegiatan den-
gan pihak eksternal lebih mengarah pada
aspek strategis dan berdampak signifikan
(hasil/outcome, atau dampak/impact)
bagi organisasi maupun instansi yang di-
trigger.

8. Sekjen melakukan penyusunan Grand De-
sign (Arsitektur) SDM KPK.

9. Guna menjamin keberhasilan pencapaian
Target Kinerja KPK Tahun 2013, maka:

Q

Sekjen:

1. memastikan keselarasan dan ketepatan
penjabaran (cascading) Road Map dan
Renstra KPK ke dalam program kerja dan
kontrak kinerja masing-masing Deputi/
Sekjen dan Direktorat/Biro; dan

2. melakukan harmonisasi ORTALA dan SOP.

3. Sekjen melakukan harmonisasi sistem

penilaian kinerja tingkat unit (Direktor-

at/Biro) dengan kinerja tingkat individu

(pegawai).

b. Deputi PIPM melakukan evaluasi dan au-
dit kinerja secara berkala terhadap do-
kumen perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggung-jawaban kinerja, serta lebih
meningkatkan perannya dalam pelaksa-
naan Sistem Pengawasan Internal KPK.

c. Deputi Pencegahan melakukan main-
streaming Sistem Integritas Nasional.

Il. Kebijakan Operasional
1. Fokus Area Tahun 2013
Dalam Renstra KPK 2011-2015, telah ditetap-
kan fokus area tahun 2013 sebagai berikut:
a. Penanganan Kasus Grand Corruption dan
Penguatan APGAKUM:
b. Perbaikan Sektor Strategis terkait Ke-
pentingan Nasional (National Interest):
¢. Pembangunan Pondasi Sistem Integritas
Nasional (SIN):
d. Penguatan Sistem Politik Berintegritas
dan Masyarakat (CSO) Paham Integritas:
e. Persiapan Pembangunan Fraud Control:

2. Kebijakan per Bidang.
Kebijakan untuk masing-masing bidang (Penin-
dakan, Pencegahan, PIPM, INDA, dan SETJEN)
ditetapkan sesuai Tugas dan Fungsinya, dengan
tetap memperhatikan sinergitas dan pencapa-
ian tujuan dan sasaran organisasi KPK.
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Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari
arah dan kebijakan KPK untuk pelaksanaan pro-
gram dan kegiatan KPK tahun 2013 yang telah
ditetapkan Pimpinan KPK. Pada tingkat korpo-
rat (KPK), diimplementasikan dalam penetapan
Target Kinerja Tahun 2013 dan Peta Strateqi
(Strategy Map) KPK Tahun 2013. Target kinerja
di tingkat korporat (KPK) ditetapkan oleh Pimpi-
nan KPK. Selanjutnya, secara berjenjang target
kinerja KPK tersebut dijabarkan (cascading pro-
cess) ke tingkat Deputi/Setjen dan Direktorat/
Biro, sampai dengan tingkat individu/pegawai.
Manajemen kinerja di tingkat korporat dibantu
dengan software PBViews, sedangkan di tingkat
individu/pega-
wai dibantu den-
gan software
PMS SDM.

Uraian mengenai target kinerja KPK tahun 2013
yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja

“Secara berjenjang target kinerja KPK tersebut dijabarkan
(cascading process) ke tingkat Deputi/Setjen dan Direktorat/ ternal (Internal Pro-
Biro, sampai dengan tingkat individu/pegawai”

(Key Performance Indicator, disingkat KPI) be-
serta targetnya, serta Peta Strategi KPK tahun
2013 pada tingkat korporat dapat dirinci ke
dalam masing-masing perspektif sebagai mana
tampak berikut ini.

A. TARGET KINERJA 2013

Target Kinerja KPK Tahun 2013 dikelompokan
ke dalam 4 (empat) perspektif Balanced Score-
card, yakni:

a. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stake-
holder), dengan rincian sebagaimana tampak
pada Tabel 3.1;

b. Perspektif In-

cess), dengan rincian

sebagaimana tampak

pada Tabel 3.2;

c. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
(Learning and Growth), dengan rincian seb-

Tabel 3.1.
Target Kinerja Perspektif Pemangku Kepentingan

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KETERANGAN
1. Indeks Penegakkan
S.1. Efektivitas dan Hukum (IPH) atau Law -
Efisiensi Pemberan-| __Enforcement Index
tasan (Pencegahan 2. Tingkat Keberhasi-
dan Penindakan) lan Pemberantasan 85
Korupsi Korupsi oleh KPK '
(Skala 1-10)
3. # Kasus (Pokok Ka- 3 Kasus (Pokok Kasus) Grand Cor-
S.2. Penanganan sus) Grand Corruption ruption di Tingkat PN Tipikor
Grand Corruption
dan Penguatan Conviction Rate Kasus yang
0 L
APGAKUM 4.% Conviction Rate 40% Disupervisi di Tingkat PN
Kasus yang Disupervisi .
Tipikor
S.3. Meningkatnya . . )
Kinerja pada Sektor 5. Indeks Kinerja Sek- Sek'tor strategls terkait Ke
2,5 pentingan Nasional, termasuk

Strategis (termasuk
APGAKUM)

tor Strategis

APGAKUM.

S.4. Terwujud-
nya Pelembagaan
Sistem Integritas
Nasional (SIN)
secara Formal

6. % Pelembagaan SIN

Piloting dan Implementasi
50% Sistem Integritas pada 5 K/L,
CSO, dan Dunia Usaha (Swasta).

S.5. Terbangun-

nya Pemahaman
Pemilih terhadap
Integritas

7. Pemahaman Ma-
syarakat terhadap In-
tegritas dalam Pemilu

Tahun 2012 ditargetkan 1,0
(baseline), diharapkan mening-
kat menjadi 3,0 pada 2013 dan

4,0 pada 2014.

S.6. Terbangunnya
Fraud Control se-
bagai Sistem Pem-
berantasan Korupsi
yang Terintegrasi

8. % Pembangunan
Konsep dan Disain
Fraud Control

Secara bertahap, diharapkan
50% konsep dan disain Fraud Control
telah siap (100%) pada 2015.
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SASARAN STRATEGIS

I.1. Penindakan yang
Terintegrasi

Tabel 3.2

Target Kinerja Perspektif Internal
TARGET

INDIKATOR KINERJA

1. Conviction Rate
Perkara yang Ditan-
gani KPK

90%

KETERANGAN

Conviction Rate pada tingkat
PN Tipikor.

2. % Kasus yang
Disupervisi KPK
Lanjut ke Tahap

80%

Dari Lidik ke Sidik (untuk
Kepolisian) dan dari Sidik ke
Tut (untuk Kejaksaan)

I.2. Pencegahan yang
Terintegrasi

3. % Implementasi
atas Rekomendasi
yang Diusulkan pada
Sektor Strategis

60%

4. # Implementasi
Sistem Integritas
pada Fokus Area
Sesuai Perkemban-
gan Pelembagaan
SIN

10

5. % Implementasi
Program untuk Pe-
milu Berintegritas

80%

I.3. Terbangunnya Sistem
Informasi Pemberantas-an
Korupsi

6. % Pembangunan
Sistem Informasi
Pemberantasan
Korupsi

50%

7. % Pembangunan
Infrastruktur Fraud
Control

50%

I.4. Terbangunnya Kasus
Grand Corruption (dari
Dumas)

8. # Kasus (Pokok
Kasus) Grand Cor-
ruption Siap LIDIK

gan Infrastruktur TI

Layanan TI (Survey)

Tabel 3.3
Target Kinerja Pembelanjaran dan Pertumbuhan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KETERANGAN

L.1. Terjaganya Integritas 1. Indeks Integritas 4
Kelembagaan KPK KPK (Survey, 1-5)

2. # Pelanggaran

Kode Etik dan Kode 2

Perilaku

3. % Pemenuhan

Komponen Refor- 80%

masi Birokrasi
L.2. Meningkatnya Kapa- 4. % Ketersediaan
sitas SDM sesuai Fokus SDM sesuai Fokus 50%
Area Area
L.3. Pengangkatan Penyi- 5. # Penyidik KPK 30
dik KPK yang Diangkat
L.4. Pembangunan Ge- 6. % Ketersediaan 15%
dung KPK Gedung KPK ’
L.5. Tersedianya Dukun- 7. Indeks Kepuasan 75
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agaimana tampak pada Tabel 3.3;
d. Perspektif Keuangan (Financial), dengan
rincian sebagaimana tampak pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Target Kinerja Perspektif Keuangan

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KETERANGAN

1. % Ketersediaan Anggaran

0,
untuk Operasional KPK 100%

F.1. Ketersediaan Anggaran

B. PETA STRATEGI KPK TAHUN 2013

Gambaran dari hal-hal yang ingin dicapai oleh
KPK yang akan dilakukan pada Tahun 2013
serta prasyarat yang dibutuhkan untuk menca-
painya dapat terlihat dari Peta Strategi KPK se-
bagaimana tampak pada Gambar 3.1 di bawah
ini.

Gambar 3.1.
Peta Strategi (Strategy Map) KPK Tahun 2013

Strategy Map - KPK

& Efektivitas dan Efisiensi

o Pemberantasan Korupsi

(o]

£

R
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Civil Society Organization ( CSO) dan K/L

2 >~ 4 4 4 4 ‘
3

8 Koordinasi, Supervisi, Pencegahan, Penindakan, dan Monitoring Terintegrasi
a

© Deputi Deputi INDA:

c Penindakan: : . Sistem Informasi

3 Penindakan . / Pemberantasan

£ Terintegrasi Korupsi
O Peningkatan
o Kapasitas

s SDM sesuai
= Fokus Area
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Pengukuran capaian kinerja KPK tahun 2013
dilakukan dengan cara membandingkan antara
target (rencana) dan realisasi indikator kinerja
utama (key perfomance indicator, disingkat KPI)
pada masing-masing perspektif. Pencatatan
dan pengukuran kinerja dilakukan dengan ban-
tuan perangkat lunak berbasis balanced score-
card, yaitu PBViews. Dari hasil pengukuran kin-

c. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
(Learning and Growth) dengan bobot 15%,
capaian kinerja 79,6%;

d. Perspektif Keuangan (Financial) dengan bo-
bot 15%, capaian kinerja 100,0%.

Capaian kinerja KPK pada Perspektif Pemangku
Kepentingan (Stakeholder) pada Tujuan Utama

erja tersebut, diperoleh  ..co, 42 kinerja KPK di tingkat korporat tahun 2013 (Ultimate — Goal)

data capaian kinerja
KPK di tingkat korpo-
rat tahun 2013 sebesar
107,8%, yang berasal dari capaian kinerja mas-
ing-masing perspektif sebagai berikut:

a. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stake-
holder) dengan bobot (weight) 30%, capaian
kinerja 139,8%;

b. Perspektif Internal (Internal Business Pro-
cess) dengan bobot 40%, capaian kinerja
97,2%;

sebesar 107,8%"

Efektivitas dan
Efisiensi Pember-
antasan (Pencega-
han dan Penindakan) Korupsi sebesar 139,8%
(lihat Gambar 4.2.) berasal dari 2 (dua) indika-
tor, yaitu:

a. Indeks Penegakkan Hukum (IPH) atau Law
Enforcement Index ;

b. Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korup-
si oleh KPK.

Gambar 4.1.
Capaian Kinerja KPK Tahun 2013 menggunakan Aplikasi PBViews.

I
Perspektif Pembelajaran &%
Pertumbuhan Pimpinan

79,6%

Gambar 4.2.
Capaian Kinerja KPK Tahun 2013 pada Perspektif Pemangku Kepentingan
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Penjelasan tentang capaian indikator kinerja
(KPI) pada masing-masing sasaran strategis
tampak berikut ini.

A. SASARAN STRATEGIS 1: EFEKTIVI-
TAS DAN EFISIENSI PEMBERANTASAN
(PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN) KO-
RUPSI

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk men-
gukur keberhasilan sasaran Efektivitas dan

Efisiensi Pemberantasan (Pencegahan dan
Penindakan) Korupsi terdiri atas dua indikator
kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana
tampak pada Tabel 4.1.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa target kin-

Pada tahun 2014, target IPH KPK telah ditetap-
kan oleh Pimpinan dengan menggunakan for-
mula Stranas PPK (PERPRES nomor 55 Tahun
2012). Untuk memperoleh angka IPH Tipikor,
kelima sub indikator dalam Perpres tersebut
digabungkan dengan pembobotan yang berbeda
antara satu sub indikator dengan sub indikator
lainnya. Pembedaan bobot dimaksud dengan
mempertimbangkan penggunaan sumber daya
dan waktu serta signifikansinya terhadap upaya
penegakan hukum. Adapun sumber data dari
sub indikator diperoleh dari lembaga penegak
hukum. Semakin tinggi angka indeks Penegakan
Hukum Tipikor ini, maka diyakini upaya pen-
egakan hukum tipikor mengalami perbaikan, dan
kepercayaan masyarakat mengalami peningka-

tan.
Tabel 4.1.

Realisasi Capaian IKU Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan Korupsi Jik a
Indikator Kinerja (KPI) Target  Realisasi  Kinerja diukur
1 (Indeks Penegakan Hukum (IPH) atau Law Enforcement Index - - - meng-
gunakan
2 Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK 8,5 >10 117,65% | formula
dalam
Stranas

erja yang ditetapkan telah tercapai.

PPK, maka IPH Tipikor KPK tahun 2013 adalah
sebesar 90,25% atau 9,02 (Indeks Skala 1-10),

Tabel 4.2.
IPH Tipikor KPK Tahun 2013

Nilai Akhir Indeks Penegakan Hukum Sub Indikator Nilai Bobot Penilaian Akhir
%Penyelesaian Laporan Tipikor 88.04% 10.00% 8.80%
% Penyelidikan yang menjadi Penyidikan 62.96% 20.00% 12.59%
% Penyidikan yang menjadi Tuntutan 92.86% 30.00% 27.86%
% Conviction Rate 100.00% | 30.00% 30.00%
% Execution Rate 110.00% | 10.00% 11.00%
INDEKS PENEGAKAN HUKUM 90.25%

Indeks Penegakan Hukum (IPH) atau Law En-
forcement Index

Pada awal tahun 2013, KPK belum menetap-
kan target IPH disebabkan formula yang diren-
canakan yaitu sebagai bagian dari Indonesian
Governance Index belum berhasil dirumuskan.
Berdasarkan hasil rapat tahun 2013 di Bogor
yang dikoordinasikan oleh Bappenas dan dihad-
iri oleh APGAKUM (Kejaksaan dan Kepolisian),
disepakati untuk mempergunakan formula IPH
Tipikor sebagaimana telah diatur dalam Lampi-
ran Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012
tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-
2025) dan Jangka Menengah (2012-2014) atau
disingkat Stranas PPK.

dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel
4.2.

Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi
oleh KPK

Capaian KPI Tingkat Keberhasilan Pember-

antasan Korupsi oleh KPK sebesar 139,8% di-

peroleh dari rata-rata kumulatif capaian 5 (lima)

sasaran strategis pada perspektif Stakeholder

sebagai berikut (lihat Gambar 4.3):

a. Penanganan Grand Corruption dan Pengua-
tan APGAKUM, dengan bobot 25% dan capa-
ian kinerja 187,5%;

b. Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis
(termasuk APGAKUM), dengan bobot 25%
dan capaian kinerja 158,0%;

c. Terwujudnya Pelembagaan Sistem Integritas
Nasional (SIN) secara Formal, dengan bobot
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25% dan capaian kinerja 113,6%;

d. Terbangunnya Pemahaman Pemilih terhadap
Integritas, dengan bobot 0% dan capaian kin-
erja 130,3%; dan

e. Terbangunnya Fraud Control sebagai Sistem
Pemberantasan Korupsi yang Terintegrasi,
dengan bobot 25% dan capaian kinerja 50,0%.

berikut:

a. Pulbaket (pengumpulan bahan dan keteran-
gan) atau pra-lidik;

b. Penelaahan terhadap hasil Pulbaket untuk
menghasilkan kasus potensial;

c. Pendalaman terhadap kasus potensial untuk
menghasilkan kasus solid, yang bisa diting-

Gambar 4.3.
Capaian Kinerja pada Tingkat Keberhasilan Pemberantasan TPK oleh KPK

B. SASARAN STRATEGIS 2: PENANGA-
NAN GRAND CORRUPTION DAN PENGUA-
TAN APGAKUM

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk men-
gukur keberhasilan sasaran Penanganan Grand
Corruption dan Penguatan APGAKUM terdiri
atas dua indikator kinerja, dengan capaian kin-

katkan ke tahap Penyidikan apabila memiliki
sedikitnya dua alat bukti.

Selama tahun 2013, sebanyak 7 (tujuh) kasus

solid Grand Corruption yang berhasil ditingkat-

kan ke tahap Penyidikan, adalah sebagai beri-
kut:

1. Dugaan TPK pada Pemberian Rencana Kerja
Tahunan (RKT) dan atau Bagan Kerja Tahu-
nan (BKT) oleh Gubernur Riau pada tahun

2002-2009 di lahan

Tabel 4.3.
Realisasi Capaian IKU Penanganan Grand Corruption dan Penguatan APGAKUM I[UPHHK-HT.
No Indikator Kinerja (KPI) Target Realisasi  Kinerja 2. Dugaan TPK
dalam Pengadaan
1 # Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption 3 7 >100% Pengembangan
2 | % Conviction Rate Kasus yang Disupervisi 40% 70% >100% Sistem  Komunikasi

erja sebagaimana tampak pada Tabel 4.3 beri-

kut ini.

KPI # Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption

dihitung dari jumlah kasus solid Grand Corrup-

tion yang dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan

atau dilimpahkan ke APGAKUM lain. Pengertian

Grand Corruption sebagaimana disebutkan se-

belumnya, adalah TPK yang memenuhi salah

satu atau lebih kriteria berikut:

1. Melibatkan pengambil keputusan terhadap
kebijakan dan requlasi.

2. Melibatkan aparat penegak hukum.

3. Berdampak luas terhadap kepentingan nasi-
onal.

4. Kejahatan sindikasi, sistemik, dan terorga-
nisir.

Dalam membangun kasus solid (case building),
tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai

dan Media Pembelaja-

ran Terintegrasi untuk
Jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah
Aliyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam Kementerian Agama RI Tahun 2011.

3. Dugaan tindak pidana korupsi berupa penyu-
apan kepada PN dalam proyek proyek terkait
Ketahanan Pangan Nasional pada Kement-
erian Pertanian Republik Indonesia.

4. Dugaan TPK yang dilakukan oleh Penyeleng-
gara Negara berupa penerimaan sesuatu
yang tidak sesuai atau bertentangan dengan
kewajibannya selaku anggota DPR Rl periode
Oktober 2009-2010.

5. Dugaan TPK suap kepada hakim atau Peny-
elenggara Negara lainnya dalam penanganan
perkara korupsi penyimpangan dana bansos
kota Bandung TA 2009 s.d 2010.

6. Dugaan TPK Pengelolaan Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi di Lingkungan
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SKK Migas tahun 2012-2013.

7. Dugaan TPK dalam penanganan perkara qu-
gatan sengketa Pemilihan Kepala Daerah ta-
hun 2011 - 2013 pada Mahkamah Konstitusi
RI.

Jika dibandingkan pada tahun 2012, terdapat
penurunan jumlah kasus Grand Corruption (GC).
Hal ini disebabkan oleh perbedaan kompleksitas
kasus GC yang ditangani KPK tersebut.

Kasus solid yang terdiri atas 7 (tujuh) kasus
grand corruption dan 44 (empat puluh empat)
kasus non grand corruption dihasilkan dari pros-
es penanganan kasus/perkara TPK di KPK seb-
agai berikut:

1. Pada tahap Pulbaket (Pengumpulan Bahan
dan Keterangan) atau Pra-
Lid, kasus siap Lidik yang
berasal dari Dit. Dumas,
Gratifikasi, LHKPN, dan
PINDA, dan dari proaktif in-

Dibandingkan dengan capaian tahun 2012,
terdapat peningkatan conviction rate perka-
ra yang disupervisi KPK dan telah diputus di
tingkat Pengadilan Negeri Tipikor dengan putu-
san “terdakwa dinyatakan bersalah”, dari 30%
menjadi 70% pada tahun 2013. Untuk capaian
tahun 2013 dapat melampaui target yang telah
ditetapkan.

C. SASARAN STRATEGIS 3: MENINGKAT-
NYA KINERJA PADA SEKTOR STRATEGIS
(TERMASUK APGAKUM)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengu-
kur keberhasilan sasaran Meningkatnya Kinerja
pada Sektor Strategis (termasuk APGAKUM)
terdiri atas satu indikator kinerja, dengan ca-

Tabel 4.4.

Realisasi Capaian IKU Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis
Indikator Kinerja (KPI)
1 Indeks Kinerja Sektor Strategis 2,5 3,95

Target Realisasi Kinerja
> 100%

vestigasi (Dit. Penyelidikan)
akan ditelaah untuk meng-
hasilkan Kasus Potensial.

2. Pada tahap Penyelidikan, berdasarkan Sprin.
Lidik, Kasus Potensial dilakukan penyelidikan
untuk menghasilkan Kasus Solid agar dapat
ditingkatkan ke tahap Penyidikan (dengan LK
TPK dan Surat Pelimpahan).

3. Pada tahap Penyidikan, terhadap Kasus Sol-
id dilakukan penyidikan berdasarkan Sprin.
Dik. Apabila penyidikan telah lengkap, maka
perkara tersebut bisa dilimpahkan ke tahap
Penuntutan (P-21).

4. Pada tahap Penuntutan, dibuat Surat Dak-
waan dan Surat Tuntutan untuk selanjutnya
dilakukan penuntutan melalui pelimpahan
berkas perkara ke Pengadilan Negeri Tipikor.

5. Apabila telah ada putusan inkracht
(berkekuatan hukum tetap), maka akan di-
lakukan eksekusi. Eksekusi yang dilakukan
terhadap Terdakwa dapat berupa pidana
badan (penjara), denda, uang pengganti, dan
lain-lain.

KPl % Conviction Rate Kasus yang Disupervisi
diperoleh dengan membandingkan antara putu-
san PN Tipikor yang menyatakan terdakwa ber-
salah dengan perkara TPK yang disupervisi KPK
kepada APGAKUM lain (Kejaksaan). Selama ta-
hun 2013, dari 40 perkara yang disupervisi KPK
kepada Kejaksaan, terdapat 28 perkara (atau
70%) yang telah diputus di tingkat Pengadilan
Negeri Tipikor dengan putusan “terdakwa din-
yatakan bersalah". Daftar 40 perkara yang disu-
pervisi KPK tersebut dapat dilihat pada Lampi-
ran Il.

paian kinerja sebagai mana tampak pada Tabel
4.4, berikut ini.

Dari tabel di atas, terlihat target kinerja yang
ditetapkan telah tercapai.

KPI Indeks Kinerja Sektor Strategis diperoleh
dari hasil survai yang dilakukan pada sektor
strategis (Skala: 1-5). Indeks Kinerja Sektor
Strategis merupakan salah satu indikator ke-
berhasilan yang harus diukur KPK dalam fokus
area Perbaikan Sektor Strategis terkait kepent-
ingan nasional yang diamanatkan oleh Renstra
KPK. Indeks kinerja Sektor Strategis diharapkan
dapat mengukur kinerja dan upaya-upaya yang
sudah dilakukan KPK pada sektor-sektor strat-
egis yang menjadi prioritas KPK.

Metode yang dipakai dalam pengukuran indeks
kinerja sektor strategis yang dilakukan oleh
KPK adalah dengan memanfaatkan data dari
survai-survai yang mengukur tingkat korupsi
di Indonesia yang dapat ditajamkan dan dide-
tailkan ke arah sektor-sektor strategis. Konsep
yang digunakan adalah pengukuran melalui se-
kumpulan hasil survai (pool of survey) yang di-
harapkan dapat memberikan gambaran yang
saling melengkapi dan mengimbangi mengenai
kondisi dan posisi yang sebenarnya dari sektor-
sektor strategis yang ada.

Indeks komposit ini diperoleh dari hasil-hasil
survai relevan yang sudah ada. Relevan yang
dimaksud dalam survai tersebut adalah yang
memenuhi kriteria pengukuran yang ditetap-
kan, yaitu: (1) berdasarkan output/keluaran; (2)
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berdasarkan indikator dengan pendekatan pen-
galaman (experience based indicators) dan bu-
kan pendekatan persepsi; dan (3) berdasarkan
indikator sektor (sector based indicators) yang
memiliki relevansi dengan sektor strategis yang
dimaksudkan dalam Renstra KPK.

Indeks kinerja sektor strategis tahun 2013
adalah sebesar 3,95 (skala 1-5) dengan rincian
per fokus area (sektor strategis) sebagai beri-
kut:

1. Ketahanan Pangan sebesar 4,23;

2. Ketahanan Energi dan Lingkungan sebesar
4,09;

Apgakum sebesar 3,06;

Penerimaan Negara sebesar 4,44; dan

. Infrastruktur sebesar 3,92;

engan nilai rata-rata sebesar 3,95.

U

Dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai
skor dari yang terendah s.d. yang tertinggi di-
peroleh pada sektor Aparat Penegak Hukum
(3,06), diikuti oleh sektor Infrastruktur (3,92),
sektor ketahanan energi dan lingkungan (4,09),
sektor ketahanan pangan (4,23), dan yang ter-
baik adalah sektor penerimaan negara (4,44).
Berdasarkan pemetaan tersebut dapat juga dik-
etahui perlunya upaya yang jelas di tingkat pro-
gram dan tahapan kegiatan yang dilakukan KPK
terutama bidang pencegahan di sektor-sektor
strategis tersebut.

Untuk mencapai indeks tersebut, telah dilaku-
kan upaya-upaya sebagaimana dijelaskan pada
Bab V (pada sasaran strategis Pencegahan
Yang Terintegrasi, KPl % implementasi atas
rekomendasi yang diusulkan pada sektor strat-
egis).

gan capaian kinerja sebagaimana tampak pada
Tabel 4.5.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa target kin-
erja yang ditetapkan telah tercapai.

Dalam rangka pelembagaan SIN ini, pada tahun
2013 telah dilakukan:
1. Pembentukan tunas integritas;
2. Pembangunan sistem integritas; dan
3. Penyusunan 4 modul SIN yang meliputi:
a. Konsep dan kerangka kerja pembangunan
SIN;
b. Panduan pembangunan sistem integritas
organisasi;
¢. Panduan pembentukan dan pengemban-
gan tunas integritas;
d. Panduan sinergi antar organisasi dan pi-
lar.

Pada bulan Desember 2013, juga telah diseleng-
garakan konvensi SIN sebagai bagian dari acara
Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi
(KNPK). Namun, belum ada tindak lanjut den-
gan pilar-pilar SIN disebabkan sedang dilakukan
penyempurnaan terhadap konsep SIN.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2012,
terdapat peningkatan capaian sebesar 13,6%.
Upaya pembangunan SIN akan terus dilanjutkan
sampai dengan tahun 2015 (100%).

E. SASARAN STRATEGIS 5: TERBANGUN-
NYA PEMAHAMAN PEMILIH TERHADAP
INTEGRITAS

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengu-

Tabel 4.6.

Capaian IKU Sistem Integritas Nasional Terbangunnya Pemahaman Pemilih terhadap Integritas

Indikator Kinerja (KPI)

Target Realisasi  Kinerja

1 | Pemahaman Masyarakat terhadap Integritas dalam Pemilu (Survai) 3 391

> 100%

D. SASARAN STRATEGIS 4: TERWUJUD-
NYA PELEMBAGAAN SISTEM INTEGRITAS
NASIONAL (SIN) SECARA FORMAL

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengu-
kur keberhasilan sasaran Terwujudnya Pelem-
bagaan Sistem Integritas Nasional (SIN) secara
Formal terdiri atas satu indikator kinerja, den-

Tabel 4.5.

Realisasi Capaian IKU Sistem Integritas Nasional

Indikator Kinerja (KPI) Target

1 % Pelembagaan SIN 50%

Realisasi  Kinerja
56,80%

kur keberhasilan sasaran Terbangunnya Pema-
haman Pemilih terhadap Integritas terdiri atas
satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja
sebagaimana tampak pada Tabel 4.6.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa target kin-
erja yang ditetapkan telah tercapai.

KPl Pemahaman Masyarakat ter-
hadap Integritas dalam Pemilu di-
peroleh melalui survai kepada re-
sponden yang merupakan pemilih
>100% (punya hak pilih) dalam Pemilu,

baik pemilu legislatif maupun pe-
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milu eksekutif (pemilihan Presiden dan Kepala
Daerah [ Gubernur, Walikota, dan Bupati 1.

Pelaksanaan survai ini ditujukan untuk mem-
peroleh alat ukur tingkat pemahaman dan
ekspektasi masyarakat mengenai pemilu yang
berintegritas dan juga memantau kinerja KPK
dalam upaya mewujudkan sistem politik yang
berintegritas sebagai salah satu poin penting
strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Survai ini melibatkan 1.200 responden yang
berasal dari 10 kota di Indonesia yakni di Med-
an, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya,
Denpasar, Mataram, Samarinda, Makassar dan
Ambon. Dalam pelaksanaannya, KPK bekerja
sama dengan CSO (Civil Society Organization)
dalam hal ini universitas dan NGO yang ada di
10 kota tersebut.

Hasil survai ini adalah berapa indeks integritas
pemilih dalam pemilu. Untuk tahun 2013 Indeks
integritas pemilih dalam Pemilu adalah 7,27
(dariskala 1-10). Indeks ini merupakan komposit
dari 3 indeks, yakni: (i) Indeks Pengetahuan dan
Kesadaran mengenai pemilu, dengan nilai 4,63;
(ii) Indeks memilih pemimpin yang berintegritas,
dengan nilai 7,74; dan (iii) Indeks memilih den-
gan cara yang berintegritas, dengan nilai 7,32.
Indeks tersebut dikonversikan pada skala 1-5
sesuai dengan yang dikehendaki dokumen Ren-
stra KPK,

maka In-

Gambar 4.4.
Indeks Integritas Pemilih Dalam Pemilu

W Pengetahuan dan kesadaran mengenai Pemilu

F. SASARAN STRATEGIS 6: TERBANGUN-
NYA FRAUD CONTROL PLAN SEBAGA
SISTEM PEMBERANTASAN KORUPSI
YANG TERINTEGRASI

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengu-
kur keberhasilan sasaran Terbangunnya Fraud
Control sebagai Sistem Pemberantasan Korupsi

Tabel 4.7.
deks In- Capaian IKU Terbangunnya Fraud Control Plan
’lf:eg r '_tl“?; Indikator Kinerja (KPI) Target  Realisasi  Kinerja
emili
dalam 1 |% Pembangunan Konsep dan Disain Fraud Control 50% 50% 100%
Pemilu
adalah 3.91.

Arti dari indeks ini adalah bahwa sebenarnya
masyarakat memiliki kemauan untuk memilih
pemimpin yang berintegritas dengan cara yang
berintegritas pula, sayangnya masyarakat be-
lum memiliki pengetahuan tentang seperti apa
pemilu yang berintegritas itu. Hasil survai ini
dijadikan sebagai bahan acuan bagi KPK untuk
menyusun program pencegahan korupsi seb-
agai intervensi dalam menghadapi Pemilu 2014.
Program tersebut akan diimplementasikan ke-
pada 3 (tiga) segmen: (@) Penyelenggara Pemi-
lu, meliputi KPU dan KPUD; (b) Peserta Pemilu,
meliputi Parpol dan Caleg; (c) Pemilih (voters).

Untuk mencapai indeks survai di atas, telah di-
lakukan upaya-upaya sebagaimana dijelaskan
pada Bab V (pada sasaran strategis Pencega-
han Terintegrasi, KPl % Implementasi Program
Untuk Pemilu Berintegritas).

yang Terintegrasi terdiri atas satu indikator kin-
erja, dengan capaian kinerja sebagaimana tam-
pak pada Tabel 4.7.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa target kin-
erja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI % Pembangunan Konsep dan Disain Fraud
Control Plan diukur sesuai perkembangan kon-
septualitas Fraud Control Plan (FCP). Bekerjan-
ya instrumen pencegahan yang bertujuan untuk
meminimalisir terjadinya kecurangan menjadi
salah satu concern KPK. KPK ikut bertanggung
jawab terhadap keberhasilan implementasi dari
sistem pengendalian kecurangan. Jika sistem
pengendalian kecurangan ini dapat berjalan
dengan baik, korupsipun ikut tercegah. Oleh
karena itu pembangunan konsep Fraud Control
Plan menjadi salah satu program dalam Renstra
KPK 2011-2015. Dalam jangka panjang, sesuai
dengan Road Map KPK 2011-2023 diharapkan
akan terbangun Fraud/Corruption Control.
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Hasil penilaian KPK terhadap inisiatif anti ko-
rupsi yang ada di kementerian/lembaga di In-
donesia, menunjukkan bahwa ketersediaan per-
angkat/instrumen yang mendorong terciptanya
sistem pengendalian masih minim. Rendahnya
tingkat implementasi dari sistem pengendalian
kecurangan disebabkan oleh berbagai faktor,
di antaranya adalah keengganan dari instansi/
lembaga, kurangnya sosialisasi, rumitnya in-
strumen yang disarankan maupun belum cuku-
pnya peraturan/regulasi yang mendukung ber-
jalannya sistem ini. Dari sejumlah permasalahan
tersebut, terlihat masalah dari FCP bukan pada
tingkat validasi dari instrumen yang ditawarkan
namun lebih pada sosialisasi, pembagian peran
dan penetapan prioritas dalam pengembangan-
nya.

Oleh karena itu, dalam rangka mendorong
penerapan FCP di lembaga/instansi pemerintah,
pada tahap awal KPK melakukan analisis secara
objektif peluang terimplementasinya instrumen-
instrumen sistem kendali kecurangan yang ada
saat ini dan memilah prioritas apa yang harus
dilakukan. Kegiatan yang dilakukan tahun 2013
meliputi pemetaan konsep FCP yang existing di
BPK dan BPKP, serta analisis dan riview konsep
FCP dan keterkaitannya dengan Sistem Pengen-
dalian Internal.
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Capaian kinerja KPK pada Perspektif Internal
(Internal Process) sebesar 97,2% berasal dari 4
(empat) Sasaran Strategis berikut (lihat Gambar

5.1):

1. Penindakan yang Terintegrasi: 105,6%;

2. Pencegahan yang Terintegrasi: 116,7%;

3. Terbangunnya Sistem Informasi Pemberan-
tasan Korupsi: 100,0%; dan

4. Terbangunnya Kasus

Grand Corruption
(dari Dumas): 66,7%.
Penjelasan tentang ca-
paian indikator kinerja (KPI) pada masing-mas-

“Capaian kinerja Perspektif Internal sebesar
97,2%"

Dari tabel tersebut terlihat bahwa target kinerja
yang ditetapkan telah tercapai.

KPI Conviction Rate Perkara yang Ditangani
KPK diukur dari perbandingan antara jumlah
putusan Pengadilan Negeri (PN) Tipikor yang
menyatakan terdakwa terbukti bersalah dengan
jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan
Tipikor. Selama tahun 2013,
berkas perkara yang dilim-
pahkan ke Pengadilan Neg-
eri Tipikor adalah sebanyak
65 (enampuluh lima) perkara. Dari jumlah itu,

Gambar 5.1.
Capaian Kinerja KPK Tahun 2013 pada Perspektif Internal

ing sasaran strategis tampak berikut ini:

A. SASARAN STRATEGIS 1: PENINDAKAN
YANG TERINTEGRASI

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk men-
gukur keberhasilan sasaran Penindakan yang
Terintegrasi terdiri atas satu indikator kinerja,
dengan capaian kinerja sebagaimana tampak
pada Tabel 5.1.

sebanyak 38 (tiga puluh delapan) perkara sudah
diputus di PN Tipikor dengan keputusan terdak-
wa dinyatakan bersalah, yang berarti conviction
rate mencapai 100%, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Ill.

Sejak tahun 2005 hingga 2013, Conviction Rate
KPK selalu mencapai 100%, kecuali pada ta-
hun 2011 untuk perkara a.n. Terdakwa Mochtar
Muhammad, yang diputus bebas oleh Pengadi-

Tabel 5.1.
Realisasi Capaian IKU Penindakan yang Terintegrasi
No Indikator Kinerja (KPI) Target Realisasi Kinerja
1 Conviction Rate Perkara yang Ditangani KPK 90% 100% >100%
2 |% Kasus yang Disupervisi KPK Lanjut ke Tahap Berikutnya 80% 86,47% >100%
Tabel 5.2.
Jumlah Kasus Yang Ditangani KPK 2012-2013
IELEED 2012 2013
Penyelidikan 77 81
Penyidikan 72 102
Y (48 tahun berjalan+24 carry over) |(70 tahun berjalan +32 carry over)
Penuntutan 63 3
(36 tahun berjalan +27 carry over) |(41 tahun berjalan +32 carry over)
N - - 39 38
0,
Conviction Rate di PN Tipikor (%) -100% -100%
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lan Negeri Tipikor Bandung. Selanjutnya, KPK
melakukan upaya hukum (kasasi) ke Mahkamah
Agung (MA) dan akhirnya Terdakwa tersebut
diputus bersalah.

Pengukuran Conviction Rate pada tingkat Peng-
adilan Negeri Tipikor dimaksudkan untuk mem-
permudah penghitungan tahun berjalan, karena
apabila dihitung sampai inkracht (berkekuatan
hukum tetap) membutuhkan waktu lebih dari se-
tahun apabila Terdakwa mengajukan upaya hu-
kum dalam bentuk banding (ke PT Tipikor) dan/
atau kasasi (ke MA). Meskipun demikian, apa-
bila Conviction Rate dihitung hingga perkaranya
inkracht, maka KPK masih tetap mencapai 100%
dari sejak KPK berdiri hingga tahun 2013 ini.

Matrik pada Tabel 5.2. mentabulasi proses pen-

Gambar 5.2.

Conviction Rate KPK di Tingkat PN Tipikor Tahun 2004 s.d. 2013

100%

95% 100% 100%
90%
85%
80%
75%

70%

100% 100%

65%
60%

55%

2005 2006 2007 2008 2009

Seriesl Series2

anganan kasus/perkara di KPK sejak tahap Pe-
nyelidikan hingga mencapai Conviction Rate di
tingkat PN Tipikor (Tabel 5.3 dan Gambar 5.2).

Sementara KPIl % Kasus yang Disupervisi KPK
Lanjut ke Tahap Berikutnya diukur dari % Penan-
ganan Perkara TPK oleh APGAKUM yang Disu-
pervisi KPK lanjut ke tahap berikutnya.

Sebelum melakukan supervisi, KPK terlebih da-
Tabel 5.3.

Perkara Yang Disupervisi KPK dan Yang Lanjut ke Tahap Berikutnya, 2012-2013

2012 2013

Supervisi Lanjut* Supervisi

100%

2010

\/7

100%

hulu melakukan kegiatan koordinasi dalam pen-
anganan kasus/perkara dengan APGAKUM lain.
Kegiatan koordinasi tersebut meliputi antara
lain:

Tukar menukar informasi;

Bantuan tenaga ahli/narasumber;

Bantuan mendatangkan saksi;

Bantuan pemeriksaan/pengujian fisik;
Bantuan perekaman dan penyadapan;
Bantuan pencarian orang.

ouhwhe

Dari hasil koordinasi, kemudian dilakukan su-
pervisi terhadap penanganan perkara oleh AP-
GAKUM lain. KPK mensupervisi penanganan
perkara-perkara yang tertunggak agar dapat
dilanjutkan ke tahap berikutnya, sepanjang di-
dapat alat bukti yang cukup.

Selama tahun 2013,
dari total perkara yang
disupervisi KPK se-
banyak 133 perkara,
sebanyak 115 perkara
(atau 86,47%) berhasil
lanjut ke tahap beri-
kutnya. Rincian perka-
ra yang disupervisi
KPK dapat dilihat pada
Lampiran IV.

95% 100%

Dibandingkan dengan
tahun 2012, jumlah
kasus yang disupervisi
meningkat sebanyak 5
kasus, namun terdapat
penurunan kasus yang
lanjut ke tahap berikut-
nya sebanyak 2 kasus.
Rincian sebagaimana
tampak pada Tabel
5.3.

2011 2012 201

Series3

B. SASARAN STRATEGIS 2: PENCEGAHAN
YANG TERINTEGRASI

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk men-
gukur keberhasilan sasaran Pencegahan yang
Terintegrasi terdiri atas tiga indikator, dengan
capaian kinerja sebagaimana tampak pada Tabel
5.4.

Dari tabel tersebut, terli-
hat bahwa target kinerja
yang ditetapkan telah ter-

Lanjut* capai, sedangkan 1 (satu)

128 113 133

target tidak tercapai.
115

88,50%

86,47%

KPl % Implementasi atas
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Tabel 5.4.
Realisasi Capaian IKU Pencegahan Yang Terintegrasi.

Indikator Kinerja (KPI)

Target Realisasi Kinerja

. - - - ]
1 % Implementasi atas Rekomendasi yang Diusulkan pada Sek 60% 190% >100%
tor Strategis
# Implementasi Sistem Integritas pada Fokus Area Sesuai 0
2 Perkembangan Pelembagaan SIN 10 5 0%
3 % Implementasi Program untuk Pemilu Berintegritas 80% 80% 100%

Rekomendasi yang Diusulkan pada Sektor
Strategis diukur dari hasil kegiatan pemantau-
an terhadap implementasi action plan Kement-
erian/Lembaga dari rekomendasi kajian sektor
strategis. Keberhasilan capaian KPI ini (di Per-
spektif Internal) meskipun ada yang hanya ter-
capai 50%, akan tetapi tidak berpengaruh buruk
pada capaian KPI Indeks Kinerja Sektor Strat-
egis (di Perspektif Stakeholders) karena seluruh
KPI pada Perspektif Stakeholder dapat tercapai
(lihat Bab V).

Pada tahun 2013, action plan yang harus dipan-
tau berada di 12 Kementerian/Lembaga dengan
jumlah total 36 action plan sisa yang harus dise-
lesaikan di 2014. Dari 36 action plan tersebut
ditargetkan 60% bisa diselesaikan. Realisasi
implementasi action plan yang diselesaikan di
tahun 2013 mencapai 190% dari target yang
ditetapkan. Artinya, terdapat action plan yang
seharusnya diselesaikan di 2014 atau di tahun
setelah itu tapi telah dilaksanakan oleh Kemen-
terian/Lembaga pada tahun 2013. Action Plan
vang diselesaikan tersebut sebanyak 63 terdiri
atas:

3. Dua action plan dari TL Kajian Pengadilan
Pajak,

4. Satu action plan dari TL Kajian Imigrasi,

5. Satu action plan dari TL Kajian Penyelengga-
raan Ibadah Haji,

6. Satu action plan dari TL Kajian Bansos Ke-
menterian Sosial,

7. Lima action plan dari TL Kajian Pengelolaan
Batubara,

8. Tigapuluh dua action plan dari TL NKB Per-
cepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indo-
nesia,

9. Tiga action plan dari TL Kajian Perhubungan
Darat,

10. SatuactionplandariTL Kajian PNBP Min-
erba,

11. TigaactionplandariTL Kajian Pupuk Ber-
subsidi,

12. Tiga action plan dari TL Kajian Komodi-
tas Daging Sapi,

13. Tiga action plan dari TL Kajian IMTA,
dan

14, Delapan action plan dari TL SIPS.

Sebelum melakukan pemantauan action plan di
12 K/L, KPK melakukan studi dan kajian di sek-
tor strategis untuk selanjutnya diberikan saran
perbaikan (rekomendasi). Studi dan kajian yang
telah dilakukan pada tahun 2013 adalah sebagai
berikut:
1. Studi pada Sektor Strategis:
a. Studi Biaya Sosial Korupsi,
b. Studi Pencegahan Korupsi Berbasis Kelu-
arga.
2. Kajian pada Sektor Strategis:
a. Kajian terkait Reformasi Birokrasi (Selek-
si Praja IPDN),
b. Kajian Sektor Kesehatan,
c. Kajian Kebijakan Sektor Sumberdaya
Alam (SDA),
d. Kajian Sistem Perizinan di Sektor Kehu-
tanan,
e. Kajian sistem Penetapan Hak Atas Tanah,
f. Kajian sistem Perizinan di Sektor Pertam-
bangan,
g. Kajian Sistem Penggajian PNS, dan
h. Kajian Kebijakan Raskin.

Di luar kegiatan melakukan studi dan kajian

serta pemantauan tindak lanjut atas saran per-

baikan yang dilakukan Kementerian/Lembaga,

KPK juga melakukan kegiatan perbaikan sistem

dalam bentuk Koordinasi dan Supervisi (Kor-

sup) KPK kepada Kementerian/Lembaga lain. Di

internal KPK sendiri, kegiatan Korsup ini meli-

batkan lintas direktorat, terutama di direktorat-
direktorat di Kedeputian Pencegahan. Kegiatan

Korsup di bidang pencegahan yang dilakukan di

tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Korsup Pengelolaan Dana Sektor Pendidi-
kan, kerjasama KPK dengan badan pengawas
pada 5 Kementerian/Lembaga, yaitu Itjen
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Itjen Kementerian Agama, Itjen Kementerian
Keuangan, Itjen Kementerian Dalam Negeri,
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bi-
dang Polsoskam BPKP. Kegiatan ini dilaku-
kan untuk menyusun metode dan strategi
pengawalan dana sektor pendidikan, serta
mengimplementasikannya.

2. Korsup Pengelolaan Dana Bansos dan Hibah
pada APBD, kerjasama KPK dengan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan dalam
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bentuk kajian untuk menganalisis modus
penyimpangan dana bansos dan hibah pada
APBD yang dilakukan oleh pemimpin-pe-
mimpin daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
dikaitkan dengan pelaksanaan pilkada. Ke-
giatan ini dilakukan untuk mendukung pro-
gram pilkada berintegritas. Hasil kajian akan
disampaikan kepada calon pemimpin daerah
dalam rangka mencegah terjadinya penyim-
pangan penggunaan dana bansos dan hibah
saat sudah mereka sudah menjabat.

. Kajian Perpajakan (Tim Lintas), yaitu kegiatan
dalam bentuk kajian dengan personil tim lin-
tas (dari berbagai direktorat) di kedeputian
pencegahan. Tujuan kajian adalah mengiden-
tifikasi permasalahan penggalian potensi pa-
jak (sektor pertambangan), khususnya yang
berpotensi menimbulkan terjadinya tindak
pidana korupsi, menghitung potensi peneri-
maan pajak, dan merumuskan saran perbai-
kan untuk penyelesaian masalah penggalian
potensi pajak.

. Korsup/Tim Lintas Ketahanan Pangan, den-
gan personil yang terlibat berasal dari lintas
direktorat dan lintas kedeputian yaitu Direk-
torat Gratifikasi, Direktorat Litbang dan Di-
rektorat PINDA. Tujuan dari kegiatan adalah
1) membangun sistem informasi pangan; 2)
melakukan analisis terhadap alih fungsi la-
han pertanian; dan 3) melakukan kajian ke-
bijakan raskin.

. Korsup/Tim Lintas Migas, yaitu kegiatan
yang dilakukan KPK bersama dengan in-
stansi terkait lain adalah melakukan upa-
ya-upaya penyelamatan potensi kerugian
negara di sektor hulu minyak dan gas bumi
(migas). Sejumlah masalah yang muncul di
permukaan antara lain: pembengkakan biaya
produksi (cost recovery), sistem pengawasan
dan monitoring penjualan minyak (lifting),
pengelolaan aset, sistem pengendalian oleh

SKK MIGAS, dan lain-lain. KPK sebagai trig-
ger mechanism mendorong supaya dilakukan
penertiban sehingga potensi kerugian keuan-
gan negara bisa diminimalisir.

6. Korsup/Tim Lintas BMN, yaitu kegiatan yang
dilakukan adalah berkoordinasi dengan in-
stansi untuk melakukan inventarisasi pener-
tiban barang milik negara/daerah (BMN/D).
Personil yang bertugas berasal dari Tim
Lintas Direktorat di Kedeputian Pencegahan
yang bertugas melakukan koordinasi, moni-
toring, dan supervisi pelaksanaan Inventari-
sasi Penertiban Barang Milik Negara di ling-
kungan Kementerian/Lembaga, BUMN dan
Pemerintah Daerah. Tim juga mendapatkan
tugas untuk membantu mengoptimalkan dan
mempercepat tugas Tim Penertiban BMN/D
yang bertugas di Kementerian/Lembaga/
BUMN dan Pemerintah Daerah.

7. Korsup Pencegahan kerjasama KPK dengan
BPKP di pusat dan 33 ibukota provinsi. Keg-
iatan korsup pencegahan tahun 2013 adalah
melakukan pengamatan terhadap 3 (tiga)
sektor strategis yang menjadi prioritas KPK,
yaitu: pertambangan, ketahanan pangan dan
pendapatan daerah di 33 wilayah provinsi
seluruh Indonesia. Korsup Pencegahan juga
memberikan peluang CSO untuk turut men-
gambil peran. Pada akhir pengamatan, dis-
ampaikan saran perbaikan yang harus ditin-
daklanjuti oleh pemerintah daerah terkait
masalah yang ditemukan.

Untuk KPI # Implementasi Sistem Integritas
pada Fokus Area Sesuai Perkembangan Pelem-
bagaan SIN, pencapaiannya dilakukan melalui
beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tunas Integritas.

KPI % Ketersediaan Tunas Integritas pada setiap
pilar SIN, ditargetkan sebesar 25%, namun han-
ya dapat terealisasi 7%.

Tabel 5.5.
Capaian Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

No. Nama KLOP Pengenalan  Komitmen Aturan UPG Jumlah
1. Kemen BUMN 1 1 1 0 3
2. Kemendikbud 1 1 1 1 4
3. Kemenkes 1 1 0] 1 3
4. Ditjen BC 1 0 1 0 2
5. Ditjen Pajak 1 0 1 0 2
6. Kemenhut 1 1 1 1 4
7. PLN 1 1 1 1 4
8. PGN 1 1 1 1 4
o. PIHC 1 1 0 0 2

JUMLAH 9 7 7 5 28

Capaian=(28/(9X4))X100%=77,78%
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Pada tahun 2013, realisasi tersebut berasal dari
pembentukan tunas integritas pada salah satu
pilar dari 14 pilar, yaitu di pilar KPK.

Realisasi tidak mencapai target karena adanya
pergeseran/perubahan jadwal dari tim imple-
mentasi Sistem Integritas Nasional. Konsep,
kerangka kerja dan pedomannya telah ditetap-
kan oleh Pimpinan, namun diminta untuk dilaku-
kan penyempurnaan naskah konsep SIN.

2. Pembangunan Sistem Integritas (SI).

KPI1 % Pemenuhan tiga komponen Sl strategis di-

targetkan sebesar 25% dan terealisasi sebesar

90,4%, dilakukan melalui kegiatan Direktorat PP

LHKPN dan Direktorat Gratifikasi.

Dit. PP LHKPN telah melakukan kegiatan:

a. Pelayanan pendaftaran LHKPN pada Sek-
tor Strategis (pada Pilar SIN) yaitu sebesar
82.95% dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah yang telah melaporkan LHKPN :
28.390 PN

b. Jumlah Wajib Lapor per tanggal 31 De-
sember 2013 : 34.227 PN

b. Pemeriksaan LHKPN pada sektor strategis
terkait kepentingan nasional (termasuk
calon tunas integritas dan tunas integritas
pada pilar SIN). Sampai dengan bulan De-
sember 2013, telah dilakukan pemeriksaan
LHKPN terhadap 154 PN dari target 125 PN
atau 123,2%

Dit. Gratifikasi telah membangun PPG (Pro-
gram Pengendalian Gratifikasi) pada 9 KLOP.
KLOP yang memenuhi KPIl Persentase Imple-
mentasi PPG pada pilar strategis adalah jika
KLOP sudah memenuhi 4 parameter vyaitu:
(@) adanya pengenalan gratifikasi, (b) adanya
komitmen, (c) adanya aturan tentang pengenda-
lian gratifikasi, dan (d) adanya unit/pokja pen-
gendalian gratifikasi.

Realisasi 77,78% diperoleh dari 9 KLOP strat-
egis, yaitu Kem BUMN, Kem Dikbud, Kem Kes,
Kemhut, DJP, DJBC, PLN, PGN, dan PIHC (lihat
Tabel 5.5).

3. Penyelarasan dan Aksi Strategis SIN.

KPIl % Pemenuhan standar dan pedoman yang

bisa dipakai oleh seluruh stakeholder SIN ditar-

getkan sebesar 75% dan dapat direalisasikan

sebesar 80%.

Pada tahun 2013 telah diselesaikan empat mod-

ul SIN yaitu:

a. Konsep dan kerangka kerja pembangunan
SIN;

b. Panduan pembangunan sistem integritas or-
ganisasi;

c. Panduan pembentukan dan pengembangan
tunas integritas;

d. Panduan sinergi antar organisasi dan pilar.

KPI % Implementasi Program untuk Pemilu
Berintegritas diukur dari % program Pemilu
berintegritas yang diimpelementasikan. Untuk
mewujudkan Pemilu Berintegritas, pada ta-
hun 2013 telah direncanakan 3 program kerja,
yakni: (1) Pembangunan komponen sistem in-
tegritas pada parpol; (2) Pembentukan Tunas
Integritas pada parpol; dan (3) Pembentukkan
Pemimpin dan Pemilih Berintegritas.

Adapun realisasi masing-masing program kerja
adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan komponen Sistem Integritas
pada parpol, dengan target sebesar 10% dan
dapat direalisasikan sebesar 10%.

Sampai dengan akhir 2013, telah dilaksanakan
focus group discussion (FGD) dengan para kader
Parpol yang berasal dari Partai Golkar, Partai
Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PBB, PKPI,
PDI Perjuangan, PKS, dan PKB terkait dengan
optimalisasi peran parpol untuk pencegahan ko-
rupsi dan pembangunan integritas. Selain itu,
telah dilaksanakan juga kegiatan FGD dengan
para pakar dan melibatkan CSO untuk membe-
dah korupsi politik dalam rangka perbaikan dan
optimalisasi peran.

Pada Desember 2013 juga telah dilakukan so-
sialisasi LHKPN kepada para fungsionaris atau
kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP).

2. Pembentukan Tunas Integritas pada parpol
dengan target sebesar 10% dan direalisasi-
kan 0%.

Untuk pembentukan Tunas Integritas pada Par-

pol belum terealisasi dikarenakan kegiatan FGD

yang dilakukan dengan kader parpol, pembua-
tan media pembelajaran baru diselesaikan pada
akhir 2013, sehingga pembentukan Tunas In-
tegritasnya baru dapat dilaksanakan pada tahun
2014,

3. Pembentukan Pemimpin dan Pemilih Ber-
integritas dengan target sebesar 50% dan
dapat direalisasikan sebesar 75%.

Program Pembentukan Pemimpin dan Pemilih

Berintegritas terdiri atas:

a. Penandatangan Komitmen
Cagub-Cawaqub,

b. Klarifikasi, Verifikasi dan Deklarasi LHKPN
Cagub-Cawaqub, dan

¢. Pengembangan Panduan dan Pembelajaran
Politik Berintegritas.

Berintegritas

Sampai Desember 2013, telah terealisasi se-
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banyak 9 Program Pembentukan Pemimpin dan
Pemilih Berintegritas (dari yang ditargetkan 12)
yang dilaksanakan di tujuh provinsi dan dua ka-
bupaten/kota yang melaksanakan PemiluKada,
yaitu:

Provinsi Jawa Barat,

Provinsi Sumatera Utara,

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Provinsi Bali,

Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Provinsi Jawa Tengah,

Provinsi Sumatera Selatan,

Kabupaten Bangka Belitung,

Kota Makassar.

“Fsampanoe

Untuk memperkuat kegiatan ini, telah dilaku-
kan penyusunan materi induksi untuk cagub/
cawagub yang menjadi target program pilkada
berintegritas. Materi induksi disampaikan oleh
Pimpinan KPK dalam rangkaian acara program
pilkada ber-

integritas. Pada

tahun 2013,

KPK menarget- No
kan 10 daerah

Dari tabel tersebut, target kinerja yang ditetap-
kan telah tercapai.

KPI % Pembangunan Sistem Informasi Pem-
berantasan Korupsi diukur dari perbandingan
antara realisasi pembangunan sistem informasi
pemberantasan TPK dengan target yang telah
ditetapkan. Capaian KPI ini merupakan gabun-
gan (komposit) dari beberapa KPI sebagai beri-
kut:

e. Pembangunan sistem koordinasi (capaian
100%), berupa Aplikasi APIK;

f. Pembangunan sistem informasi supervisi,
berupa Aplikasi SPDP;

g. Pembangunan sistem informasi Lid-Dik-Tut
berupa Aplikasi KWS, Aplikasi DUMAS (Mod-
ul DSKP) dan Aplikasi CMAS (Lid-Dik-Tut);

h. Pembangunan sistem informasi Pencegahan
berupa Aplikasi Sistem Informasi Pencega-
han.

Tabel 5.6.

Realisasi Capaian IKU Terbangunnya Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi.
Indikator Kinerja (KPI)
% Pembangunan Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi | 50% 50% 100%

Target Realisasi Kinerja

untuk program
pilkada ber-

2 % Pembangunan Infrastruktur Fraud Control 50% 50% 100%

integritas (10

materi induksi

pilkada). Sampai dengan Triwulan IV, telah disu-
sun materiinduksi pilkada untuk cagub/cawagub
pada delapan daerah, yaitu: Jabar, Jateng,
Sumut, NTB, NTT, Bali, Sumsel, dan Makassar.

Selain melakukan tiga program tersebut di atas,
KPK juga telah melakukan pembangunan pro-
gram pengendalian gratifikasi (PPG) pada Ba-
waslu dan KPU, serta telah dipenuhi 4 parame-
ter yaitu: adanya pengenalan gratifikasi, adanya
komitmen, adanya aturan tentang pengendalian
gratifikasi, dan adanya unit/pokja pengendalian
gratifikasi. Pada 2 Oktober 2013, KPU telah
menandatangani komitmen untuk penerapan
PPG di beberapa instansi yang meliputi KPU Pu-
sat, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

C. SASARAN STRATEGIS 3: TERBANGUN-
NYA SISTEM INFORMASI PEMBERAN-
TASAN KORUPSI

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengu-
kur keberhasilan sasaran Sistem Informasi Pem-
berantasan Korupsi terdiri atas dua indikator,
dengan ca-
paian kinerja
sebagaimana
tampak pada
Tabel 5.6. 1

Indikator Kinerja (KPI) Target

# Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption Siap LIDIK 6 4

Sementara itu KPl % Pembangunan Infrastruk-
tur Fraud Control dilakukan sesuai dengan
perkembangan disain dan konsep Fraud Control
sebesar 50%. Sampai dengan Desember 2013,
belum ada kebutuhan dan permitaan user akan
infrastruktur Tl untuk mendukung persiapan
pembangunan Fraud Control, dan hal ini diren-
canakan akan dilakukan pada tahun 2014.

D. SASARAN STRATEGIS 4: PEMBANGU-
NAN KASUS GRAND CORRUPTION

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengu-
kur keberhasilan sasaran Pembangunan Kasus
Grand Corruption terdiri atas satu indikator,
dengan capaian kinerja sebagaimana tampak
pada Tabel 5.7.

Dari tabel tersebut, target kinerja yang ditetap-
kan tercapai 66,67%.

KPI # Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption
Siap LIDIK diukur dari jumlah kasus potensial

Tabel 5.7.

Realisasi Capaian IKU Pembangunan Kasus Grand Corruption.

Realisasi  Kinerja
66,67%
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Grand Corruption dari Direktorat Dumas yang
dilimpahkan ke Deputi Penindakan.

Realisasi tahun 2013 sebanyak 4 (empat) kasus

Grand Corruption (GC) Siap LIDIK, yaitu:

1. Dugaan suap dalam rangka pengesahaan
APBD Tahun 2013 di Kabupaten Mandailing
Natal.

2. Dugaan suap impor daging pada Kementeri-
an Pertanian.

3. Dugaan suap kepada Hakim pada PTUN
Bandunag.

4. Dugaan suap pengurusan izin lahan Tempat
Pemakaman Bukan Umum di Desa Artajaya,
Kec. Tanjungsari, Kab. Bogor, Jawa Barat.

Capaian sebesar 66,67% ini mengalami penu-
runan sebesar 33,33% dibandingkan dengan
capaian tahun lalu. Penurunan ini disebabkan
karena kasus yang ditangani tidak dapat dipre-
diksi sebelumnya, dan kasus yang ditangani ti-
dak dikategorikan sebagai GC.

Meskipun untuk Kasus GC siap Lidik tidak men-
capai target, namun untuk Kasus Non GC target
tersebut dapat terlampaui, yakni realisasi sebe-
sar 47 Kasus Non GC dari total target sebesar
42 Kasus Non GC (atau 111,90%). Artinya, jum-
lah kasus yang ditangani sebenarnya melebihi
target, hanya saja kasus-kasus yang ditangani
tersebut tidak semuanya dapat dikategorikan
sebagai GC.

Gambar 5.3.
Kegiatan Penerimaan Pengaduan Masyarakat yang Diterima Pimpinan KPK
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BAB VI

Capaian Kinerja
Perspektif Pembelajaran
dan Pertumbuhan



Capaian kinerja KPK pada Perspektif Pertum-
buhan dan Pembelajaran (Learning and Growth)
sebesar 79,6%, berasal dari 5 (lima) Sasaran
Strategqis berikut:

a. Terjaganya Integritas Kelembagaan KPK:
59,4%;

b. Meningkatnya Kapasitas SDM sesuai Fokus
Area: 130,8%;

c. Pengangkatan Penyi-
dik KPK: 6,7%;

d. Pembangunan Gedung
KPK: 100%; dan

e. Tersedianya Data dan
Informasi Pemberantasan Korupsi: 101,2%.

“Capaian kinerja Perspektif Pertumbuhan
dan Pembelajaran (Learning and Growth)
sebesar 79,6%"

lik merupakan modal utama dalam mewujudkan
visi dan misi KPK. Integritas organisasi meme-
gang peran besar dalam menjamin kepercay-
aan publik tersebut. Sebagai tindak lanjut dari
pelaksanaan Renstra KPK yang mengamanat-
kan indeks integritas KPK yang harus diukur,
maka KPK mengembangkan konsep pengukuran
integritas organisasi, termasuk di dalamnya in-
tegritas KPK.

Metodologi yang digunakan
dalam pengukuran indeks
KPK adalah melalui survei
kepada pegawai dan self as-
sesment yang didukung bukti-bukti oleh bagian/

Gambar 6.1.
Capaian Kinerja KPK Tahun 2013 pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
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Penjelasan tentang capaian indikator kinerja
(KPI) pada masing-masing sasaran strategis
adalah sebagai berikut:

A. SASARAN STRATEGIS 1: TERJAGANYA
INTEGRITAS KELEMBAGAAN KPK

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengu-
kur keberhasilan sasaran Terjaganya Integritas
Kelembagaan KPK terdiri atas tiga indikator,
dengan capaian kinerja sebagai berikut:

L.3. Pengangkatan Penyidik

unit yang bertanggungjawab di KPK.

Komponen integritas yang akan dinilai melalui
metode survei dan self asessment terdiri dari
10 komponen, yaitu: (1) Kepemimpinan; (2) Ni-
lai, Visi, dan Tujuan Integritas; (3) Panduan dan
Peraturan Integritas; (4) Dukungan Struktur
dan Fungsi Organisasi; (5) Manajemen Resiko;
(6) Monitoring; (7) Dukungan Sumberdaya dan
Infrastruktur; (8) Komunikasi; (9) Penegakan
Aturan; dan (10) Dukungan Lingkungan.

Tabel 6.1.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terjaganya Integritas Kelembagaan KPK
No Indikator Kinerja (KPI) Target Realisasi  Kinerja
1 Indeks Integritas KPK (Survey, 1-5) 4 3,26 81,50%
2 # Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku (Delta Negatif) 0 3 0%
% Pemenuhan Komponen Reformasi Birokrasi 80% 55% 68,75%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetap-
kan belum tercapai.

KPI Indeks Integritas KPK (Survey, 1-5) ini
mengukur tingkat integritas organisasi KPK
dari sudut pandang pegawai (persepsi) dan ber-
dasarkan self asessment (fakta dan bukti). Hasil
pengukuran Indeks Integritas KPK tahun 2013
adalah 3,26.

Bagi organisasi seperti KPK kepercayaan pub-

Pengukuran indeks integritas organisasi KPK
tahun 2013 berdasarkan pendekatan survai
adalah 3,26 dari skala 5. Dari hasil survai terse-
but, diusulkan tiga rekomendasi dan rencana
tindak (action plan) yang harus dilakukan oleh
KPK dalam rangka meningkatkan nilai integri-
tas organisasi KPK, yaitu: (1) pengembangan
sistem manajemen resiko yang terintegrasi;
(2) implementasi penegakan aturan secara
transparan dan adil; serta (3) sistem komunikasi
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internal yang sistematis dan terstruktur.

Rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti pada
tahun 2014 oleh unit/bagian terkait, dan dilaku-
kan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Selanjutnya, kegiatan ini juga akan ditularkan
kepada K/L/O/P lain dalam rangka mengukur
integritas organisasi sebagai bagian dari Sistem
Integritas Nasional (SIN) yang sedang dibangun
oleh KPK.

KPI # Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku
diukur dari jumlah pelanggaran yang dilakukan
pegawai KPK, dengan formula delta negatif
artinya jika ada pelanggaran maka KPI tersebut
akan "merah” (prinsip zero tolerance). Yang leb-
ih penting dari KPI ini adalah adanya tindak lan-
jut atas pelanggaran tersebut dan pelaksanaan
(sanksi) terhadap para pelanggar.

Jika ada indikasi/dugaan pelanggaran etik yang
dilakukan oleh Pegawai KPK, maka Direktorat
Pengawasan Internal akan melakukan pemer-

oleh Pimpinan KPK, maka dibentuk Komite Etik
yang keanggotaannya terdiri dari unsur internal
dan eksternal KPK, dengan komposisi keang-
gotaan dari eksternal KPK lebih banyak.

Pada 2013, sebanyak 3 (tiga) pelanggaran kode
etik dan kode perilaku yang telah dijatuhi sanksi
berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH).

Untuk KPl % Pemenuhan Komponen Reformasi
Birokrasi, meliputi pemenuhan pilar reformasi
birokrasi nasional yang menjadi lingkup kerja
Biro SDM KPK, yaitu organisasi, tata laksana,
SDM aparatur, dan budaya kerja aparatur.

Realisasi tahun 2013 mencapai 55% dari target
KPK 100%. Beberapa komponen pilar reforma-
si birokrasi di KPK sesuai PP MSDM KPK telah
diselaraskan, direvitalisasi, dan disusun (jika
belum ada), dengan progress sebagaimana tam-
pak pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Capaian KPI Komponen Reformasi Birokrasi
Komponen Progress Status
Sistem rekrutmen dan seleksi diselengga- rakan dengan memperhati-
kan keselarasan antara kebutuhan organisasi dan persyarat- an kom-
Penyelarasan petensi yang dibutuhkan. Hal ini diwujudkan dengan telah digunakan- 50%
Sistem Rekrutmen | nya syarat kompetensi jabatan (kompetensi perilaku) sebagai dasar ’
untuk melakukan rekrutmen dan seleksi, sedangkan untuk syarat
kompetensi teknis secara detil belum digunakan.
Revitalisasi Anajab| Proses evaluasi jabatan (evajab) sudah dimulai pada bulan Juli 2013 100%
dan Evajab dan pada bulan November 2013 selesai dilakukan. ’
Penyusunan Kamus| Kamus kompetensi perilaku dan kamus kompetensi teknis sudah se-
Jabatan dan Stan- | lesai disusun. Syarat kompetensi jabatan sudah tersedia, akan tetapi 759
dar Kompetensi untuk melengkapi MSDM berbasis kompetensi perlu disusun syarat ’
Jabatan kompetensi jabatan (kompetensi teknis).
Penyusunan Perangkat pendukung manajemen karir berbasis kompetensi sedang 50%
Manajeman Karir disusun ’
Penyelarasan
Penilaian Kinerja | Penyelarasan dilakukan dengan melalui penyusunan individual score- 0%
Individu dan Kinerja card, yang direncanakan dilaksanakan tahun 2014 ’
Organisasi
Capaian rata-rata KPI ini adalah sebesar 55% (diperoleh dari perhitungan: [50% +100% +75% +50% +0%] / 5]

iksaan dan memberikan rekomendasi atas hasil
pemeriksaan tersebut. Hasil rekomendasi akan
disidangkan oleh DPP (Dewan Pertimbangan
Pegawai) dan DPP akan memberikan sanksi
kepada Pegawai KPK tersebut, berupa sanksi
pelanggaran sedang atau berat. Sedangkan jika
ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan

B. SASARAN STRATEGIS 2: MENINGKAT-
NYA KAPASITAS SDM SESUAI FOKUS
AREA

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengu-
kur keberhasilan sasaran Meningkatnya Kapa-
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sitas SDM sesuai Fokus Area terdiri atas satu (ABK) KPK yang disusun pada tahun 2008, jum-

indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana lah pegawai KPK sampai tahun 2011 diharapkan
tampak pada Tabel 6.3. mencapai 1.293, meskipun realisasinya sampai
Tabel 6.3. bulan Desember 2013 ter-

Realisasi Capaian IKU Meningkatnya Kapasitas SDM catat Pegawai KPK baru

Indikator Kinerja (KPI) Target Realisasi  Kinerja mencapai 955 orang.

1 | % Ketersediaan SDM sesuai Fokus Area 50% 65,39% 130,70% Pada tahun 2013, ter-

dapat permintaan dari
unit kerja sebanyak 352

Dari tabel tersebut, target kinerja yang ditetap- Pegawai (Pegawai Tetap dan PN Dipekerjakan),
kan telah tercapai. namun berdasarkan analisis oleh Biro SDM,
ditetapkan kebutuhan pegawai menjadi 286
KPI % Ketersediaan SDM sesuai Fokus Area pegawai. Kebutuhan pegawai tersebut dipenuhi
diukur dari jumlah pegawai KPK yang berhasil melalui Program Indonesia Memanggil 7 (IM7).
Gambar 6.2.
Jumlah Pegawai KPK per Tahun (2004-2013)
1200
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direkrut sesuai dengan formasi yang tersedia Program rekrutmen dan seleksi IM7 dilakukan
dibandingkan jumlah pegawai yang direncanakan untuk mengisi 72 jabatan dan 286 posisi, yang
direkrut. Berdasarkan Analisis Beban Kerja diikuti oleh 34.794 pelamar dan diperoleh 179

Gambar 6.3.
Komposisi Pegawai KPK Menurut Jenis Pegawai Tahun 2013
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Gambar 6.4.
Sebaran Pegawai KPK Menurut Unit/Kedeputian Tahun 2013

orang pegawai baru. Sedangkan pegawai dari
PN Dipekerjakan direkrut sebanyak 9 pegawai.
Dengan demikian, secara keseluruhan per-
mintaan pegawai unit kerja yang dapat dipenuhi
sebesar 65,39%.

Rekapitulasi perkembangan jumlah pegawai
KPK tahun 2004 s.d. 2013 terlihat pada grafik
Gambar 6.2.

Dari gambar tersebut terlihat bahwa jumlah
pegawai KPK menunjukan trend meningkat,
sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi KPK.

Sumber daya manusia (SDM) sebanyak 955
orang pegawai KPK dengan komposisi 5 orang
Pimpinan, 1 orang Penasihat, 182 orang Pega-
wai Negeri Dipekerjakan (PND), 629 orang Pega-
wai Tetap (PT), dan 138 orang Pegawai Tidak
Tetap (PTT) sebagaimana tampak pada Gambar
6.3 dan Gambar 6.4.

C. SASARAN STRATEGIS 3: PENGANGKA-
TAN PENYIDIK KPK

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengu-
kur keberhasilan sasaran Pengangkatan Penyi-
dik KPK terdiri atas satu indikator, dengan ca-
paian kinerja sebagaimana tampak pada Tabel
6.4. berikut.

Dari tabel tersebut, target kinerja yang ditetap-
kan tidak tercapai.

KPI # Penyidik KPK yang Diangkat diukur dari

Tabel 6.4.
Realisasi Capaian IKU Pengangkatan Penyidik KPK

No Indikator Kinerja (KPI) Target

1 |# Penyidik KPK yang Diangkat 30 2

Realisasi

Pimpinan
H Penasihat
® Penindakan
m Pencegahan
H INDA

PIPM

M Setjen

jumlah penyidik yang diangkat dari internal KPK
(diluar Kepolisian dan Kejaksaan). Dalam Ren-
stra KPK 2011-2015, pengangkatan penyidik
dari internal KPK menjadi prioritas/fokus, di
samping Penyidik yang berasal dari Kepolisian
dan Kejaksaan, untuk menjaga independensi pe-
nyidik KPK. Kewenangan KPK untuk mengang-
kat Penyidik sendiri dimungkinkan (diperboleh-
kan) dalam Undang-Undang KPK.

Rekrutmen Penyidik tahun 2013 hanya meng-
hasilkan 2 (dua) orang Penyidik dikarenakan
sulitnya mendapatkan personil yang sesuai den-
gan kriteria Penyidik KPK.

D. SASARAN STRATEGIS 4: PEMBANGU-
NAN GEDUNG KPK

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengu-
kur keberhasilan sasaran Pembangunan Gedung
KPK terdiri atas satu indikator, dengan capaian
kinerja sebagaimana tampak pada Tabel 6.5.

Dari tabel tersebut, target kinerja yang ditetap-
kan telah tercapai.

Dalam Renstra KPK 2011-2015, rencana pem-
bangunan gedung KPK telah dimasukan sebagai
salah satu prioritas/fokus, namun tahun 2012
belum ditargetkan mengingat saat ini anggaran
pembangunan gedung KPK masih diblokir oleh
Komisi Ill DPR. Meskipun menjelang akhir ta-
hun 2012 blokir tersebut akhirnya dicabut oleh
DPR, namun tidak tersedia cukup waktu untuk
melakukan proses tender (lelang) bagi penen-
tuan vendor/perusahaan yang akan melakukan
pembangunan gedung KPK, sehingga
proses pembangunannya dimulai ta-
hun 2013 secara multiyears.

Kinerja

Untuk pembangunan Gedung Pintar

6,67% s .
' KPK (KPK Smart Building), telah di-
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alokasikan anggaran multiyears dari RM APBN

Tabel 6.5.
Realisasi Capaian IKU Pembangunan Gedung

No Indikator Kinerja (KPI) Target

Realisasi
1 | % Ketersediaan Gedung KPK 15% 15%

dibuka oleh Pimpinan KPK dan dihadiri para
pegawai KPK di lokasi yang akan
dibangun gedung KPK.

Kinerja Desain gedung pintar KPK (KPK
100% Smart Building) terlihat pada ilus-

trasi berikut ini (Gambar 6.5.).

Gambar 6.5.
Disain KPK Smart Building
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sebesar Rp225.712.000.000,00 dengan alo-
kasi anggaran per tahun berturut-turut sebagai
berikut: tahun 2013 sebesar Rp40,798 miliar,
tahun 2014 sebesar Rp110,085 miliar, dan ta-
hun 2015 sebesar Rp74,828 miliar.

KPK telah melakukan lelang/tender untuk pe-
nyedia jasa konstruksi secara terbuka bagi
pembangunan gedung
KPK. Pada tahap pr-
akualifikasi terdapat
24 perusahaan yang
mendaftar, namun | 4

Indikator Kinerja (KPI) Target

E. SASARAN STRATEGIS 5: TERSEDIAN-
YA DATA DAN INFORMASI

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengu-
kur keberhasilan sasaran Tersedianya Data dan
Informasi terdiri atas satu indikator, dengan ca-
paian kinerja sebagaimana tampak pada Tabel
6.6.

Tabel 6.6.

Realisasi Capaian IKU Tersedianya Data dan Informasi

Realisasi  Kinerja

Indeks Kepuasan Layanan Tl (Survai) 75 75,42 >100%

hingga ditutupnya
pendaftaran ternyata
hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukan
dokumen kualifikasi. Selanjutnya, ditetapkan
pemenang lelang adalah PT. Hutama Karya.

Pada tanggal 9 Desember 2013, bertepatan
dengan peringatan Hari Anti Korupsi Interna-
sional, telah dilakukan ground breaking yang

Dari tabel tersebut terlihat target kinerja yang
ditetapkan telah tercapai.

KPI Indeks Kepuasan Layanan Tl (Survai) diu-
kur dari hasil survai yang diberikan kepada para
responden yang merupakan pengguna layanan
(user) atas informasi dan data yang diberikan
oleh Dit. PINDA. Kuesioner dikirim kepada 100
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pengguna layanan (user) melalui email dan user
mengisi kuesioner survei tersebut secara on-
line pada Portal KPK. Kuesioner tersebut berisi
pertanyaan seputar kecepatan layanan, kualitas
layanan, dan kesinambungan layanan yang dim-
inta oleh user.

Pada tahun 2013, Survai Kepuasan Layanan di-
laksanakan sebanyak 2 kali, yaitu di Triwulan Il
dan Triwulan IV. Pada Triwulan Il, Survei dimulai
pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 dan be-
rakhir pada hari Selasa tanggal 30 April 2013.
Dan pada Triwulan IV, Survei dimulai pada hari
Selasa, tanggal 29 Oktober 2013, dan berakhir

tidak dapat memenuhi target yaitu 75 indeks.
Tetapi pada Semester Il tahun 2011 - 2013,
Hasil Survai Kepuasan Layanan PINDA selalu di
atas target yang ditentukan, sebagaimana tam-
pak pada Gambar 6.7.

Rencana tindak lanjut adalah dengan peningka-
tan layanan PINDA secara terus-menerus dan
pemenuhan Infrastruktur dalam rangka mendu-
kung Visi dan Misi KPK.

Gambar 6.6.
Grafik Hasil Survai Kepuasan Layanan TI Pinda (2010-2013)
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pada hari Selasa, tanggal 19 November 2013.
Pada Triwulan II, dari 100 user (pengguna lay-
anan) yang disurvai, sebanyak 57 user mengisi
kuesioner, dan sisanya (43 user) tidak menagisi
kuesioner. Hasil survai pada Triwulan Il adalah
75,92. Pada Triwulan 1V, dari 100 user (peng-
guna layanan) yang disurvai, sebanyak 54 user
mengisi kuesioner, dan sisanya (46 user) tidak
mengisi kuesioner. Hasil survai pada Triwulan IV
adalah 75,42.

Sejak tahun 2010 sampai 2013, hasil survei IT
mengalami kenaikan hampir 3 poin indeks, dari
hasil Survai tahun 2010 ke tahun 2012, sedang-
kan hasil survai tahun 2012 ke tahun 2013 men-
galami penurunan 1 poin indeks, sebagaimana
tampak pada Gambar 6.6.

Sedangkan jika dibandingkan dengan Target
per tahun, pada tahun 2010 - Semester | tahun
2011, Hasil Survai Kepuasan Layanan PINDA

76,90 76,83

——SKL

12012 112012 12013 112013
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Gambar 6.7.
Perbandingan Target Vs Hasil Survai Kepuasan Layanan Tl Pinda (2010-2013)

B Target mSKL
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Capaian kinerja KPK pada Perspektif Keuangan
(Financial Perspective) sebesar 100,0%, berasal
dari 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu Ketersedi-
aan Anggaran yang sebesar 100,0% (lihat Gam-
bar 7.1.).

Gambar 7.1.
Capaian Kinerja KPK Tahun 2013 pada
Perspektif Keuangan

Penjelasan tentang capaian indikator kinerja
(KPI) pada sasaran strategis seperti berikut ini.

A. SASARAN STRATEGIS 1: KETERSEDI-
AAN ANGGARAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk men-
gukur keberhasilan sasaran Ketersediaan Ang-
garan (Budget Availability) terdiri atas satu in-
dikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai
mana tampak pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1.

Realisasi Capaian IKU Ketersediaan Anggaran

2. KPK menyampaikan Rencana Kerja dan Ang-
garan (RKA) tahun 2013 kepada Komisi Il
DPR, sejak dari Pagu Indikatif, Pagu Semen-
tara, dan Pagu Definitif.

3. Atas dasar RKA yang telah disetujui Komisi
Il DPR, KPK melakukan penelaahan dengan
Ditjen Anggaran Kemenkeu dan Bappenas.
Penalaahan disertai dengan pengajuan data
dukung terhadap kegiatan yang diusulkan.

4. Hasil penelaahan DJA dan Bappenas, disam-
paikan kepada Ditjen Perbendaharaan Ke-
menkeu, untuk selanjutnya diterbitkan Daf-
tar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) tahun
2013.

5. Atas dasar DIPA, KPK menerbitkan Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK) bagi unit-unit
kerja setingkat direktorat/biro dan kesekre-
triatan kedeputian.

Tahun anggaran 2013, KPK mendapat anggaran

RM sebesar Rp 702,076 Miliar, yang dialokasi-

kan untuk program dan kegiatan unit-unit seb-

agai berikut:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp 499,910
Miliar, dengan rincian sebagai berikut:

a. Biro SDM sebesar Rp 344,914 Miliar (ter-
masuk Belanja Pegawai Rp 242,906 Mil-
iar);

Biro Hukum sebesar Rp 2,450 Miliar;
Biro Humas sebesar Rp 10,553 Miliar;
Biro Renkeu sebesar Rp 0,913 Miliar;
Biro Umum sebesar Rp 141,079 Miliar.

© Q0T

2. Deputi Penindakan sebesar Rp 61,215 Mili-
ar, dengan rincian sebagai berikut:

a. Direktorat Pe-
nyelidikan sebesar

Indikator Kinerja (KPI) Target  Realisasi  Kinerja II:.pDBill’ii’i:‘glt“arbe-
1 | Ketersediaan Anggaran untuk Operasional KPK 100% 100% 100% nyidikan sebesar
Rp 8,015 Miliar;
Dari tabel tersebut, terlihat bahwa target kin- c. Direktorat Penuntutan sebesar Rp 17,205
erja yang ditetapkan telah tercapai. Miliar;
d. Unit Korsup Penindakan sebesar Rp
26,643 Miliar;

Untuk memperoleh anggaran tahun 2013 se-
bagaimana K/L pada umumnya, KPK melalui
proses pembahasan di Bappenas, Komisilll DPR,
dan Kemenkeu (Ditjen Anggaran dan Ditjen Per-
bendaharaan), dengan penjelasan ringkas seb-
agai berikut:

1. KPK menyampaikan Rencana Kerja (Renja)
tahun 2013 kepada Bappenas, yang berisi
program dan kegiatan prioritas KPK beserta
usulan pembiayaan dan target indikator kin-
erjanya. Renja ini merupakan hasil pemba-
hasan trilateral meeting antara KPK, Bappe-
nas, dan Kemenkeu (DJA).

e. Sekretariat Kedeputian Penindakan sebe-
sar Rp 1,219 Miliar.

3. Deputi Pencegahan sebesar Rp 44,46 Miliar,
dengan rincian sebagai berikut:
a. Direktorat PP LHKPN sebesar Rp 4,438
Miliar;
b. Direktorat Gratifikasi sebesar Rp 3,946
Miliar;
c. Direktorat Dikyanmas sebesar Rp 27,574
Miliar;
d. Direktorat Litbang sebesar Rp 7,389 Mil-

LAPORAN KINERJA KPK TAHUN 2013 ‘ 42



iar;
e. Sekretariat Kedeputian Pencegahan
sebesar Rp 1,116 Miliar.

4. Deputi INDA sebesar Rp 91,94 Miliar, den-

gan rincian sebagai berikut:

a. Direktorat PINDA sebesar Rp 71,354 Mil-
iar;

b. Direktorat PJKAKI sebesar Rp 14,919
Miliar;

c. Direktorat Monitor sebesar Rp 5,389 Mil-
iar;

d. Sekretariat Kedeputian INDA sebesar Rp
0,280 Miliar.

5. Deputi PIPM sebesar Rp 4,54 Miliar, dengan
rincian sebagai berikut:
a. Direktorat Pl sebesar Rp 0,871 Miliar;
b. Direktorat PM sebesar Rp 3,322 Miliar;
c. Sekretariat Kedeputian PIPM sebesar Rp
0,351 Miliar.

Selama periode 2007 s.d. 2013, KPK berhasil
mendapat alokasi anggaran (budget availability)
untuk membiayai seluruh kegiatannya dengan
trend meningkat, sebagaimana tampak pada Ta-
bel 7.2. dan Gambar 7.2.

Tabel 7.2
Pagu Anggaran KPK Tahun 2007 - 2013

Tahun Pagu RM (Rp)

2007 247.660.200.000 8040.000.000.000

2008 232.612.922.000 e

2009 315.235.856.000

2010 431.065.431.000 6040 000.000.000

2011 540.846.258.000 SR

2012 603.668.943.000

2013 702.076.268.000 400,000,000.000
300.000.000.000
200.000,000.000
100.000.000,000

P

Gambar 7.2
Pagu Anggaran KPK Tahun 2007 - 2013

i
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BAB VIII
Akuntabilitas Keuangan



Untuk mewujudkan transparansi dan akunt-
abilitas dalam pengelolaan keuangan, setiap
tahun KPK menyusun Laporan Keuangan
KPK dengan menggunakan Sistem Akun-
tansi Instansi (SAl), yang terdiri atas Sistem
Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem
Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).
Laporan keuangan tersebut direviu terlebih
dahulu oleh Direktorat Pengawasan Internal
KPK sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). Terhadap Laporan Keuan-
gan KPK Tahun 2013, sampai saat ini BPK
masih melakukan audit selama 45 hari. Se-
bagaimana diketahui, sejak tahun 2006
hingga 2012 hasil audit BPK atas Laporan
Keuangan KPK adalah Wajar Tanpa Pengec-
ualian (WTP).

A. KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN
KPK

Tabel dan gambar di bawah ini memperlihatkan
data perbandingan capaian kinerja KPK (korpo-
rat) dengan realisasi (serapan) anggaran Rupiah
Murni (RM) selama tujuh tahun.

Tabel 8.1

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran

2007 s.d. 2013

Gambar 8.2.

Perbandingan Capaian Kinerja KPK dan Serapan Anggaran RM KPK

2007-2013

134.90%

107.80%

B2.07%
63.50% i . Capaian Kinerja
54.77% 5575% 66.64%

*) diukur menggunakan software Manajemen
Kinerja KPK (PbViews).

Dari tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa se-

lama periode 2007 s.d. 2013, target kinerja

KPK (tingkat korporat) dapat tercapai (di atas

100% dari target kinerja yang telah ditetapkan),

meskipun serapan (realisasi) anggaran belum
optimal (rata-rata 64,95% per tahun). Hal ini
merupakan dampak penggunaan anggaran
dengan sistem at cost dengan tetap mengede-
pankan capaian kinerja.

B. PENGGUNAAN SUMBER DAYA
KEUANGAN

Kinerja KPK (tingkat korporat) tahun 2013

sebesar 107,8% dapat dicapai dengan peng-

gunaan secara optimal sumber daya keuan-

gan yang berupa Anggaran RM, dengan pe-
nyerapan sebesar Rp 467.835.073.382,00

Tahun Capaian Kinerja*) Serapan Anggaran
2007 134,90% 63,50%
2008 120,20% 82,07%
2009 127,50% 70,30%
2010 110,70% 61,62%
2011 110,30% 54,77%
2012 111,90% 55,75%
2013 107,80% 66,64%
Gambar 8.1.
Trend Serapan Anggaran KPK Tahun 2007-2013
F Trend Serapan Anggaran KPK (2007-2013)
800 -
700
800 -
z 500
e
& 400 - 315,24 467,84
£ (66,64%)
§ 200 24786 23061 o
296,22
265,61 (35,75%)
29 52001 221,62 (61,62%) CARS
100 { 157,25 T Lt
(63,50%)

atau 66,64% dari total pagu, dengan kompo-
sisi penggunaan sebagai berikut (lihat juga
Gambar 8.3 dan Gambar 8.4):
a. Rp 229.066.655.434,00 atau 48,96%
untuk belanja pegawai;
b. Rp 141.398.625.695,00 atau 30,22%

7208 untuk belanja operasional;

c. Rp 97.369.792.253,00 atau 20,81%
untuk belanja modal

Jika dibandingkan dengan Pagu Anggaran-
nya, maka realisasi/serapan anggaran KPK
tahun 2013 sebagaimana tampak pada
Gambar 8.4.

Dibandingkan dengan tahun 2012, serapan

2007 2008 2009 2010 2011 2012

— anggaran tahun 2013 ini mengalami pening-
katan (sebesar 10,88%), sebagaimana terli-

—peagu RN e L caalis as i RM

ﬂ hat pada Gambar 8.5.
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Gambar 8.3.
Komposisi Realisasi Anggaran KPK Tahun 2013 per Jenis Belanja (dalam milyar)

_

141,399

m Bel. Pegawai
Bel, Barang
m Bel. Modal

Gambar 8.4.
Pagu dan Realisasi Anggaran KPK per Jenis Belanja Tahun 2013 (dalam milyar)

l97.370 (72,20%)
Bel. Modal 134.862

Bel. Barang . 324.308

229.067 (94,30%)
Bel. ‘
Pegawai 442.906

M Realisasi 1 Pagu

Gambar 8.5.
Perbandingan Realisasi/Serapan Anggaran KPK per Jenis Belanja 2012-2013

C. REALISASI ANG-
GARAN PER SASARAN
DAN KPI

Untuk mengukur berapa
anggaran/biaya  sesung-
guhnya (real cost) yang
dikeluarkan dalam menca-
pai kinerja masing-masing
perspektif, sasaran strat-
egis, dan KPI tidaklah mu-
dah jika dibandingkan den-
gan capaian kinerja total
KPK (korporat). Kesulitan
ini disebabkan antara lain
oleh beberapa hal berikut:
1. Adanya pemusatan ang-
garan pada unit tertentu
sesuai tugas dan fungsinya
untuk membiayai ke-
giatan seluruh unit,
misalnya anggaran
gaji dan diklat pega-
wai ditempatkan
Biro SDM; anggaran
sarana, prasarana,
dan peralatan di Biro
Umum; dan angga-
ran IT di Direktorat
Pinda. Meskipun ang-
garan dikeluarkan
dari unit tersebut,
tapi faktanya adalah
yang menggunakan
anggaran adalah
unit-unit lain, misal-
nya pembayaran gaji
pegawai KPK sebe-
sar Rp229,067 mil-
iar yang dikeluarkan
dari Biro SDM tapi

yang digunakan oleh seluruh unit
di KPK (tidak hanya Biro SDM).

Demikian juga anggaran sarana,

merupakan
driver (KPD). Dalam sistem bal-
anced scorecard, maka capaian
akhir di perspektif stakeholder
dihasilkan dari capaian perspe-

prasarana, peralatan, dan IT.

Sasaran strategis dan

indikator kinerja pada perspektif
stakeholder merupakan key per-
formance outcome (KPO) yang
dihasilkan (baca: dibiayai) dari
capaian indikator kinerja pada
perspektif di

bawahnya vyang
key performance

ktif di bawahnya.

250,000 1 | >
200,000 +~
150,000 +~
100,000 +~
50,000 +~
0+ ; :
Bel. Pegawai Bel. Barang Bel. Modal
™ Realisasi 2012 W Realisasi 2013 3.

Sulitnya  memisahkan
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anggaran yang dikeluarkan mencapai suatu
KPl karena kadang beririsan dengan KPI
yang lain (joint/sharing KPI).

Berdasarkan tiga hal di atas, maka untuk men-
gukur anggaran pengeluaran pada masing-mas-
ing sasaran strategis dan KPI, digunakan asumsi
sebagai berikut:

gkan untuk sasaran dan KPI pada perspektif
di bawahnya digunakan realisasi riil pada KPI
tersebut.

. Terhadap sasaran dan KPI yang beririsan

dengan KPI dan sasaran lain (joint/sharing
KPI), maka diambil realisasi anggaran yang
paling dominan.

Berdasarkan kesulitan dan asumsi-asumsi di

1. Membiarkan anggaran yang dipusatkan di
unit tertentu sesuai tupoksinya (anggaran ti-
dak dipindah ke unit lain yang melaksanakan
kegiatan).

2. Penggunaan anggaran untuk sasaran strat-
egis dan KPI pada perspektif stakeholders
adalah total realisasi anggaran KPK, sedan-

atas, maka diperoleh perkiraan realisasi angga-
ran rupiah murni (RM) berdasarkan perspektif,
sasaran, dan KPI adalah sebagaimana tampak
pada Tabel 8.2 s.d. 8.5.

Tabel 8.2.

Realisasi Anggaran Untuk Perspektif Stakeholder

Sasaran Strategis

S.1. Efektivitas dan
Efisiensi Pemberantasan
(Pencegahan dan Peninda-
kan) Korupsi

Indikator Kinerja

1. Indeks Penegakan
Hukum atau Law En-
forcement Index

Realisasi Kinerja

9,02

Realisasi Anggaran (Rp)

2. Tingkat Keberhas-
ilan Pemberantasan
Korupsi oleh KPK

139,8%

S.2. Penanganan Grand
Corruption dan Penguatan
APGAKUM

3. # Kasus (Pokok Ka-
sus) Grand Corruption

4. % Conviction Rate
Kasus yang Disuper-
visi

70%

S.3. Meningkatnya Kinerja
pada Sektor Strategis (ter-
masuk APGAKUM)

5. Indeks Kinerja Sek-
tor Strategis

3,95

467.835.073.382

S.4. Terwujudnya Pelem-
bagaan Sistem Integritas
Nasional (SIN) secara
Formal

6. % Pelembagaan SIN

56,80%

S.5. Terbangunnya Pema-
haman Pemilih terhadap
Integritas

7. Pemahaman
Masyarakat terha-
dap Integritas dalam
Pemilu

3,91

S.6. Terbangunnya Fraud
Control sebagai Sistem

Pemberantasan Korupsi

yang Terintegrasi

8. % Pembangunan
Konsep dan Disain
Fraud Control

50%

Sasaran Strategis

I.1. Penindakan yang

Tabel 8.3.

Realisasi Anggaran Untuk Perspektif Internal

Indikator Kinerja

1. Conviction Rate
Perkara yang Ditan-
gani KPK

Realisasi Kinerja

100%

Terintegrasi

2. % Kasus yang Dis-
upervisi KPK Lanjut
ke Tahap Berikutnya

86,47%

Realisasi Anggaran (Rp)

25.265.045.453

LAPORAN KINERJA KPK TAHUN 2013 | 47



Sasaran Strategis

I.2. Pencegahan yang
Terintegrasi

Indikator Kinerja

3. % Implementasi
atas Rekomendasi
yang Diusulkan pada
Sektor Strategis

Realisasi Kinerja

190%

4. # Implementasi
Sistem Integritas
pada Fokus Area Ses-|
uai Perkembangan
Pelembagaan SIN

5. % Implementasi
Program untuk Pe-
milu Berintegritas

80%

Realisasi Anggaran (Rp)

26.777.599.330

1.3. Terbangunnya
Sistem Informasi Pem-
berantas-an Korupsi

6. % Pembangunan
Sistem Informasi
Pemberantasan
Korupsi

50%

7. % Pembangunan
Infrastruktur Fraud
Control

NA

69.471.555.629

I.4. Terbangunannya
Kasus Grand Corrup-
tion (dari Dumas)

8. # Kasus (Pokok
Kasus) Grand Corrup-
tion Siap LIDIK

1.779.364.537

Realisasi Anggaran Untuk Perspektif Learning and Growth

Sasaran Strategis

Tabel 8.4.

Indikator Kinerja

Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran (Rp)

1. Indeks Integritas
KPK (Survey, 1-5) 3,26 2.134.869.000
2. # Pelanggaran
. . Kode Etik dan Kode 3 310.771.411
L.1. Terjaganya Integritas Perilaku
Kelembagaan KPK
3. % Pemenuhan
Komponen Reformasi 55% -
Birokrasi
. . 4. % Ketersediaan
L.2. Menlngka'tnya Kapasitas SDM sesuai Fokus 65,39
SDM sesuai Fokus Area
Area 19.714.241.236
L.3. Pengangkatan Penyidik 5. # Penyidik KPK >
KPK yang Diangkat
L.4. Pembangunan Gedung 6. % Ketersediaan 0
KPK Gedung KPK 15% 42.774.712.771
L.5. Tersedianya Dukungan 7. Indeks Kepuasan
Infrastruktur TI Layanan Tl (Survey) 75,42 54.052.819.645
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Tabel 8.5.
Realisasi Anggaran Untuk Perspektif Financial

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi Kinerja  Realisasi Anggaran (Rp)
F.1. Ketersediaan 1. % Ketersediaan Anggaran 0
Anggaran untuk Operasional KPK 100% 243.952.233
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BAB IX
Capailan Kinerja Lainnya



Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi-nya agar dapat berjalan secara efek-
tif, efisien, dan akuntabel, KPK dituntut untuk
memenuhi harapan masyarakat melalui upaya
penindakan yang keras dan tegas terhadap para
koruptor secara efektif, efisien, dan tetap meng-
hormati due process of law. Berbagai capaian
kinerja yang ditunjukan KPK sebagai Lembaga
Negara membuktikan kerja keras, komitmen,
dan kesungguhan untuk memberikan yang ter-
baik bagi kemajuan bangsa dan negara di bidang
pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Capaian-capaian kinerja lainnya, yang telah di-
tunjukan KPK selama tahun 2013 antara lain:
1. Magsaysay Award 2013.

Magsaysay Award merupakan penghargaan in-
ternasional yang diberikan kepada individu dan
organisasi yang luar biasa dan dianggap telah
menyebarluas-
kan integritas-
nya dan mendo-
rong lingkungan
masyarakat yang
demokratis.
Mereka juga dinilai berperan dalam memberikan
solusi yang berkelanjutan atas permasalahan
sosial yang mengakar di negaranya masing-
masing. KPK memperoleh ““Magsaysay Award
2013" yang diserahkan oleh Maria Luordes
Sereno, Chief Justice of The Supreme of The
Philippines, kepada Pimpinan KPK Abraham Sa-
mad, di Main Theater, Cultural Centre Of Phil-
ippines, Manila, Filipina pada Agustus 2013,
bersama 4 penerima lainnya dari Afghanistan,
Filipina, Myanmar, dan Nepal.

KPK menjadi satu-satunya lembaga negara di
Indonesia yang menerima penghargaan Ramon
Magsaysay. KPK meraih penghargaan ini karena
dinilai sebagai lembaga antikorupsi yang inde-
penden dan berhasil dalam mengkampanyekan
gerakan anti korupsi di Indonesia dengan meng-
kombinasikan upaya penegakan hukum yang ti-
dak mengenal kompromi terhadap pejabat yang
berbuat salah dengan kampanye anti korupsi
yvang edukatif terhadap seluruh masyarakat In-
donesia.

2. Lembaga Pilihan Publik 2013.

KPK meraih penghargaan “Lembaga Pilihan
Publik 2013" dari Serikat Perusahaan Pers
(SPS). Penghargaan diterima oleh Ketua KPK
Abraham Samad pada acara “The 2nd Indonesia
Public Relation Awards & Summit (IPRAS)" pada
Desember 2013 di Yogyakarta. Ajang penghar-
gaan ini sekaligus juga menobatkan Juru Bicara
KPK Johan Budi SP sebagai “Public Relation
(PR) Pilihan SPS Tahun 2013".

“Berbagai capaian kinerja yang ditunjukan KPK sebagai Lembaga
Negara membuktikan kerja keras, komitmen, dan kesungguhan
untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara
di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi”

3. Anugerah Media Humas.

KPK kembali meraih “Penghargaan Anugerah
Media Humas 2013" yang diselenggarakan oleh
Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Ba-
kohumas). Pada ajang Anugerah Median Humas
2013 ini. Majalah INTEGRITO yang diterbitkan
oleh Humas KPK meraih juara kedua untuk
penerbitan media internal.

4. Nilai A Akuntabilitas Kinerja.
Mempertahankan prestasi tahun-tahun sebe-
lumnya, KPK kembali meraih nilai A (sangat
baik) pada hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja
kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerin-
tah Provinsi Tahun 2013. Evaluasi kinerja yang
dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ke-
pada 88 Kementerian/lembaga dan 33 Pemer-
intahan Provinsi.

Evaluasi kinerja
ini  bertujuan
untuk mendo-
rong pening-
katan kualitas
akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemer-
intah. Tujuan lainnya untuk melihat komitmen
penerapan manajemen pemerintahan yang ber-
basis kinerja untuk mewujudkan pemerintahan
yang akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

5. Situs Kementerian/Lembaga Terfavorit Pili-
han Publik.

Website KPK yang beralamat: www.kpk.go.id
terpilih menjadi Situs Kementerian/Lembaga
Terfavorit Pilihan Publik di antara 47 situs K/L
peserta kompetisi yang diselenggarakan oleh
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP). Peng-
hargaan diserahkan pada malam penganugera-
han e-Transparency Award. 19 Desember 2013,
di Jakarta.

6. Penghargaan Atas Peningkatan Kinerja Ke-
menterian/Lembaga dalam Bidang Pengelo-
laan Barang Milik Negara (BMN) pada Ke-
lompok Kepatuhan Pelaporan BMN.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kement-

erian Keuangan memberikan penghargaan ke-

pada 31 kementerian dan lembaga atas pening-
katan kinerja dalam bidang pengelolaan barang
milik Negara. Pemberian penghargaan tersebut
ditujukan untuk mendorong adanya tertib ad-
ministrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam
bidang pengelolaan barang milik negara dari
kementerian dan lembaga di Indonesia. Peng-
hargaan tersebut dibagi dalam tiga kelompok
berdasarkan jumlah satuan kerja, untuk men-
egakkan "fairness" terkait perbedaan beban
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masing-masing kementerian lembaga dalam
pengelolaan barang milik negara. Tiga kelompok
tersebut adalah utilisasi barang milik negara
yang terdiri dari 35 kementerian dan lembaga,
kepatuhan pelaporan barang milik negara yang
terdiri 26 kementerian dan lembaga, dan pelak-
sanaan sertifikasi barang milik negara yang ter-
diri atas 26 kementerian dan lembaga.

7. Opini Wajar Tanpa Pengeculaian (WTP) dari
BPK atas Laporan Keuangan KPK.

Laporan Keuangan KPK memperoleh opini WTP
dari BPK mengingat Laporan Keuangan yang
telah disusun disajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan, pe-
rubahan ekuitas dan arus kas telah sesuai den-
gan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
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BAB X
Penutup



Cita-cita luhur pendiri bangsa ini adalah mewu-
judkan Indonesia yang sejahtera. Kondisi terse-
but hanya bisa dicapai jika negeri ini lepas dari
jeratan korupsi. Korupsi merupakan penyakit
akut yang menyebar ke seluruh tatanan kehidu-
pan masyarakat. Daya rusak yang ditimbulkan
akibat korupsi pun sangat luar biasa, tidak han-
ya menggerogoti sendi-sendi ekonomi rakyat,
tetapi juga menghancurkan pilar-pilar demokra-
si.

Secara garis besar sejak awal berdirinya di
penghujung tahun 2003, KPK dituntut untuk
memenuhi harapan masyarakat melalui upaya
penindakan yang keras dan tegas terhadap
para koruptor secara efektif, efisien, dan tetap
menghormati due process of law. KPK beru-
paya memenuhi harapan masyarakat dengan
melaku-kan sejumlah program kerja yang tidak
hanya menindak koruptor secara hukum, namun
juga melakukan berbagai kegiatan pencegahan.
KPK menyadari bahwa upaya pencegahan tidak
akan menuai hasil nyata jika upaya penindakan
secara hukum tidak gencar dilakukan. Peninda-
kan merupakan salah satu upaya penting dalam
penegakan hukum sebagai terapi kejut yang di-
harapkan mampu memberi efek jera bagi pelaku
korupsi. Langkah pencegahan maupun peninda-
kan harus dilakukan secara serentak dan terpa-
du dengan kecepatan yang sama.

Membebaskan Indonesia dari penyakit kro-
nis korupsi merupakan pekerjaan besar yang
mustahil mampu dilakukan KPK sendiri. Peran
serta masyarakat secara aktif yang didukung
kesungguhan jajaran penyelenggara negara dan
penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun
daerah, merupakan syarat mutlak untuk mewu-
judkan harapan tersebut. KPK menyadari bahwa
pemberantasan korupsi adalah peperangan be-
sar yang harus dilakukan secara berkelanjutan,
dan waktu yang dibutuhkan pun bukanlah dalam
hitungan bulan atau tahun, melainkan dalam
ukuran generasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2013
ini diharapkan dapat memberikan gambaran
tentang berbagai capaian kinerja pada berb-
agai perspektif, sasaran strategis dan indikator
keberhasilannya. Laporan ini merupakan wu-
jud transparansi dan akuntabilitas KPK dalam
melaksanakan berbagai kewajiban yang diem-
bannya dalam pemberantasan korupsi di Indo-
nesia.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sem-
purna seperti yang diharapkan, namun setida-
knya masyarakat dan berbagai pihak yang berke-
pentingan (stakeholders) dapat memperoleh

gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh ja-
jaran KPK sepanjang tahun 2013. Di masa men-
datang, KPK akan melakukan berbagai langkah
untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan
pelaporannya agar terwujud transparansi dan
akuntabilitas seperti yang diharapkan.
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LAMPIRAN



A. LAMPIRAN 1: MATRIK CAPAIAN KIN-
ERJA KPK

Laporan Pencapaian Kinerja KPK Tahun 2013

Pimpinan
Default
2013/12

Realisasi Rencana
| Data Data Index
Kinerja Pimpinan - -
Perspektif Pemangku Kepentingan Pimpinan | - -
Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan Korupsi - -
S.1. Kvwl ilan P Kk Hukum | - - -

Measure Units

S.2. Keberhasilan Pemberantasan TPK oleh KPK = =
$.2.1. Penanganan Grand Corruption & Penguatan

APGAKUM
2. # Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption Kasus 7.0 30
3. Conviction Rate Kasus yang Disupervisi KPK Percentage 70.00% 40,00%

S.2.2. Meningkatnya Kinerja Sektor Strategis (ter I
)

4. Indeks Kinerja Sektor Strategis Index 395 250
S$.2.3. Terwujud Pelemb SIN secara Formal e =
5. % Pelembagaan SIN Percentage 56.80%  50.00%
S.2.4. Terbangunnya Pemahaman Pemilih thd Integritas e =
g. Tingkat Pemahaman Masyarakat thd Integritas dalam Index 391 3.00

$.2.5. Terbangunnya Fraud Control sbg Sistem
Pemberantasan Korupsi yang Terintegrasi

7. % Pembangunan Konsep dan Disain Fraud Control | Percentage 50.00% 50.00%
Perspektif Internal Pimpinan | | -
I 1 Penindakan Termtegram

100.00%

Wi a i
9‘ % Kasus yg Disupsr\risi KPK Lanjut Ice Tahap Berikutnya Peroentage 80.00%
1.2, Pencegahan Terintegrasi | - -
10. % Impl tasi atas Rek lasi yang Diusulkan pada ford
Sektor Strategis Percentage 190.00% 60.00%
11. # Implementasi Sistem Integritas pada Fokus Area

Instansi ] Al 50.0%

sesuai Perkambanaan SIN

1.3. SIstem Informasi Pambarantasan Korupsi
13. % Pembangunan Sistem Informasi Pemberantasan

Korupsi Percentage
14, % Pemb Infrastruktur Fraud Control Percentage
I.4. Pembangunan Kasus Grand Corruption |
i Kasus
Perspektif Pembelaj & Pertumbuhan Pimpi | - - __T796%
L.1. Integritas Kelembagaan KPK - -
16. # Pelanggaran Kode dan Kode Perilaku di KPK ' Pelanggaran 3 2
17. % Pemenuhan Komponen Reformasi Birokrasi ' Percentage 55.00% 80.00% -
__Indeks Inteqgritas KPK Index 326 400
L.2. Peningkatan Kapasitas SDM sesuai Fokus Area | - - 130
18. % Ketersediaan SDM sesuai Fokus Area | Percentage 65.39%  50.00% |48
L.3. Pengangkatan Penyidik KPK | - --
19. # Penyidik KPK yang Diangkat | Penyidik 2 30
—L.4. Pembangunan Gedung KPK & =
20. % Ketersediaan Gedung KPK Percentage 15.00%  15.00%
Tersedianya Dukungan Infrastruktur Tl | £z i
21. Indeks Kepuasan I..a\ranan Tl Index 75.92 75.00
P ktif K P - --
22. % Ketersediaan Anggaran utk Operasional KPK Percentage 100.00% 100.00% [4@
Wednesday, March 12, 2014 Page 1

* Data yang akan datang
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B. LAMPIRAN 2: DAFTAR PERKARA TPK
(TINDAK PIDANA KORUPSI)

Daftar Perkara TPK yang disupervisi KPK kepa-
da APGAKUM lain (Kejaksaan) yang telah dipu-
tus di tingkat Pengadilan Negeri Tipikor dengan
putusan “terdakwa dinyatakan bersalah”, yaitu:

1. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pem-
adam kebakaran type VB80ASM pada APBD
TA 2004 Kabupaten Batanghari, dengan
terdakwa Drs. Syargawi Usman (telah dipu-
tus bersalah dengan vonis 1 tahun 2 bulan
penjara).

2. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pem-
adam kebakaran type VB80ASM pada APBD
TA 2004 Kabupaten Batanghari, dengan ter-
dakwa Drs. Usman bin Tarujin (telah diputus
bersalah dengan vonis 1 tahun 2 bulan pen-
jara).

3. Dugaan TPK pengadaan 2 (dua) mobil pem-
adam kebakaran type VB80ASM pada APBD
TA 2004 dan TA 2005 Kab. Tebo, dengan
terdakwa Drs. H.A. Madjid Mu'az, MM (telah
diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 2 bu-
lan penjara).

4. Dugaan TPK pengadaan 2 (dua) mobil pem-
adam kebakaran type VB80ASM pada APBD
TA 2004 dan TA 2005 Kab. Tebo, dengan
terdakwa Drs. RD. Hasan Basri S., SH, Msi
(telah diputus bersalah dengan vonis 1 tahun
2 bulan penjara).

5. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pem-
adam kebakaran type VB0OASM pada APBD
TA 2004 Kota Jambi, dengan terdakwa Drs.
H. Arifien Manap bin H. Abdul Manap (telah
diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 3 bu-
lan penjara).

6. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pem-
adam kebakaran type VB0OASM pada APBD
TA 2004 Kota Jambi, dengan terdakwa H.
Arifuddin Yassak, SM Hk bin Muhammad Yas-
sak (telah diputus bersalah dengan vonis 1
tahun 3 bulan penjara).

7. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pem-
adam kebakaran type VB0OASM pada APBD
TA 2004 Kota Jambi, dengan terdakwa Zulki-
fli Somad, SH bin H. Abdullah Aomad (telah
diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 3 bu-
lan penjara).

8. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pem-
adam kebakaran type VB0ASM pada APBD
TA 2004 Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
dengan terdakwa Drs. H. Abdullah Hich bin
Alm. H. Ibrahim Chitam (telah diputus ber-
salah dengan vonis 1 tahun 2 bulan penjara).

9. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pem-
adam kebakaran type VB80ASM pada APBD
TA 2004 Kota Jambi, dengan terdakwa Drs.

Syarifuddin Fadhil bin Usman Matnuh. (Sta-
tus sebelum Supervisi: Penyidikan. Status
setelah Supervisi: telah diputus bersalah
dengan vonis 1 tahun 2 bulan, membayar
denda Rp50.000.000,00 dan membayar
uang pengganti Rp217.002.045, sesuai
dengan Keputusan Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 45/Pid.B/
TPK/2013/PN.JBI tanggal 17 April 2013).

Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mo-
bil pemadam kebakaran type VB0ASM pada
APBD TA 2004 Kota Jambi, dengan terda-
kwa Ir. H. Suparno, MS bin Alm. Tirpan. (Sta-
tus sebelum Supervisi: Penyidikan. Status
setelah Supervisi: telah diputus bersalah
dengan vonis 1 tahun 2 bulan, membayar
denda Rp50.000.000,00 dan membayar
uang pengganti Rp217.002.045, sesuai
dengan Keputusan Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 45/Pid.B/
TPK/2013/PN.JBI tanggal 17 April 2013).

Dugaan TPK Dana Bantuan Sosial Kota
Bandung TA 2010 dengan tersangka Drs. Ah-
mad Mulyana selaku Kepala Bidang Perben-
daharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Pemkot Bandung. (Sta-
tus sebelum Supervisi: Penyidikan. Status
setelah Supervisi: sudah diputus terbukti
oleh PN Tipikor pada PN Bandung dan Peng-
adilan Tinggi Tipikor Bandung dengan pidana
1 tahun penjara dan denda Rp50 juta).

Dugaan TPK mark up anggaran makan-
minum, sewa gedung, dan penarikan dana
dari PPTK di Sekretariat DPRD Kota Band-
ung tahun 2008 dan 2009 dengan tersangka
Drs. Ebet Hidayat, Ernawan Mulyana, SH dan
Asep Komara, S.Sos. Untuk tersangka Drs.
Ebet Hidayat, M.Si. telah diputus bersalah
oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan
Negeri Bandung pada tanggal 13 Januari
2013 nomor putusan: 71/Pid.sus/TPK/2012
tanggal 21 Januari 2013. (Status sebelum
Supervisi: Penyidikan. Status setelah Super-
visi: sudah diputus oleh PN Tipikor pada PN
Bandung).

Dugaan TPK dalam proyek Sistem Infor-
masi Manajemen Pemerintahan Desa (Sim-
pedes) Kabupaten Cilacap tahun 2008, den-
gan tersangka Dangir Mulyadi, Suyatmo, dan
Herry Karmawan. (Status sebelum Supervisi:
Penyidikan. Status setelah Supervisi: su-
dah putus oleh Pengadilan Tipikor pada PN
Semarang Juni 2013. Dangir Mulyadi: 2 ta-
hun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta, uang
pengganti Rp150 juta. Suyatmo: 4 tahun
penjara, denda Rp200 juta, uang pengganti
Rp125 juta, dan Herry Karmawan: 5 tahun
penjara, denda Rp200 juta, uang pengganti
Rp431 juta).
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dugaan TPK pengadaan barang, jasa,
dan pekerjaan pemborongan kantor cabang
PT Angkasa Pura | (Persero) Bandar Udara
Internasional Sultan Hasanuddin Makasar,
dengan tersangka Suparmin, S.T. (Status se-
belum Supervisi: Penyidikan. Status setelah
Supervisi: telah diputus bersalah oleh Pen-
gadilan Tipikor Makassar dengan putusan
pidana penjara 1 (satu) tahun oleh Pengadi-
lan Tipikor Makassar dengan putusan pidana
penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp50 juta,
sesuai Putusan Nomor: 23/Pid.Susu/2013/
PN.Mks. tanggal 1 Agustus 2013).

Dugaan TPK pengadaan barang, jasa,
dan pekerjaan pemborongan kantor cabang
PT Angkasa Pura | (Persero) Bandar Udara
Internasional Sultan Hasanuddin Makasar,
dengan tersangka Hajir Raddai. (Status se-
belum Supervisi: Penyidikan. Status setelah
Supervisi: telah diputus bersalah oleh Pen-
gadilan Tipikor Makassar dengan putusan
pidana penjara 1 (satu) tahun oleh Pengadi-
lan Tipikor Makassar dengan putusan pidana
penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp50 juta,
sesuai Putusan Nomor: 24/Pid.Susu/2013/
PN.Mks. tanggal 1 Agustus 2013).

Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) unit
kapal Fiber 30 Gt di Dinas Kelauatan dan
Perikanan Provinsi Sulawesi Barat TA 2011,
dengan tersangka M. Jufri S, SPI. (Status se-
belum Supervisi: Penyidikan. Status setelah
Supervisi: telah diputus bersalah oleh Penga-
dilan Tipikor Mamuju dengan putusan pidana
penjara 1 (satu) tahun den denda Rp50 juta,
sesuai Puturan Nomor: 10/Pid.sus/2013/
PN.Mu tanggal 13 Mei 2013).

Pengadaan TPK pengadaan barang/jasa
pemborongan Dinas Pekerjaan Umum Kota
Makassar TA 2008, dengan tersangka Ir. Hj.
Juliani Jafar, MM dan Ir. Dachyar Hursany,
M.T. (Status sebelum Supervisi: Penyidikan.
Status setelah Supervisi: Keduanya telah
diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor
Makassa dengan putusan pidana pejara 1
(satu) tahun, sesuai putusan Nomor: 40/Pid.
Sus/2012/PN.Mks tanggal 7 Maret 2013.

Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) unit
kapal Fiber 30 Gt di Dinas Kelauatan dan
Perikanan Provinsi Sulawesi Barat TA 2011,
dengan tersangka Ir. Haruna Hamal/Kepala
Dinas dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.
(Status sebelum Supervisi: Penyidikan. Sta-
tus setelah Supervisi: telah diputus bersalah
oleh Pengadilan Tipikor Mamuju dengan pu-
tusan pidana penjara 1 (satu) tahun den den-
da Rp50 juta, sesuai Puturan Nomor: 08/Pid.
sus/2013/PN.Mu tanggal 21 Maret 2013).

Dugaan TPK pada pelaksanaan proyek
Perencanaan Daerah Irigasi Tadung di Pol-

man, dengan tersangka Ir. Idham Hadib, M.Si
/ Kepala Dinas PU Pemprov Sulawesi Barat.
(Status sebelum Supervisi: Penyidikan. Sta-
tus stelah Supervisi: telah diputus bersalah
oleh Pengadilan Tipikor Mamuju dengan pu-
tusan pidana penjara 1 (satu) tahun, denda
Rp50 juta, dan membayar uang pengganti
(Rp95.500.000,00, sesuai Putusan Nomor:
11/Pid.sus/TPK/2013/PN.Mu tanggal 11
Juli 2013).

Dugaan TPK pembangunan sarana dan
prasarana olah raga TA 2008, dengan ter-
sangka Firdaus, ST, MT, Kepala Satker Cipta
Karya, Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat.
(Status sebelum Supervisi: Penyidikan. Sta-
tus setelah revisi: Telah diputus bersalah oleh
Pengadilan Tipikor Mamuju dagan putusan
pidana perjara 1 (satu) tahun, denda Rp50
juta, dan uang senilai Rp523.942.74,65 ses-
uai Putusan nomor: 06/Pid.sus/TPK/2013/
PN).

Dugaan TPK penyimpangan pengelo-
laan dana pendidikan gratis Kota Palopo ta-
hun 2011, dengan tersangka Muh. Yamin,
S.Pd, M.Si. / Kepala Dinas Kota Palopo. (Sta-
tus sebelum Supervisi: Penyidikan. Status
setelah Supervisi: telah diputus bersalah
oleh Pengadilan Tipikor Makassar dengan
putusan pidana penjara 1 (satu) tahun, den-
da Rp50 juta, dan uang pengganti senilai
Rp523.932.774,55 sesuai Putusan Nomor:
73/Pid.Sus/2012/PN.MKS tanggal 20 Juni
2013).

Dugaan TPK pengadaan kendaraan ber-
motor antara PT BTN Kantor Cabang Syariah
Makassar dengan PT ARA, dengan tersangka
Muhammad Jusmin Dawi / Dirut PT Aditya
Rezki Abadi Makassar. (Status sebelum Su-
pervisi: Penyidikan. Status setelah Super-
visi: telah diputus bersalah oleh Pengadilan
Tipikor Makassar dengan putusan pidana
penjara 12 (dua belas) tahun, denda Rp300
juta, dan uang senilai Rp44.199.462.000,00
sesuai Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2012/
PN.MKS tanggal 19 Februari 2013).

Dugaan TPK dana Program Penguatan
Lumbung Pangan Masyarakat tahun 2011,
dengan terdakwa Irawan Laisouw (staf di Ba-
gian Ekonomi Setda Tasikmalaya), telah vo-
nis s.d. Pengadilan Tinggi masih menunggu
putusan kasasi. (Status sebelum Supervisi:
Penyidikan. Status setelah Supervisi: tang-
gal 15 Mei 2013 telah diputus bersalah oleh
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung
dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan
denda Rp50 juta serta membayar uang peng-
ganti sebanyak Rp790.000.000).

Perkara TPK kredit fiktif Usaha Mikro
pada Cabang Perum Pegadaian Palopo, Unit
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Pelayanan Cabang (UPC) Ratulangi Palopo
dan Cabang Pegadaian Pelita Makassar ta-
hun 2008 s.d. 2011 dengan kerugian keuan-
gan negara sebesar Rp41 miliar, atas nama
tersangka Muhammad Kaswan, ditangani
oleh Kejati Sulsel. (Status sebelum Super-
visi: Penyidikan. Status setelah Supervisi:
Diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi
Makassar pada 10 Januari 2013 dengan
putusan memperkuat Putusan Pengadilan
Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar
yang telah memutuskan pidana penjara sela-
ma 4 tahun, denda Rp200 juta, dan subsidair
3 bulan kurangan).

Dugaan TPK dalam pelaksanaan ruis-
lag tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dengan sertifikat Hak Pakai nomor
5 seluas 32.928 m2 yang terletak di Desa
Nyatnyono Kabupaten Semarang dengan
tanah pengganti seluas 40.000 m2 di Desa
Kalongan Kecamatan Unggaran milik PT
Handayani Membangun, dengan tersangka
atas nama Karyono. (Ditangani oleh Kejati
Jateng. Status sebelum Supervisi: Penyidi-
kan. Status setelah Supervisi: telah diputus
oleh Pengadilan Tipikor Semarang dengan
putusan pidana penjara selama 6 tahun, ses-
uai surat Kejati Jateng nomor: B-4471/).3/
Fd.1/11/2013 tanggal 19 November 2013).

Dugaan TPK dalam pelaksanaan ruis-
lag tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dengan sertifikat Hak Pakai nomor
5 seluas 32.928 m2 yang terletak di Desa
Nyatnyono Kabupaten Semarang dengan
tanah pengganti seluas 40.000 m2 di Desa
Kalongan Kecamatan Unggaran milik PT
Handayani Membangun, dengan tersangka
atas nama Haryanto. (Ditangani oleh Kejati
Jateng. Status sebelum Supervisi: Penyidi-
kan. Status setelah Supervisi: telah diputus
oleh Pengadilan Tipikor Semarang dengan
putusan pidana penjara selama 4 tahun, ses-
uai surat Kejati Jateng nomor: B-4471/).3/
Fd.1/11/2013 tanggal 19 November 2013).

Dugaan TPK penyimpangan dana DAK
untuk pengadaan alat peraga TA 2010 di Di-
nas Pendidikan Kabupaten Pesawaran den-
gan tersangka Isnaini Haisa, SH bin Chaer
Ismail, ditangani oleh Polda Lampung. (Sta-
tus sebelum Supervisi: Penyidikan. Status
setelah Supervisi: telah diputus bersalah
oleh pengadilan Tipikor Tanjungkarang pada
18 November 2013, sesuai dengan Putusan
Nomor: 35/Pid/TPK/2013/PN.TK dengan
putusan pidana penjara selama 4 tahun, den-
da Rp200 juta, dan membayar uang peng-
ganti sebesar Rp125.000.000,00).

Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mo-

bil pemadam kebakaran type VB0OASM pada
APBD TA 2004 Kabupaten Batanghari, den-
gan terdakwa H. Abdullah Fatah, SH. (Telah
diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 2 bu-
lan penjara dengan denda Rp50 juta).

C. LAMPIRAN 3: DAFTAR PERKARA YANG
DIPUTUS PENGADILAN NEGERI TIPIKOR

Daftar Perkara yang sudah diputus di Pengadi-
lan Negeri Tipikor dengan Keputusan Terdakwa
Dinyatakan Bersalah:

1.

Perkara TPK atas nama terdakwa ANGELINA
PATRICIA PINGKAN SONDAKH sehubungan
dengan penerimaan hadiah atau janji pada-
hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah
atau janji tersebut diberikan sebagai akibat
atau disebabkan karena telah melakukan
atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan-
nya yang bertentangan dengan kewajibannya
terkait dengan pengurusan anggaran pada
Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Ke-
menterian Pendidikan Nasional antara tahun
2010 - 2011 atau penerimaan janji yang ber-
hubungan dengan jabatannya.

. Perkara TPK atas nama terdakwa MAHYU-

DIN HARAHAP sehubungan dengan penjua-
lan aset tanah PT Barata Indonesia Persero
tahun 2004.

. Perkara TPK atas nama terdakwa SITI

HARTATI MURDAYA sehubungan dengan
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
yaitu Amran Batalipu terkait dengan proses
pengurusan HGU Perkebunan a.n. PT Cipta
Cakra Murdaya dan atau PT Hardaya Inti
Plantations yang terletak di Kec. Bukal Kab.
Buol.

Perkara TPK atas nama terdakwa TAUFAN
ANDOSO YAKIN sehubungan dengan me-
nerima hadiah atau janji terkait dengan
persetujuan DPRD Prop Riau dalam usulan
Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan
Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk
Pembangunan Venues pada Kegiatan PON
XVIII Provinsi Riau.

. Perkara TPK atas nama terdakwa JACOB

PURWONO dan KOSASIH sehubungan den-
gan pengadaan dan pemasangan Pembang-
kit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa Solar
Home System (SHS) dan Pembangkit Listrik
Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada Ditjen Lis-
trik dan Pemanfaatan Energi Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral (LPE ESDM)
TA 2009.

Perkara TPK atas nama terdakwa AMRAN
BATALIPU sehubungan dengan menerima
sesuatu atau janji terkait dengan proses pen-
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gurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan
atas nama PT Cipta Cakra Murdaya dan atau
PT Hardaya Inti Plantation yang terletak di
Kecamatan Bukal Kab. Buol Sulawesi Tengah.

7. Perkara TPK atas nama terdakwa TOMMY
HINDRATNO sehubungan dengan menerima
hadiah atau janji terkait dengan penguru-
san pajak lebih bayar/ restitusi pajak dari
PT Bhakti Investama atau dari perusahaan-
perusahaan lainnya atau permufakatan jahat
melakukan tindak pidana korupsi menerima
atau memberi hadiah atau janji.

8. Perkara TPK atas nama terdakwa MOHAMAD
HASAN BIN KHUSI MOHAMAD dan R. AZMI
BIN MOHAMAD YUSOF sehubungan dengan
melakukan perbuatan melakukan, menyuruh
melakukan, turut serta melakukan perbua-
tan dengan sengaja mencegah, merintangi
atau menggagalkan secara langsung atau
tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap
tersangka atau terdakwa ataupun para saksi
dalam perkara korupsi pengadaan dan pema-
sangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS) di Ditjen Pembinaan Pengemban-
gan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
(P2MKT) Kementerian Nakertrans TA 2008.

9. Perkara TPK atas nama terdakwa TB AAT
SYAFAAT sehubungan dengan pembangunan
Dermaga Trestle Kubangsari pada Pemerin-
tah Kota Cilegon TA 2010.

10. Perkara TPK atas nama terdakwa SRI
DARTUTIK sehubungan dengan memberi
atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai
Negeri atau Penyelenggara Negara terkait
dengan penyimpangan anggaran pemeli-
haraan mobil Dinas Sekretariat DPRD Kab.
Grobogan TA 2006 - 2008.

11. Perkara TPK atas nama terdakwa LUK-
MAN ABBAS sehubungan dengan meneri-
ma hadiah atau janji terkait dengan usulan
penambahan anggaran untuk kegiatan Pem-
bangunan Sarana dan Prasarana dalam rang-
ka pelaksanaan PON XVIII di Prov. Riau.

12. Perkara TPK atas nama terdakwa NE-
NENG SRI WAHYUNI sehubungan dengan
pengadaan dan pemasangan Pembangkit
Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dirjen Pem-
binaan Pengembangan Masyarakat dan Ka-
wasan Transmigrasi (P2MKT) Kementrian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi TA 2008.

13. Perkara TPK atas nama terdakwa HERU
KISBANDONO sehubungan dengan memberi
atau menjanjikan terkait dengan penanga-
nan perkara Tindak Pidana Korupsi penyim-
pangan anggaran pemeliharaan mobil dinas
sekretariat DPRD Kab. Grobogan TA 2006 -
2008 atas nama terdakwa Muhammad Yaeni
di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Neg-

eri Semarang.

14. Perkara TPK atas nama terdakwa KAR-
TINI JULIANA M. MARPAUNG sehubungan
dengan menerima pemberian atau janji ter-
kait dengan penanganan perkara Tindak
Pidana Korupsi mengenai penyimpangan
anggaran pemeliharaan mobil dinas sekre-
tariat DPRD Kab. Grobogan TA 2006 - 2008
atas nama terdakwa Muhammad Yaeni di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pen-
gadilan Negeri Semarang.

15. Perkara TPK atas nama terdakwa
ZULKARNAEN DJABAR dan DENDY PRA-
SETIA ZULKARNAEN PUTRA sehubungan
dengan menerima hadiah atau janji terkait
dengan pengurusan anggaran dan atau pen-
gadaan barang/jasa di Kementerian Agama
RI TA 2010 s.d. 2012.

16. Perkara TPK atas nama terdakwa ARYA
ABDI EFFENDI dan JUARD EFFENDI sehu-
bungan dengan memberi atau menjanjikan
sesuatu kepada penyelenggara negara ter-
kait dengan pengurusan kuota impor daging
pada Kementerian Pertanian.

17. Perkara TPK atas nama terdakwa ABU
BAKAR SIDDIK, TENGKU MUHAZZA, ZUL-
FAN HERI dan TUROECHAN ASY'ARI sehu-
bungan dengan penerimaan hadiah atau janji
terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah
Prov. Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun
Jamak Untuk Pembangunan Venues pada
Kegaitan PON XVIII Prov. Riau.

18. Perkara TPK atas nama terdakwa
SYARIF HIDAYAT, ADRIAN ALI dan MOHD.
ROEM ZEIN sehubungan dengan penerimaan
hadiah atau janji terkait dengan Perubahan
Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 Tahun
2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran
Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan
Venues pada Kegiatan PON XVIII Prov. Riau.

19. Perkara TPK atas nama terdakwa RAT-
NA DEWI UMAR sehubungan dengan pen-
gadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam
rangka wabah flu burung pada Direktorat
Bina Pelayanan Medik Dasar Ditjen Bina
Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI,
pengadaan reagen dan consumable penan-
ganan virus flu burung (avian influenza) pada
Dirjen Bina Pelayanan Medik, Departemen
Kesehatan RI dan pengadaan peralatan kes-
ehatan untuk melengkapi rumah sakit ruju-
kan penanganan flu burung (avian influenza)
TA 2007 pada Ditjen Bina Pelayanan Medik
Departemen Kesehatan RI.

20. Perkara TPK atas nama terdakwa
DJOKO SUSILO sehubungan dengan pen-
gadaan Driving Simulator Roda Dua (R2)
dan Roda Empat (R4) pada Korps Lalu Lintas
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Mabes Polri TA 2011 dan Tindak Pidana Pen-
cucian Uang (TPPU).

21. Perkara TPK atas nama terdakwa SEN-
TOT SUSILO dan NANA SUPRIYATNA sehu-
bungan dengan memberi hadiah atau janji ke-
pada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara
terkait dengan Pemberian ljin Lokasi untuk
kegiatan pembangunan Tempat Pemakaman
Bukan Umum (TPBU) seluas +/- 1.000.000
m2 di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung-
sari, Kabupaten Bogor.

22. Perkara TPK atas nama terdakwa MU-
HAMMAD SOFYAN sehubungan dengan pen-
gelolaan anggaran Inspektorat Jenderal De-
partemen Pendidikan Nasional Tahun 2009.

23. Perkara TPK atas nama terdakwa DIAH
SOEMEDI sehubungan dengan penyuapan
terkait pemeriksaan pajak yang diduga meli-
batkan pemeriksa pajak dengan wajib pajak
PT Master Steel.

24. Perkara TPK atas nama Terdakwa EF-
FENDY KOMALA dan TEDDY MULIAWAN se-
hubungan dengan melakukan tindak pidana
korupsi berupa memberi atau menjanjikan
sesuatu kepada Penyelenggara Negara ter-
kait dengan penanganan tindak pidana per-
pajakan PT. The Master Steel.

25. Perkara TPK atas nama terdakwa USEP
JUMENO dan LISTO WELLY sehubungan
dengan penerimaan hadiah atau janji dari
PT Garindo Perkasa untuk memperoleh ta-
nah seluas +/- 1.000.000 m2 yang diper-
lukan dalam rangka pembangunan Tempat
Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa
Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupat-
en Bogor.

26. Perkara TPK atas nama terdakwa SU-
RUNG PANJAITAN sehubungan dengan pem-
berian sesuatu oleh PN dan atau pegawai
negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemer-
intah Kabupaten Mandailing Natal kepada
PN atau pegawai negeri dan atau pihak-pi-
hak tertentu Pemerintah Propinsi Sumatera
Utara terkait alokasi Dana Bantuan Daerah
(DBD) tahun 2013.

27. Perkara TPK atas nama terdakwa IYUS
DJUHER sehubungan dengan penerimaan
hadiah atau janji dari PT Garindo Perkasa un-
tuk memperoleh tanah seluas +/- 1.000.000
m2 yang diperlukan dalam rangka pemban-
gunan Tempat Pemakaman Bukan Umum
(TPBU) di Desa Antajaya Kecamatan Tan-
jungsari Kabupaten Bogor.

28. Perkara TPK atas nama terdakwa AH-
MAD FATHANAH sehubungan dengan pe-
nerimaan hadiah atau janji untuk Penyeleng-
gara Negara terkait dengan pengurusan
kuota impor daging pada Kementerian Per-
tanian dan TPPU.

29. Perkara TPK atas nama terdakwa PAR-
GONO RIYADI sehubungan dengan Pega-
wai Negeri/Penyelenggara Negara dengan
maksud menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum atau den-
gan menyalahgunakan kekuasaannya me-
maksa seseorang memberikan sesuatu ter-
kait dengan pemeriksaan pajak.

30. Perkara TPK atas nama terdakwa TOTOK
LESTIYO sehubungan dengan memberi atau
menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri
atau Penyelenggara Negara terkait dengan
proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU)
Perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra Mur-
daya dan atau PT. Hardaya Inti Plantation
yang terletak di Kecamatan Bukal, Kabupat-
en Buol.

31. Perkara TPK atas nama terdakwa DJODI
SUPRATMAN sehubungan dengan menerima
hadiah atau janji dengan maksud supaya
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya, terkait dengan pengurusan
kasasi perkara pidana penipuan atas nama
terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito.

32. Perkara TPK atas nama terdakwa MA-
RIO CORNELIO BERNARDO sehubungan
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara
Negara dengan maksud supaya Pegawai
Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewa-
jibannya terkait dengan pengurusan kasasi
perkara pidana penipuan atas nama terda-
kwa Hutomo Wijaya Ongowarsito.

33. Perkara TPK atas nama terdakwa HER-
RY NURHAYAT sehubungan dengan memberi
hadiah atau janji terkait dengan penanganan
perkara tindak pidana korupsi mengenai pe-
nyimpangan dana Bantuan Sosial (BANSOS)
Pemerintah Kota Bandung TA 2009 s.d.
2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada PN. Bandung dan PT. Jawa Barat den-
gan terdakwa a.n. Rochman selaku Mantan
Bendaharawan Pengeluaran Sekretaris Dae-
rah Kota Bandung.

34. Perkara TPK atas nama terdakwa TOTO
HUTAGALUNG dan ASEP TRIANA sehubun-
gan dengan memberi hadiah atau janji terkait
dengan penanganan perkara tindak pidana
korupsi mengenai penyimpangan dana Ban-
tuan Sosial (BANSOS) Pemerintah Kota
Bandung TA 2009 s.d. 2010 di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada PN. Bandung
dan PT. Jawa Barat dengan terdakwa a.n.
Rochman selaku Mantan Bendaharawan Pen-
geluaran Sekretaris Daerah Kota Bandung.
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35. Perkara TPK atas nama terdakwa SIMON
GUNAWAN TANJAYA sehubungan dengan
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya yang bertentangan den-
gan kewajibannya terkait dengan kegiatan
yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Tahun 2012
s.d. 2013.

36. Perkara TPK atas nama terdakwa ZARY-
ANA RAIT dan PIRIN WIBISONO sehubungan
dengan menerima hadiah atau janji dengan
maksud supaya Pegawai Negeri atau Peny-
elenggara Negara tersebut berbuat atau ti-
dak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya.

37. Perkara TPK atas nama MOHAMMAD
DIAN IRWAN NUQISRA dan EKO DARMA-
YANTO sehubungan dengan penerimaan
hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara
terkait dengan tindak pidana perpajakan PT.
The Master Steel, PT. Delta Internusa, dan
PT. Nusa Raya Cipta.

38. Perkara TPK atas nama SETYABUDI
TEJOCAHYONO sehubungan dengan me-
nerima pemberian atau janji terkait dengan
penanganan perkara tindak pidana korupsi
mengenai penyimpangan dana Bantuan So-
sial (BANSOS) Kota Bandung TA 2009 s.d.
2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada PN. Bandung dan PT. Jawa Barat den-
gan terdakwa a.n. Rochman selaku Mantan
Bendaharawan Pengeluaran Sekretaris Dae-
rah Kota Bandung.

D. LAMPIRAN 4: DAFTAR PERKARA YANG
DISUPERVISI KPK TAHUN 2003

Daftar Perkara Yang Disupervisi KPK Tahun
2013 (115 perkara di antaranya berhasil lanjut
ke tahap berikutnya):
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No Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK Sebelum Supervisi Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK

Dugaan TPK Pengelolaan DAK Bidang
Pendidikan Kota Palu tahun 2007
dengan tersangka Hamzah Rudji

Telah dilakukan penyerahan tersangka dan
barang bukti ke Kejati Sulawesi Tengah,
sesuai surat Polda Sulteng nomor: BP/67/

Utara TA 2010 dengan tersangka Drs.
H. Zulkarnain bin Cik Aman Rangga.

(Ditangani oleh Polda Lampung).

1 selaku mantan Kadis Pendidikan Kota Penyidikan. X1/2012/Dit.Reskrimsus tgl. 5 November
Palu tahun 2007. (Ditangani oleh 2012, dilaporkan Polda kepada KPK tqgl. 1
Polda Sulawesi Tengah). Februari 2013.
Dugaan TPK Pengelolaan DAK Bidang Telah dilakukan penyerahan tersangka dan
Pendidikan Kota Palu tahun 2007 barang bukti ke Kejati Sulawesi Tengah,
> dengan tersangka Idham, S.Sos., Penyidikan sesuai surat Polda Sulteng nomor: BP/68/
mantan staf Dinas Pendidikan Kota ’ X1/2012/Dit.Reskrimsus tgl. 5 November
Palu tahun 2007. (Ditangani oleh 2012, dilaporkan Polda kepada KPK tqgl. 1
Polda Sulawesi Tengah). Februari 2013.
Dugaan TPK Pengelolaan DAK Bidang Telah dilakukan penyerahan tersangka dan
Pendidikan Kota Palu tahun 2007 barang bukti ke Kejati Sulawesi Tengah,
3 dengan tersangka CH. Wahyurini, Penyidikan sesuai surat Polda Sulteng nomor: BP/69/
S.Pd, M.Si mantan staf Dinas Pendidi- ’ X1/2012/Dit.Reskrimsus tgl. 5 November
kan Kota Palu tahun 2007. (Ditangani 2012, dilaporkan Polda kepada KPK tgl. 1
oleh Polda Sulawesi Tengah). Februari 2013.
Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana
Perjalanan Dinas di Kantor Badan
Ketahanan Pangan Prov. Sulteng TA Telah dilakukan penyerahan tersangka
2007 yang bersumber dari dana ABT dan barang bukti ke Kejati Sulawesi Ten-
4 TA 2007 dengan tersangka Ir. Idris Penyidikan gah, sesuai surat Polda Sulteng nomor:
K. Mokoginta mantan Kepala Bidang *  |BP/70.e/XI1/2012/Dit.Reskrim-sus tgl. 20
Daerah Rawan pangan dan Gizi pada Desember 2012, dilaporkan Polda kepada
Badan Ketahanan Pangan Prov. Sult- KPK tqgl. 1 Februari 2013.
eng. (Ditangani oleh Polda Sulawesi
Tengah).
Dugaan TPK dana bantuan sosial
Gubernur Provinsi Jawa Tengah TA Telah dilakukan penyerahan tersangka
2008 pada Pondok Pesantren di Kab. dan barang bukti ke Kejari Sragen, ses-
5 [Sragen yang terjadi pada tahun 2008| Penyidikan. uai dengan surat Polres Sragen nomor:
dan 2009 di Wilayah Hukum Kab. Sra- Res.3.1/1084/I111/2013/Reskrim tgl. 9
gen, dengan tersangka Alim Suratno, Maret 2013.
SE bin Sajadi.
Dugaan TPK pada pelaksanaan MTQ
oo e o] | rtan vt enghap ot i
6 ) . Penyidikan. luku, sesuai surat Kejati Maluku nomor:
2011 oleh Sub Bidang Akomodasi B/329/11/2013 tg. 28 Februari 2013
dengan tersangka A.n. Drs. Ambo ) )
Wallay.
Dugaan TPK pengadaan pakaian han- Telah dinyatakan lengkap oleh Kejati
sip/linmas Pam Pemilu tahun 2009 Jateng, dan terhadap tersangka dan
7 di Kabupaten Pekalongan dengan Penyidikan barang bukti telah dilimpahkan oleh Polda
tersangka Ir. B.Y Nur Daryanto selaku ) jateng kepada Kejati Jateng, sesuai surat
penyedia barang/ jasa. (Ditangani Polda Jateng nomor: B/472/1/2013/
oleh Polda Jateng). Reskrimsus tgl. 11 Januari 2013.
Dugaan TPK pada kegiatan Dana Telah dinyatakan lengkap oleh Kejati Lam-
Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendi- pung, dan terhadap tersangka dan barang
8 dikan di DInas Pendidikan Lampung Penyidikan. bukti telah dilimpahkan oleh Polda Lam-

pung kepada Kejati Lampung, sesuai surat
Polda Lampung nomor: B/34/1/2013/Dit.

Reskrimsus tgl. 8 Januari 2013.
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No Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK Sebelum Supervisi Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK

Dugaan TPK pada penyaluran dana

bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi
Telah dilimpah ke Pengadilan Tipikor,

rumah pasca gempa bumi di Dusan
Banyakan I, Desa Sitimulyo Kec.
Piyungan, Kabupaten Bantul A.n. ter-
Penyidikan sesuai surat Kejari Bantul nomor: B-
) 164/0.4.13/Ft.1/03/2013 tgl. 19 Maret
2013.

9 dakwa Rukmono Wibowo bin Tugiran,
kasus telah dilimpahkan ke Pengadi-
lan Tipikor Yogyakarta sesuai den-
gan surat pelimpahan perkara acara
pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan
Negeri Bantul nomor: B-05/0.4.13/
Ft.1/03/2013 tgl. 18 Maret 2013.
Dugaan TPK pada penyaluran dana
bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi
rumah pasca gempa bumi tahun 2006
di Desa Terong, Kecamatan Dlingo,
Kabupaten Bantul A.n. terdakwa Jaka
10 Sulistyo bin Hadi Siswanto, kasus
telah dilimpahkan ke Pengadilan
Tipikor Yogyakarta sesuai dengan
surat pelimpahan perkara acara
pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan
Negeri Bantul nomor: B-03/0.4.13/
Ft.1/03/2013 tgl. 13 Maret 2013.
Dugaan TPK pada penyaluran dana
bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi
rumah pasca gempa bumi tahun 2006
di Desa Terong, Kecamatan Dlingo
sesuai surat Kejari Bantul nomor: B-
168/0.4.13/Ft.1/03/2013 tgl. 18 Maret

Kabupaten Bantul A.n. terdakwa
Supardi bin Adi Suwito, kasus telah -
Penyidikan.
2013.

11 dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor
Yogyakarta sesuai dengan surat pe-
limpahan perkara acara pemeriksaan
biasa Kepala Kejaksaan Negeri Bantul
nomor: B-02/0.4.13/Ft.1/03/2013
tgl. 13 Maret 2013.

Dugaan TPK pada penyaluran dana

Status setelah supervisi: telah dilim-
Penyidikan pah ke Pengadilan Tipikor, sesuai surat
: Kejari Bantul nomor: B-166/0.4.13/
Ft.1/03/2013 tgl. 18 Maret 2013.

Telah dilimpah ke Pengadilan Tipikor,

bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi
rumah pasca gempa bumi tahun 2007
di Dusun Dermojurang, Desa Selo-
harjo, Kecamatan Pundong, Kabu- _— -
paten Bantul A.n. terdakwa Japari Ari Status setelal'w supgry|5|. telah c.““m-
Prabowo bin Sugiharjo, kasus telah Penyidikan pah ke Pengadilan Tipikor, sesuai surat
' ’ Kejari Bantul nomor: B-167/0.4.13/
Ft.1/032013 tgl. 18 Maret 2013.

12
dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor
Yogyakarta sesuai dengan surat pe-
limpahan perkara acara pemeriksaan
biasa Kepala Kejaksaan Negeri Bantul
nomor: B-02/0.4.13/Ft.1/03/2013
tgl. 13 Maret 2013.
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No Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK Sebelum Supervisi Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK

13

Dugaan TPK pada penyaluran dana
bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi
rumah pasca gempa bumi tahun 2006

di Desa Terong, Kecamatan Dlingo,

Kabupaten Bantul A.n. terdakwa
Sudirman Alivian bin Giman Muh.

Dawawi, kasus telah dilimpahkan ke
Pengadilan Tipikor Yogyakarta sesuai

dengan surat pelimpahan perkara

acara pemeriksa-an biasa Kepala
Kejaksaan Negeri Bantul nomor:
B-01/0.4.13/Ft.1/03/ 2013 tgl. 11
Maret 2013.

Penyidikan.

Telah dilimpah ke Pengadilan Tipikor,
sesuai surat Kejari Bantul nomor: B-
165/0.4.13/Ft.1/03/2013 tgl. 18 Maret
2013.

14

Dugaan TPK pembuatan dokumen
pertanggungjawaban anggaran pada
Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten

Kampar (Setwan) TA 2009 secara

fiktif, kasus telah dinyatakan lengkap.

Penyidikan.

Telah dinyatakan lengkap oleh Kejati
Riau dengan surat nomor: B-153/N.4.5/
Ft.1/12/2012 tgl. 27 Desember 2012,
sesuai surat telegram Polda Riau nomor:
ST/06/1/2013 tgl. 3 Januari 2013.

15

Dugaan TPK pembayaran honor
petugas kebersihan dan tunjangan
kebersihan hari besar keagamaan
di Kelurahan Tebing Tinggi Okura
Kecamatan Rumbai Pesisir Pekan-
baru yang bersumber dari dana APBD
Kota Pekanbaru TA 2010, kasus telah

dinyatakan lengkap.

Penyidikan.

Telah dinyatakan lengkap oleh Kejati Riau
dengan surat nomor: B-4150/N.4.10/
Ft.1/12/2012 tgl. 18 Desember 2012,

sesuai surat telegram Polda Riau nomor:

ST/06/1/2013 tgl. 3 Januari 2013.

16

Dugaan TPK atau penyalahgunaan
wewenang dalam jabatan pada peny-
aluran dana Gapoktan di Kabupaten
Pelalawan yang bersumber dari APBN
tahun 2010. kasus telah dinyatakan

lengkap.

Penyidikan.

Telah dinyatakan lengkap oleh Kejati
Riau dengan surat nomor: B-154/N.4.5/
Ft.1/12/2012 tgl. 27 Desember 2012,
sesuai surat telegram Polda Riau nomor:
ST/06/1/2013 tgl. 3 Januari 2013.

17

Dugaan TPK berupa pemotongan
dana BBM solar dari 92 kendaraan
pengangkut di Bidang Kebersihan Di-
nas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota
Bogor pada tahun 2010, dengan ter-
sangka Suparman Trimulyana, llyas,
Beti Kusmiati dan Ir. Satia Mulya.

Penyidikan.

Untuk tersangka Suparman llyas telah
dinyatakan lengkap oleh Kejari Bogor
sesuai surat nomor: C.3/26/1V/2013/ Sat.
Reskrim tgl. 09 April 2013 dan Berita
Acara Serah terima Tersangka dan Barang
Bukti tgl. 9 April 2013.

18

Dugaan TPK pengadaan kapal pen-

gawas perikanan dan kelautan Kab.

Rohil TA 2007 dengan tersangka Ir.
H. Amrizal.

Penyidikan.

Telah dinyatakan lengkap oleh Kejati
Riau dengan surat nomor: B-665/ N.4.5/
Ft.1/03/2013 tgl. 9 Maret 2013, ses-
uai surat telegram Polda Riau nomor:
ST/451/ 1V/2013 tgl. 17 April 2013.

19

Dugaan TPK pengadaan kapal pen-

gawas perikanan dan kelautan Kab.

Rohil TA 2007 dengan tersangka Ir.
Tri Jonsuardi bin Suardi.

Penyidikan.

Telah dinyatakan lengkap oleh Kejati
Riau dengan surat nomor: B-49/ N.4.5/
Ft.1/04/2013 tgl. 11 April 2013, ses-
uai surat telegram Polda Riau nomor:

ST/451/1V/2013 tgl. 17 April 2013.
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Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK Sebelum Supervisi Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK

Dugaan TPK Pengadaan Tanah oleh
Pemerintah Kabupaten Pelelawan
tahun 2007, 2008, 2009 dan 2011
yang diduga merugikan keuangan
negara/daerah sebesar kurang lebih
Rp38 Miliar A.n. tersangka Syahrizal
Hamid, dkk. (Ditangani oleh Polda
Riau).

Penyidikan P-19.

Masih Penyidikan menindaklanjuti reko-
mendasi Tim Koorsup Terpadu.

21

Dugaan TPK Penyalahgunaan Peng-
gunaan Keuangan Daerah Kabupaten
Aru khususnya Kegiatan MTQ XXIV di

Kota Dobo dan Kegiatan Organisasi

Sosial Hibah pada Kabupaten Kepu-
lauan Aru TA 2011 dengan tersangka

Umar Djabumona dkk. (Ditangani
Polda Maluku).

Penyidikan P-19.

Masih Penyidikan menindaklanjuti reko-
mendasi Tim Koorsup Terpadu.

22

Dugaan TPK Pengadaan Tanah untuk

TPU (Tempat Pemakaman Umum) Ja-

lan Perumtel Gunung Nona Ambon TA

2003, dengan tersangka Drs. Marcus

Jacob Papilaja, MS, dkk. (Ditangani
Polda Maluku).

Penyidikan P-19.

Masih Penyidikan menindaklanjuti reko-
mendasi Tim Koorsup Terpadu.

23

Dugaan TPK pada pengadaan alat
laboratorium bahasa sekolah pada Di-
nas P dan K Kabupaten Buru TA 2010
dengan tersangka Hasan Umasugi,

dkk. (Ditangani Polda Maluku).

Penyidikan P-19.

Masih Penyidikan menindaklanjuti reko-
mendasi Tim Koorsup Terpadu.

24

Dugaan TPK pada Proyek Program
Pembangunan Infrastruktur Pedesa-
an (PPIP) tahun 2008 pada Kabupat-
en Maluku Tenggara dengan tersang-
ka Albertina Olive Safsafubun, dkk.

(Ditangani Polda Maluku).

Penyidikan P-19.

Masih Penyidikan menindaklanjuti reko-
mendasi Tim Koorsup Terpadu.

25

Dugaan TPK Pembelian Kapal Cepat
bernama MV Expres Halsel-01 de-

ngan metode Penunjukan Langsung
oleh Pemkab Halmahera Selatan

tahun 2006 yang diduga merugikan
keuangan negara/daerah sebesar

kurang lebih Rp8.206.300,00 dengan

tersangka H. Muhammad Kasuba,

M.A. (Ditangani oleh Kejati Maluku

Utara).

Penyidikan P-19.

Masih Penyidikan menindaklanjuti reko-
mendasi Tim Koorsup Terpadu.

26

Dugaan TPK Kegiatan Pengembang-
an dan Pengoperasian SIAK secara
terpadu Kabupaten Indragiri Hulu
pada pekerjaan belanja modal pen-
gadaan komputer dan jaringan komu-
nikasi TA 2011 di Kecamatan Batang
Gangsal, Kab. Inhu dengan tersangka
Zulkifli Sulaiman bin Sulaiman; telah
dinyatakan lengkap oleh Kejari Inhu.

Penyidikan.

Telah dinyatakan lengkap oleh Kejari Inhu,
sesuai surat surat telegram Polda Riau
nomor: ST/508/V/2013 tgl. 1 Mei 2013.
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Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK Sebelum Supervisi Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK

Dugaan TPK pengadaan 1 (satu)
mobil pemadam kebakaran type

Telah diputus bersalah dengan vonis 1
tahun 2 bulan penjara, membayar denda
Rp50.000.000,00 dan membayar uang

27 [ VBOASM pada APBD TA 2004 Kabu- Penyidikan. [pengganti Rp325.503.068; sesuai dengan
paten Batanghari, dengan terdakwa Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pen-
Drs. Syargawi Usman. gadilan Negeri Jambi nomor: 31/Pid.B/
TPK/2012/PN.JBI tgl. 15 Maret 2013.
Telah diputus bersalah dengan vonis 1
Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) tahun 2 bulan penjara, membayar denda
mobil pemadam kebakaran type Rp50.000.000,00 dan membayar uang
28 [VBOASM pada APBD TA 2004 Kabu- Penyidikan. penggantiRp325.503.068; sesuai dengan
paten Batanghari, dengan terdakwa Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pen-
Drs. Usman bin Tarujin. gadilan Negeri Jambi nomor: 32/Pid.B/
TPK/2012/PN.JBI tgl. 15 Maret 2013.
Telah diputus bersalah dengan vonis 1
. tahun 2 bulan penjara, membayar denda
Dugaan TPK pengadaan 2 (dua) mobil Rp50.000.000,00 dan membayar uang
pemadam kebakaran type VBOASM engganti Rp495.621.361,00; sesuai
29| pada APBD TA 2004 dan TA 2005 | Penyidikan. penag P42.6£1.562,05; S€S
dengan Keputusan Pengadilan Tipikor
Kab. Tebo, dengan terdakwa Drs. H.A. | . . .
Madjid Mu'az, MM pada Pengadilan Negeri Jambi nomor:
! ) 28/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tgl. 15 Ma-
ret 2013.
Telah diputus bersalah dengan vonis 1
. tahun 2 bulan penjara, membayar denda
Dugaan TPK pengadaan 2 (dua) mobil Rp50.000.000,00 dan membayar uang
pemadam kebakaran type VBOASM engganti Rp450.000.000,00; sesuai
30| pada APBD TA 2004 dan TA 2005 | Penyidikan. Pengg p4o0.9080.908,I0; ses
dengan Keputusan Pengadilan Tipikor
Kab. Tebo, dengan terdakwa Drs. RD. . . . .
Hasan Basri S. SH. MSi pada Pengadilan Negeri Jambi nomor:
e ) 29/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tgl. 15 Ma-
ret 2013.
Telah diputus bersalah dengan vo-
Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) nis 1 tahun 3 bulan, membayar denda
mobil pemadam kebakaran type Rp50.000.000,00 dan membayar uang
31| VBOASM pada APBD TA 2004 Kota Penyidikan. |pengganti Rp438.416.023; sesuai dengan
Jambi, dengan terdakwa Drs. H. Ari- Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pen-
fien Manap bin H. Abdul Manap. gadilan Negeri Jambi nomor: 01/Pid.B/
TPK/2012/PN.JBI tgl. 1 Mei 2013.
Telah diputus bersalah dengan vo-
Duga!an TPK pengadaan 1 (satu) nis 1 tahun 3 bulan, membayar denda
mobil pemadam kebakaran type
Rp50.000.000,00 dan membayar uang
V80ASM pada APBD TA 2004 Kota - - . .
32 . . Penyidikan. [pengganti Rp430.000.000; sesuai dengan
Jambi, dengan terdakwa H. Arifud- . Ll
- . Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pen-
din Yassak, SM.Hk bin Muhammad . . . . .
Yassak gadilan Negeri Jambi nomor: 48/Pid.B/
) TPK/2012/PN.JBI tgl. 3 Mei 2013.
Telah diputus bersalah dengan vo-
Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) nis 1 tahun 3 bulan, membayar denda
mobil pemadam kebakaran type Rp50.000.000,00 dan membayar uang
33| VBOASM pada APBD TA 2004 Kota Penyidikan. [pengganti Rp430.000.000; sesuai dengan

Jambi, dengan terdakwa Zulkifli So-
mad, SH bin H. Abdullah Somad.

Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pen-
gadilan Negeri Jambi nomor: 49/Pid.B/
TPK/2012/PN.JBI tgl. 3 Mei 2013.
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Dugaan TPK pengadaan 1 (satu)
mobil pemadam kebakaran type
V80ASM pada APBD TA 2004 Kabu-
paten Tanjung Jabung Timur, dengan
terdakwa Drs. H. Abdullah Hich bin
alm H. Ibrahim Chitam.

Penyidikan.

Telah diputus bersalah dengan vo-
nis 1 tahun 2 bulan, membayar denda
Rp50.000.000,00 dan membayar uang

pengganti Rp217.002.045; sesuai dengan
Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pen-
gadilan Negeri Jambi nomor: 43/Pid.B/
TPK/2012/PN.JBI tgl. 17 April 2013.

35

Dugaan TPK Penyelewengan Dana

APBD Kabupaten Sumba Timur TA

2005-2006 dengan tersangka Deny
Untono alias Deny.

Penyidikan.

Telah limpah barang bukti berikut tersang-
kanya ke Kejari Waingapu, sesuai surat
surat Polda NTT nomor: B/380/1v/2013/
Polres ST tgl. 8 April 2013.

36

Dugaan TPK berupa penerimaan
uang oleh Kepala Kantor Pertana-
han Kota Cimahi (Drs. H. Wawan
Darmawan bin H. Aman Dartiman
dalam kegiatan PRONA untuk wilayah
Kelurahan Cibeureum, Kecamatan
Cimahi Selatan, Kota Cimahi sebesar
Rp300.000 per bidang tanah yang
diajukan pembuatan sertifikatnya.

Penyidikan.

Telah limpah barang bukti berikut ter-
sangkanya ke Pengadilan Tipikor Bandung
pada pada Pengadilan Negeri Bandung
berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara
nomor: B-731/0.2.38/Ft.1/07/ 2013
tgl. 3 Juli 2013, sesuai surat surat
Kejari Cimahi nomor: B-737/0.2.38/
Ft.1/07/2013 tgl. 4 Juli 2013.

37

Dugaan TPK berupa penggelapan
dana UEK-SP Bening Kelurahan Bukit
Batem, Kota Dumai dengan tersangka
Ahmad Fitri Antoni bin Rahmad RW,

telah lengkap dan tersangka telah
diserahkan ke Kejari Dumai.

Penyidikan.

Telah dinyatakan lengkap dan tersangka

telah diserahkan ke Kejari Kota Dumai,

sesuai surat surat telegram Polda Riau
nomor: ST-830/VI1/2013 tgl. 5 Juli 2013.

38

Dugaan TPK pengadaan 1 (satu)
mobil pemadam kebakaran type
V80ASM pada APBD TA 2004 Kabu-
paten Tanjung Jabung Timur, dengan
terdakwa Drs. Syarifuddin Fadhil bin
Usman Matnuh.

Penyidikan.

Telah diputus bersalah dengan vo-
nis 1 tahun 2 bulan, membayar denda
Rp50.000.000,00 dan membayar uang
pengganti Rp217.002.045; sesuai dengan
Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pen-
gadilan Negeri Jambi nomor: 45/Pid.B/
TPK/2012/PN.JBI tgl. 17 April 2013

39

Dugaan TPK pengadaan 1 (satu)
mobil pemadam kebakaran type
V80ASM pada APBD TA 2004 Kabu-
paten Tanjung Jabung Timur, dengan
terdakwa Ir. H. Suparno, MS bin alm
Tirpan.

Penyidikan.

Status setelah supervisi:telah diputus
bersalah dengan vonis 1 tahun 2 bu-
lan, membayar denda Rp50.000.000,00
dan membayar uang pengganti
Rp217.002.045; sesuai dengan Kepu-
tusan Pengadilan Tipikor pada Penga-
dilan Negeri Jambi nomor: 44/ Pid.B/
TPK/2012/PN.JBI tgl.17 April 2013.

40

Dugaan TPK pegawai negeri atau pe-
nyelenggara Negara yang menerima

pemberian atau janji padahal diketa-
hui atau patut diduga bahwa hadiah

atau janji tersebut diberikan karena

kekuasaan atau kewenangannya yang
berhubungan dengan jabatannya den-
gan tersangka Zulbakri, SH bin Abbas
Rial (alm).

Penyidikan.

Telah limpah barang bukti berikut tersang-

kanya ke Kejati Riau, sesuai surat surat

Polda Riau nomor: ST/875/VII/2013 tql.
17 Juli 2013.
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Dugaan TPK pada pekerjaan pem-
bangunan Gedung Rektorat, Ge-
dung Fakultas Syari'ah dan Gedung
Fakultas Dakwah IAIN Mataram Tahun
2005-2006 yang merugikan Negara
sebesar Rp2.092.493.393,14 dengan
tersangka Drs. Toty Cung.

Penyidikan.

Telah limpah barang bukti berikut tersang-
kanya ke Kejati NTB, sesuai surat surat
Polda NTB nomor: B/2931/VII/ 2013/

DitReskrimsus tgl. 29 Juli 2013.

42

Dugaan TPK penyimpangan penge-
lolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Penididikan Kota Palu tahun
2006 dengan tersangka Drs. Djikra
Garontina selaku Kepala Dinas Pendi-
dikan Kota Palu Tahun 2006.

Penyidikan.

Dihentikan penyidikannya sesuai Surat
Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:
SP-Sidik/494.a1/1V/2013/Dit. Reskrimsus
tgl. 2 April 2013.

43

Dugaan TPK penyaluran pupuk
urea bersubsidi tahun 2004 dan
2005 yang mengakibatkan keru-

gian keuangan Negara sebesar

Rp459.773.303,00 dengan tersang-
ka Pudjo Edi Triono, Bsc bin Djuwadi.

Penyidikan.

Telah di vonis 1 tahun 1 bulan dan denda
Rp50 juta, Inkracht.

44

Dugaan TPK anggaran BPMR (Ba-
lai Pengembangan Media Radio di
Wilayah Propinsi DI Yogyakarta TA
2007-2008 dengan tersangka Drs.
Rinta Sadrasih, M.Pet; Backtiar Ef-
fendi Marpaung, SE, dan Margono.

Penyidikan.

Banding.

45

Dugaan TPK dana bantuan rekon-
struksi dan rehabilitasi rumah pasca
gempa bumi tahun 2006 di Dusun
Banyakan | Desa Sitimulyo, Keca-
matan Piyungan, Kabupaten Bantul
dengan tersangka Rukmono Wibowo.

Penyidikan.

Banding.

46

Dugaan TPK penyimpangan dana
APBN untuk Departemen Telkomin-
fo di Sekolah Tinggi Multi Media
“MMTC" Yogyakarta dalam kegiatan
pemeliharaan alat pendingin (AC)
dengan cara membuat SPK (Surat
Perintah Kerja) fiktif hingga cairnya
dana dengan sepengetahuan Pejabat
Pembuat Komitmen/Pejabat yang
Berwenang dengan tersangka A. Tun-
jung Miharto; Drajat Topo Yuwono,
SE; AZ Tamadjoe, SE, MM.

Penyidikan.

Banding.

47

Dugaan TPK penyimpangan dana
tanah Kas Desa Caturtunggal pada
tahun 2007 mengakibatkan kerugian
Pemerintah Desa Caturtunggal lebih
kurang Rp664.800.000,00 atau seti-
dak-tidaknya Rp253.000.000.000,00
dengan tersangka Didik Hartadi, SE
dan Djuminggir.

Penyidikan.

Banding.

LAPORAN KINERJA KPK TAHUN 2013 | 69



No Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK Sebelum Supervisi Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK

Dugaan TPK penyelewengan dan
manipulasi dalam penggunaan dana

Persatuan Sepakbola Sidempuan (PS
Sidempuan) tahun 2008 dan 2009 . .
Penyidikan. Proses persidangan.

48 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata Kota Padang Seidempuan
dengan tersangka Drs. Asqul Idihan
Dalimunthe, MSi.

Dugaan TPK penyimpangan dana
bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca gempa bumi di Dusun Krasakan

Jogotirgo Sleman yang mengaki- - .

49 batkan kerugian keuangan Negara Penyidikan. Banding.
kurang lebih Rp327.250.000,00
dengan tersangka Drs. Hidayat; Hari-
yanto, ST; Suatmirah dan Paidjo.

Dugaan TPK penyimpangan dana
APBD TA 2003-2004 di Sekre-
tariat DPRD Kabupaten Gunung
Kidul yang mengakibatkan keru-
gian Keuangan Negara sebesar - .
0| Rp3.056.352.500,00 dengan ter- | T enyidikan. Banding.
sangka Drs. Aris Purnomo; Ratno
Pintoyo,S.Sos; Supriyono,S.IP;
Ternalem PA,MSi; Untung Nurjaya;
Sukardi, S.IP.

Dugaan TPK pencairan dan peng-
gunaan uang pembentukan BUMDes
yang merupakan kekayaan Desa
untuk kepentingan bukan perun- . .
o1 tukannya menggunakan uang ADD Penyidikan. Banding.
Triwulan Il tahun 2011 sebesar
Rp29.5000.000,00, dengan tersang-
ka Puji Istina.

Dugaan TPK pemotongan dana
rekonstruksi pasca gempa pada tahun
2007 di Desa Dlingo, Kec. Dlingo,
52| Kab. Bantul yang mengakibatkan Penyidikan.
kerugian Keuangan Negara sebesar
Rp1.068.750.000,00 dengan ter-
sangka Juni Junaidi.

Dugaan TPK penyaluran dana rekon-
struksi dan rehabilitasi pasca gempa
bumi tahun 2006 di Desa Seloharjo - .
53 Kecamatan Pundong Kab. Bantul TA Penyidikan. Banding.
2007 dengan tersangka Japari Ari
Wibowo.

Dugaan TPK pengadaan tanah untuk
TPA di Desa Banyuroto, Kac. Nang-
gulan, Kab. Kulon Progo Tahun 2006,
dengan tersangka Drs. Sayono; Herib-
artus Sambudi Suharyanto; Suroso.

Banding.

Penyidikan. Banding.

54
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Dugaan TPK yang diduga dilakukan
Hj. Tati Ruswati, MM dan Ir. Hendri
P Silalahi dengan cara Hj. Tati Rus-
wati, MM telah menandatanagani
atau menerbitkan 2 (dua) SP2D No.
07372/1.03.01/BL-LS/X11/2008 tgl.
28 Desember 2008 atas nama Ir.
Hendrik Paulus Silalahi yang kemu-
dian dicairkan atau dipindah-bukukan
pada tgl. 26 Desember 2008 sebesar
Rp425.402.400,00.

55

ret 2013 dan saat ini sedang dalam tahap

Telah dinyatakan lengkap oleh Kejari
epok sesuai surat Kejari Depok Nomor:
-667/0.2.34/Fd.1/03/2013 tgl. 26 Ma-

persidangan.

Dugaan TPK kegiatan pengadaan

sarana dan prasarana teknologi

pertanian/ perkebunan tepat guna
yaitu pada pekerjaan pembuatan

tanggul mekanik yang berlokasi di
Kelurahan Tagaraja dan Desa Gem-
baran Kecamatan Kateman dan

Kecamatan Belengkong dengan nilai
kontrak Rp 208.800.000 di Desa
Teluk Nibung dan Desa Sungai Da-
nai Kec Pulau Burung dengan nilai
kontrak Rp279.500.000 dan peker-
jaan normalisasi di Parit Pinang Desa
Simpang Gaung Kecamatan Gaung
dengan nilai kontrak Rp227.300.000
APBD Kab. INHIL TA 2011 dengan
tersangka Haris Sampurna bin K

Yohanes.

56

Telah limpah barang bukti berikut ter-

sangkanya ke Kejari INHIL, sesuai surat

telegram Polda Riau nomor: ST/981/
VII1/2013 tgl.. 22 Agustus 2013.

Dugaan TPK kegiatan pengadaan
sarana dan prasarana teknologi
pertanian/ perkebunan tepat guna
yaitu pada pekerjaan pembuatan
tanggul mekanik yang berlokasi di
Parit Getah, Desa Sanglar, Kec. Reteh
dengan nilai kontrak Rp104.500.000
dan pekerjaan normalisasi di parit

5 Maju Jaya, Desa Sebatu, Kec.
Batang Tuaka dengan nilai kontrak
Rp150.850.000 dan di Parit 7 Kel.
Teluk Pinang, Kec. Gas dengan nilai
kontrak Rp151.000.000 APBD Kab.

INHIL TA 2011 dengan tersangka
Aris Muhadi, SE alias Aris bin Imam

Bajuri.

57

Telah limpah barang bukti berikut tersang-

kanya ke Kejari INHIL, sesuai surat surat

telegram Polda Riau nomor: ST/981/
VII1/2013 tgl. 22 Agustus 2013.

Dugaan TPK DAK-DR tahun 2001-
2002 dengan tersangka Ir. Marconi
Stenly bin A. Boekit.

58

D
Penyidikan. B
Penyidikan.
Penyidikan.
Penyidikan.

Telah limpah barang bukti berikut tersang-
kanya ke Kejari Buntok Kalimantan Ten-
gah, sesuai surat telegram Polres Barito
Selatan nomor: B/2110.b/ 1V/2013 tgl. 18
April 2013.

Dugaan TPK TPAPD TA 2005 dengan

59 |tersangka Drs.H.Rahudman Harahap,

Penyidikan.

Telah diputus oleh PN Tipikor pada PN
Medan dengan menyatakan terdakwa be-
bas dari semua dakwaan.

MM.
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Dugaan TPK Dana Bantuan Sosial
Kota Bandung TA 2010 dengan ter-
sangka Drs.Ahmad Mulyana selaku

Telah diputus terbukti oleh PN Tipikor
pada PN Bandung dan Pengadilan Tinggi

60 Kepala Bidang Perbendaharaan pada Penyidikan. Tipikor Bandung dengan pidana 1 tahun
Dinas Pengelolaan Keuangan dan penjara dan denda Rp50 juta.
Aset daerah Pemkot Bandung.
Dugaan TPK mark up anggaran
makan-minum, sewa gedung dan
penarikan dana dari PPTK di Sek-
retariat DPRD Kota Bandung ta-
hun 2008 dan 2009 dengan ter-
sangka Drs. Ebet Hidayat, Ernawan . . -
61 [Mulyana,SH dan Asep Komara, S.Sos.| Penyidikan. Telah diputus terbukti oleh PN Tipikor
Untuk tersangka Drs. Ebet Hidayat, pada PN Bandung.
MSi telah diputus bersalah oleh
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan
Negeri Bandung pada tgl. 13 Januari
2013 nomor putusan: 71/Pid.sus/
TPK/2012 tgl. 21 Januari 2013.
Dugaan TPK penyalahgunaan we-
wenang dengan melakukan-punqutan Telah limpah barang bukti berikut tersang-
dana (pemerasan dalam jabatan) . .
62 [terkait dengan proyek atau kegiatan- Penyidikan kanya ke Kejati Jabar, sesuai surat Polda
. - . . ) Jabar nomor: B/4257/ VIII/2013/Dit.
kegiatan pekerjaan di Dinas Binamar- Reskrimsus tgl. 30 Agustus 2013
ga Kabupeten Bogor TA 2011-2012 : :
dengan tersangka H. Helmi Gustian.
Dugaan TPK pegawai negeri atau pe-
nyelenggara Negara yang menerima
%i?:’sarllja:a?c:cjatudjig:{;l;)?):zazl s;kdeita?w Telah limpah paran.g bukti be.rikut tersang-
63 | atau janji tersebut diberikan karena Penyidikan. l_(anya ke K?Jat' Riau, sesuai surat P.olda
Riau nomor: B/13/VIIl/ 2013/Reskrimsus
kekuasaan atau kewenangannya yang .
- tgl. 16 Juli 2013.
berhubungan dengan jabatannya den-
gan tersangka Zulbakri,SH bin Abbas
Rial (alm).
Telah putus oleh Pengadilan Tipikor pada
Dugaan TPK dalam Proyek Sistem PN Semarang Juni 2013, Dangir Mulyadi:
Informasi Manajemen Pemerintahan 2 tahun 6 bulan penjara; denda Rp100ju-
64 Desa (Simpedes) Kabupaten Cilacap Penyidikan ta; uang pengganti Rp150 juta, Suyatmo:
tahun 2008 dengan tersangka Dangir ’ 4 tahun panjara; denda Rp200 juta; uang
Mulyadi, Suyatmo dan Herry Kar- pengganti Rp125 juta, Herry Karmawan:
mawan. 5 tahun penjara; denda Rp200 juta; uang
pengganti Rp431 juta.
Dugaan TPK pada kegiatan penagihan Telah dilimpahkan ke Penuntutan ses-
65 rekening air PDAM Tirtanadi Provinsi Penyidikan uai surat Polda Riau nomor: K/274-b/
Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara * | VIII/ 2013/Ditreskrimsus tgl. 29 Agustus
tahun 2012. 2013.
Dugaan TPK penyalahgunaan we- Telah dilimpahkan ke Penuntutan ses-
wenang yang dilakukan oleh Kepala . uai surat Polres Gorontalo Kota nomor:
66 Penyidikan.

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
(Drs.H. Baihaki Natsir).

B/1250-1X/2013/Res Gtlo Kota tgl. 16
September 2013.
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Dugaan TPK penyelewengan ban-
tuan dana hibah dana revitalisasi pos

yandu dari Provinsi Jawa Barat TA
2011 dengan cara tidak menyalurkan
bantuan dana revitalisasi pos yandu
Provinsi Jawa Barat tahun 2011 ser-
ta tidak melakukan proses pengadaan

sesuai dengan Perpres 54 Tahun
2010 dengan tersangka Mochamad

Mukti Arif, SE.

Penyidikan.

Telah dilimpahkan ke Penuntutan sesuai
surat pelimpahan perkara acara pemer-
iksaan biasa dari Kejari Garut nomor:
PDS-03/Ft.1/Garut/06/2013 tgl. 18 April
2013.

68

Dugaan TPK pengadaan barang, jasa
dan pekerjaan pemborongan kantor
cabang PT Angkasa Pura | (Persero)
Bandar Udara Internasional Sultan
Hasanuddin Makassar, dengan ter-
sangka Suparmin, ST

Penyidikan.

Telah diputus bersalah oleh Pengadilan
Tipikor Makassar dengan putusan pidana
penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp50
juta, sesuai Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/
2013/PN.Mks tgl. 1 Agustus 2013.

69

Dugaan TPK pengadaan barang, jasa
dan pekerjaan pemborongan kantor
cabang PT Angkasa Pura | (Persero)
Bandar Udara Internasional Sultan
Hasanuddin Makassar, dengan ter-
sangka Hajir Raddai.

Penyidikan.

Telah diputus bersalah oleh Pengadilan
Tipikor Makassar dengan putusan pidana
penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp50
juta, sesuai Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/
2013/PN.Mks tgl. 1 Agustus 2013.

70

Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) unit
kapal Fiber 30 Gt di Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Sulawesi
barat TA 2011, dengan tersangka M.
Jufri S, SPi.

Penyidikan.

Telah diputus bersalah oleh Pengadilan
Tipikor Mamuju dengan putusan pidana
penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp50
juta, sesuai Putusan Nomor: 10/Pid.Sus
/2013/PN.Mu tgl. 13 Mei 2013.

71

Dugaan TPK pengadaan barang/jasa
pemborongan Dinas Pekerjaan Umum
Kota Makassar TA 2008, de-ngan
tersangka Ir.Hj.Juliani Jafar, MM dan
Ir Dachyar Hursany,MT.

Penyidikan.

Keduanya telah diputus bersalah oleh
Pengadilan Tipikor Makassar dengan putu-|
san pidana penjara 1 (satu) tahun, ses-
uai Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/ 2012/
PN.MKs tgl. 7 Maret 2013.

72

Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) unit
kapal Fiber 30 Gt di DInas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Sulawesi
barat TA 2011, dengan tersangka Ir.
Haruna Hamal/Kepala Dinas Kelau-
tan dan Perikanan Provinsi Sulawesi
Barat.

Penyidikan.

Telah diputus bersalah oleh Pengadilan
Tipikor Mamuju dengan putusan pidana
penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp50
juta, sesuai Putusan Nomor: 08/ Pid.

Sus/2013/PN.Mu tgl. 21 Maret 2013.

73

Dugaan TPK pada pelaksanaan
Proyek Perencanaan Daerah Irigasi
Tadung di Polman, dengan tersangka
Ir. Ilham Hadib, M.Si/Kepala Dinas
PU Pemprov Sulawesi Barat.

Penyidikan.

ztelah diputus bersalah oleh Pengadilan
Tipikor Mamuju dengan putusan pidana
penjara 1 (satu) tahun, denda Rp50
juta dan membayar uang pengganti
Rp95.500.000,00, sesuai Putusan No-
mor:11/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Mu tgl. 11
Juli 2013.

74

Dugaan TPK pembangunan sarana
dan prasarana olahraga TA 2008,
dengan tersangka Firdaus, ST, MT/
Kepala Satker Cipta Karya Dinas PU
Provinsi Sulawesi Barat.

Penyidikan.

Telah diputus bersalah oleh Pengadilan
Tipikor Mamuju dengan putusan pidana
penjara 1 (satu) tahun, denda Rp 50 juta
dan uang senilai Rp523.932.774,55
sesuai Putusan Nomor: 08/Pid.Sus/TPK/

2013/PN.Mu tgl. 12 Juli 2013.
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Telah diputus bersalah oleh Pengadilan
Tipikor Makassar dengan putusan pidana
- penjara 1 (satu) tahun, denda Rp 50 juta
Penyidikan. dan uang senilai Rp523.932.774,55

ka Muh.Yamin, S.Pd,M.Si / Kepala sesuai Putusan Nomor: 73/Pid.Sus/2012/

Dugaan TPK penyimpangan penge-
lolaan dana pendidikan gratis Kota
75 [Palopo Tahun 2011, dengan tersang-

PN.MKS tgl. 20 Juni 2013.
Dugaan TPK pengadaan kendaraan Telah c!|putus bersalah oleh Pengadi
lan Tipikor Makassar dengan putusan
bermotor antara PT BTN kantor . .
. pidana penjara 12 (duabelas) tahun,
cabang Syariah Makassar dengan PT - . L
76 Penyidikan. denda Rp300 juta dan uang senilai
ARA, dengan tersangka Muhammad .
Jusmin Dawi/Dirut PT Aditya Rezki Rp44.199.462.000,00 sesuai Putusan
! y Nomor: 53/Pid.Sus/2012/PN.MKS tgl. 19
Abadi Makassar. .
Februari 2013.

Dinas Kota Palopo.

Dihentikan penyidikannya sesuai Surat
Penyidikan Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:

* |SP-Tap/39.6/1V/2013/Dit. Reskrimsus tgl.
2 April 2013).

Dugaan TPK penyimpangan penge-
lolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
77| Bidang Penididikan Kota Palu ta-

hun 2006 dengan tersangka Isran
A.Umar, SE.M.Pd.

Dugaan TPK dalam penyaluran dana
reintegrasi damai Aceh untuk pem-
bangunan rumah korban konflik di

Telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Desa Pante Redok, Kec. Ketol, Kab. sesuai dengan Surat Pelimpahan Perka-

Aceh tengah TA 2005 s.d. 2007 den- o 9 ; P

78 an tersangka Abdullah AP (selaku Penyidikan. ra Acara Pemeriksaan Biasa Nomor:
gan tersang B-1173/N.1.15/Ft.1/TAKNG/ 09/2013

Guechik Pante Redok, Kec. Ketol, tal. 27 Sep. 2013

Kab. Aceh Tengah) yang mneyebab- g P )

kan kerugian Negara lebih kurang

Rp961.000.000,00.

Dugaan TPK pemotongan dana reha-

bilitasi ruang kelas dan pembangu-
nan ruang kelas baru untuk Sekolah Telah dilimpahkan ke Penuntutan ses-
79 dasar (SD) Negeri dan Swasta Tahun Penyidikan uai surat Polda Jateng nomor: B/8216/
2011 di Dinas Pendidikan Kabupaten ’ VII1/2013/Reskrimsus tgl. 26 Agustus
2013.

Grobogan atas nama tersangka Bam-
bang Dwiyanto, S.Pd/ Mantan Kasi SD
Dinas Pendidikan Kab. Grobogan.

Dugaan TPK penerbitan HGB dan

Telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor,

penjualan tanah Hak Pakai PT KAl se- sesuai surat Kejaksaan Tinggi DKI nomor:
80 [ luas 6000 m2 dgn tersangka Robert Penyidikan. R1124/0.1.5/Fd.1/10/2013 tgl. 17 Okto-
ber 2013.

J. Lumempouw dan Lukman Hakim
Kartasasmita.

Dugaan tindak pidana korupsi dana
program penguatan lumbung pangan
Masyarakat tahun 2011, dengan rupsi Bandung dengan pidana penjara 3
81 [terdakwa Iwan Irawan Laisouw (staf dif Penyidikan. p 9 gan p pen)
. . . (tiga) tahun dan denda Rp50 juta serta
Bagian Ekonomi Setda Tasik-malaya), .
telah vonis s.d. Pengadilan Tinggi membayar uang pengganti sebanyak
- Rp790.000.000.

masih menungqu putusan kasasi.

Dugaan TPK dalam penggunaan Dana
Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas
82 Pendidikan Kabupaten Lampung
Tengah dengan tersangka H. Husri
Aminuddin dan Drs. Kohar Ayub, MM.

Tgl. 15 Mei 2013 telah diputus bersalah
oleh Pengadilan Tindak Pidana Ko-

Pemberkasan untuk dilimpahkan ke
Penyidikan Penuntutan, sesuai surat Kejati Lampung
* |Nomor: R-233/N.8/Fd.1/09/ 2013 tgl. 25
September 2013.
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Dugaan TPK dengan cara mark up
dan atau memanipulasi biaya tagihan
rekening listrik lampu penerangan

Telah dinyatakan lengkap oleh Kejari
Pangkalan Kerinci, sesuai Surat Telegram

83| jalan oleh PLN Ranting Pangkalan Penyidikan. .
Kerinci kepada Penda Kab. Pelalawan Polda R|au2§osn;o;esn:{)t:%%/lg(/2013 tgl.
periode Januari 2008 s.d. April 2009 P )
dengan tersangka Ali Marzboy.
Dugaan TPK dala.m pengadaan dan Penyidikan dinyatakan lengkap sesuai
pemasangan mesin genset dan trafo - )
84 | step up Kabupaten Seruyan TA 2007 Penyidikan. dengan surat Kejari Kuala Pembuang No
mor: B-942/Q.2.18/Fd/10/2013 tqgl. 28
dengan tersangka Effendy Hamlan,
- Oktober 2013.
S.lp bin H.Hamlan.
Dugaan TPK penyalahgunaan dana
APBD Kab. Rembang tahun 2006- Penyidikan dinyatakan lengkap sesuai
2007 dalam pendirian, pembiayaan Y yatal gkap .
85| dan pengelolaan modal usaha PT Penyidikan. dengan surat Kejati Jateng Nomor: B-
RBSJ pada Pemkab Rembang dengan 4001/0.3.5/Ft.1/§3{§013 tgl. 8 Oktober
tersangka H. Moch. Salim (Bupati )
Rembang).
Dugaan TPK penyalahgunaan dana
APBD Kab. Rembang tahun 2006- Penyidikan dinyatakan lengkap sesuai
86 2007 dalam pendirian, pembiayaan Penvidikan dengan surat Kejati Jateng Nomor: B-
dan pengelolaan modal usaha PT Y ’ 3843/0.3.5/Ft.1/09/2013 tgl. 24 Sept.
RBSJ pada Pemkab Rembang dengan 2013.
tersangka H.M. Siswadi, SH, M.Kn.
Dugaan TPK penyimpangan dan
penyalahgunaan kewenangan dalam .
87 | pengelolaan asset Perum PPD den- Penyidikan. Telah dmgfkt:r:nn Le;;g_lgp berkas
gan tersangka Handarko Hudoyo dan P ¥ )
Asep Kusnan.
Dugaan TPK kegiatan swakelola pem-
bukaan jalan Cinto Mandi Kabupaten Telah dinyatakan lengkap berkas
Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan perkaranya/P-21 sesuai surat Bareskrim
88 menggunakan anggaran stimulus fis- Penvidikan Polri Nomor: B/5246/Tipidkor/X/2013/
cal APBN tahun 2009 pada Dinas Pe- y ’ Bareskrim tgl. 24 Oktober 2013 merujuk
kerjaan Umum Kabupaten Kepahiang, surat Jampidsus Nomor: B-11/F.3.Ft.1/
Provinsi Bengkulu dengan tersangka 01/2013 tgl. 21 Januari 2013.
Rahmat Eka Wijaya, ST selaku PPK.
Dugaan TPK kegiatan swakelola pem-
bukaa.n jalan Clr'mto.Mandl Kabupaten Telah dinyatakan lengkap berkas
Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan . .
menggunakan anggaran stimulus fis- perkgranya/P-Zl sesual.s.urat Bareskrim
89 |cal APBN tahun 2009 pada Dinas Pe-| Penyidikan, | Fori Nomor: B/5246/Tipidkor/X/2013/
. . Bareskrim tgl. 24 Oktober 2013 merujuk
kerjaan Umum Kabupaten Kepahiang : -
S surat Jampidsus Nomor: B-01/F.3.Ft.1/
Provinsi Bengkulu dengan tersangka 01/2013 tgl. 7 Januari 2013
Marwn T, Amd selaku pelaksana gl )
swakelola.
Perkara TPK pengadaan pakaian Berkas perkara telah dinyatakan
dinas beserta perlengkapannya pada lengkap/P-21 oleh Kejati NTT dengan
90 Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Penyidikan. surat nomor: B-313/P.3.5/Ft.1.5/02/

TA 2011, dengan tersangka Drs.
Benyamin Nomleni (selaku Pengguna
Anggaran).

2013 tgl. 13 Februari 2013, merujuk
surat Polda NTT nomor: R/17/X1/2013/
Ditreskrimsus tgl. 1 November 2013.
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Perkara TPK pengadaan pakaian
dinas beserta perlengkapannya pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang

Berkas perkara telah dinyatakan
lengkap/P-21 oleh Kejati NTT dengan
surat nomor: B-312/P.3.5/Ft.1.5/02/

o1 TA 2011, dengan tersangka Martinus Penyidikan. 2013 tgl. 13 Februari 2013, merujuk
Sinlae, Yusak Sinlae dan Angela E.Da surat Polda NTT nomor: R/17/X1/2013/
Costa (selaku Kontraktor Pelaksana). Ditreskrimsus tgl. 1 November 2013.

. Berkas perkara telah dinyatakan
di:aes”;aer:e:tZK Z(EIZ?\aCII(aaar;::k:la:da lengkap/P-21 oleh Kejati NTT dengan su-
! -a periengkapannya p rat nomor: B-314/P.3.5/Ft.1.5/02/ 2013
Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang . .
- tgl. 13 Februari 2013 dan telah dilakukan
92 |TA 2011, dengan tersangka Martheos| Penyidikan. .
: . . penyerahan tersangka dan barang bukti
S.Nainupu, SPd; Alver K.M, S.Sos; . .
. - . . pada tqgl. 3 April 2013, merujuk surat
Phebi E Tari; Tertius Taiboko, dan ) .
~akarias Koen selaku PHO Polda NTT nomor: R/17/X1/2013/Di-
) treskrimsus tgl. 1 Nov. 2013.
Perkara TPK pengadaan keramba jar-
ing apung (KJA) TA 2008 pada Dinas . - .
93| Kelautan dan Perikanan Provinsi Penyidikan. Rekomendasi }Jr]tuk ditindaklanjuti oleh
. Penyidik Polda Babel.
Kepulauan Bangka Belitung atas
nama tersangka Agus Nurjaman, dkk
Perkara TPK DAK Bidang Pendidi-
kan pada Dinas Pendidikan Nasional . . .

94 | Kabupaten Lampung TA 2010 A.n. Penyidikan. Rekom;r;ia?:jit:‘nétéll(dcéltﬂgc;?klljannjutl oleh

tersangka Sahadat Burhan, SH, MM y pung.
bin Burhanuddin.
Perkara TPK penyalahgunaan we-
wenang dalam jabatan terhadap
penggunaan dana block grant TA . -, L
95| 2008, dana ADD TA 2009 dan TA | Penyidikan. Rekmeg::s‘i' d‘;&‘g‘g;’;g"&ﬁ"?’”t' oleh
2010 di Desa Bencah Kelubi, Kec. y par.
Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
Tsk ZA.
Perkara TPK pada pekerjaan pen-
gadaan alat peraga bidang IPA, IPS,
Matematika, Kesenian, dan Olahraga
Sekolah Menengah Pertama (SMP), . . .

96 | sumber dana Dana Alokasi Khusus Penyidikan. Rekomi,r::]asi;;:(n;zl?di'tﬂgcrj:'k&imu“ oleh
(DAK) Bidang Pendidikan di Dinas ¥ pung.
Pendidikan Kabupaten Pesawaran
dengan tersangka Berkah Mofaje

Sarukur Caropeboka.
Perkara TPK dalam pemberian
tunjangan perumahan/sewa rumah
kepada Pimpinan dan anggota DPRD
Kota Pare-Pare, dengan sumber dana
APBD Kota Pare-Pare TA 2004 dan . . .
97 | 2005 atas nama tersangka Rama- Penyidikan. Rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh

dhan Umasangaji, selaku Sekwan
DPRD Kota Pare-Pare dan Tersangka
Drs. EC.H. Anwar Thalib, M.Si. selaku
Kabag Keuangan. (Ditangani oleh
Polda Sulsel).

Penyidik Polda Sulsel.
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Penyidikan dugaan tpk oleh Drs.
Sudirman Lannurung, M.Si selaku
Direktur Utama Perusda Rumah
Potong Hewan (PD.RPH) Kota Makas-
sar yang telah memberikan pinjaman
kepada pihak lain tanpa memenuhi
prosedur dan ketentuan yang berlaku
mengakibatkan kerugian keuangan
negara sekitar Rp.1.353.577.500,00.
(Ditangani oleh Polda Sulsel).

98

Penyidikan.

Rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh
Penyidik Polda Sulsel.

Perkara TPK pada perencanaan,
pengadaan, pelaksanaan dan penga-
wasan proyek pembangunan jaringan
irigasi Tombolo Kab. Pangkep TA
2009 yg menggunakan APBN/ Stimu-
lus Fiskal TA 2009 dan APBD/DAU TA

2009 sebesar Rp15.432.220.000,
A.n. tersangka Ir. Muhammad
Ismunandar,M.Si.; Zainuddin Nur, ST.
(Ditangani oleh Polda Sulsel).

99

Penyidikan.

Rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh
Penyidik Polda Sulsel.

Perkara TPK yang diduga dilakukan
oleh Kepala dinas Pendidikan Kab.
Maros dalam pengadaan alat labo-
ratorium bio kamera di Dinas Pendi-
dikan Nasional Kab. Maros TA 2009
100| yang menggunakan dana Penguatan
Desentralisasi Fiskal dan Percepatan
Pembangunan Daerah (PPDK dan
PPD) sesesar Rp982 juta atas nama
tersangka A. Mapparenta. (Ditangani
oleh Kejati Sulsel).

Penyidikan.

Rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh
Penyidik Kejati Sulsel.

Perkara TPK pada pelaksanaan pen-
gadaan alat kesehatan sarana dan
prasarana Puskesmas Dinas Kes-

ehatan Kota Pare-Pare TA 2009 yang

diduga merugikan keuangan negara

sebesar/senilai Rp49.245.000, (nilai
alat kesehatan berupa sterilisator

tekanan tinggi (autoclave uap basah

type LS-B 100L merk Gea-RRC). A.n.
tersangka Hj. Faridah SKM, M.Kes

selaku PPTK. (Ditangani oleh Kejari

101

Pare-pare).

Dilimpah ke Pengadilan Tipikor pada Pen-
gadilan Negeri Makassar sesuai dengan
Berita Acara Pelimpahan Perkara Acara

Pemeriksaan Biasa Nomor: B-06/ R.4.11/

Ft.1/10/2013 tgl. 25 Oktober 2013.
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Perkara TPK pada pelaksanaan pen-
gadaan alat kesehatan sarana dan
prasarana Puskesmas Dinas Kes-
ehatan Kota Pare-Pare TA 2009 yang
diduga merugikan keuangan negara
sebesar/senilai Rp49.245.000, (nilai
alat kesehatan berupa sterilisator
tekanan tingqgi (autoclave uap basah
type LS-B 100L merk Gea-RRC). A.n.
Tsk H. Andi Parenrengi, SH selaku
rekanan/Dirut PT PBS (PT. Pengem-
bang Bisnis). (Ditangani oleh Kejari
Pare-pare).

102

Penyidikan.

Dilimpah ke Pengadilan Tipikor pada Pen-
gadilan Negeri Makassar sesuai dengan

Berita Acara Pelimpahan Perkara Acara

Pemeriksaan Biasa Nomor: B-07/R.4.11/
Ft.1/10/2013 tgl. 25 Oktober 2013.

Perkara TPK kredit fiktif Usaha Mikro
pd cabang Peum Pegadaian Palopo,
Unit Pelayanan Cabang (UPC) Ratu-
langi Palopo dan Cabang Pegadaian
Pelita Makassar tahun 2008 s.d.
2011 dengan kerugian keuangan
negara sebesar Rp41 Miliar, atas
nama tersangka Muhammad Kaswan.
(Ditangani oleh Kejati Sulsel).

103

Penyidikan.

Diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi
Makassar pada tgl. 10 Januari 2013 den-
gan putusan memperkuat putusan Pen-
gadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri
Makassar dengan pidana penjara selama
4 tahun, denda sebesar Rp200 juta, dan
subsidair 3 bulan kurungan.

Perkara TPK Dana Bantuan Sosial
sebesar Rp.151.589.328.000,- pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
TA 2008, atas nama tersangka Andi

Mualim. (Ditangani oleh Kejati Sul-
sel).

104

Belum ditetapkan
sebagai tersang-
ka.

Telah ditetapkan sebagai tersangkan dan
ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

Dugaan TPK penyalahgunaan dana
KONI Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2012 yang berasal dari Dana
Bansos PemKab Tapanuli Tengah
dengan tersangka Rudolf Situmeang,

A.Md. (Ketua KONI).

105

Penyidikan.

Telah dinyatakan lengkap/P-21 oleh
Kejaksaan Negeri Sibolga sesuai surat
yang disampaikan kepada Polres Ta-
panuli Tengah Nomor: B-2725/ N.2.13/
Ft.1/10/2013 tgl. 23 Oktober 2013 meru-
juk surat Polres Tapanuli tengah Nomor:
K/848/X/2013 tgl. 28 Oktober 2013.

Dugaan TPK dalam pelaksanaan
kegiatan penggunaan Dana Alokasi
Khusus (DAK) bidang Pendidikan
Tahun 2012 untuk sarana dan prasa-
rana SD pada Dinas Pendidikan Kabu-
paten Purbalingga dengan tersangka

Iskhak, S.Pd.M.Pd bin Surediji.

106

Penyidikan.

Telah dilimpah ke Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan
surat pelimpahan perkara Kepala Kejak-
saan Negeri Purbalingga Nomor: TAR-
1873/0.3.23/Fs.1/10/2013 tgl. 30 Okto-
ber 2013 (sesuai surat Kejaksaan Negeri
Purbalingga Nomor: B-1990/0.3.23/
Ft.1/11/2013 tgl. 1 Nov. 2013.

Dugaan TPK dalam pelaksanaan keg-

iatan penggunaan Dana Alokasi Khu-

sus (DAK) bidang Pendidikan Tahun

2012 untuk sarana dan prasarana SD

pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Purbalingga dengan tersangka Drs.
Sahlan bin Samiarja.

107

Penyidikan.

Telah dilimpah ke Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan
surat pelimpahan perkara Kepala Kejak-
saan Negeri Purbalingga Nomor: TAR-
1874/0.3.23/Fs.1/10/2013 tgl. 30 Okto-
ber 2013 (sesuai surat Kejaksaan Negeri
Purbalingga Nomor: B-1989/0.3.23/

Ft.1/11/2013 tgl. 1 Nov. 2013.
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Dugaan TPK dalam pelaksanaan
kegiatan penggunaan Dana Alokasi
Khusus (DAK) bidang Pendidikan
Tahun 2012 untuk sarana dan prasa-
rana SD pada Dinas Pendidikan Kabu-
paten Purbalingga dengan tersangka
Suprapto, S.Pd. bin Kuseri Wignyo
Sumarto.

Penyidikan.

Telah dilimpah ke Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan
surat pelimpahan perkara Kepala Kejak-
saan Negeri Purbalingga Nomor: TAR-
1872/0.3.23/Fs.1/10/2013 tgl. 30 Okto-
ber 2013 (sesuai surat Kejaksaan Negeri
Purbalingga Nomor: B-1988/0.3.23/
Ft.1/11/2013 tgl. 1 Nov. 2013.

109

Dugaan TPK dalam pelaksanaan keg-
iatan penggunaan Dana Alokasi Khu-
sus (DAK) bidang Pendidikan Tahun
2012 untuk sarana dan prasarana SD
pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Purbalingga dengan tersangka Mugi
Rahardjo, S.Pd. bin Wiryasengaja.

Penyidikan.

Telah dilimpah ke Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan
surat pelimpahan perkara Kepala Kejak-
saan Negeri Purbalingga Nomor: TAR-
1871/0.3.23/Fs.1/10/2013 tgl. 30 Okto-
ber 2013 (sesuai surat Kejaksaan Negeri
Purbalingga Nomor: B-1987/0.3.23/
Ft.1/11/2013 tgl. 1 Nov. 2013.

110

Dugaan TPK penyalahgunaan ban-
tuan subsidi perumahan dari Kement-
erian Perumahan Rakyat kepada KSU

Sejahtera Kabupaten Karanganyar
tahun 2007 s.d. 2008, ditangani oleh

Kejati Jateng.

Penyidikan;
namun Bupati
Karanganyar
Rina Iriani Sri
Ratnaningsih

belum ditetapkan
sebagai Tsk.

Bupati ditetapkan sebagai tersangka (ses-
uai surat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
Nomor: B-4449/0.3.23/Fd.1/ 11/2013

tgl. 15 November 2013.

111

Dugaan TPK pada penyaluran dana
bantuan rekonstruksi dan rehabili-
tasi rumah pasca gempa bumi tahun
2006 di Desa Terong, Kecamatan
Dlingo, Kabupaten bantul dengan
terdakwa Ir. Lilik Karnaen,MT bin Budi
Darma, telah dilimpahkan ke Pen-
gadilan Tindak Pidana Korupsi oleh
Kejari Bantul sesuai surat pelimpahan
perkara acara pemeriksa-an biasa Ka-
jari Bantul Nomor: B-2595/0.4.13/
Ft.1/11/2013 tgl. 1 November 2013.

Penyidikan.

Dilimpah ke Pengadilan Tipikor sesuai
surat Kejaksaan Negeri Bantul Nomor: B-
584/0.4.13/Ft.1/11/2013 tgl. 2 Novem-

ber 2013.

112

Dugaan TPK penyalahgunaan dana
hibah Pemkab Bekasi tahun 2011
dan 2012 untuk pembangunan Masjid
Roudlotul Jannah di Perumahan
Graha Cikarang, Kecamatan Cikarang
Utara, Kabupaten Bekasi. (Ditangani
oleh Kejari Cikarang).

Penyidikan.

telah dinyatakan lengkap oleh Kepala

Kejaksaan negeri Cikarang sesuai su-

rat Kejaksaan Negeri Cikarang Nomor:

B-2716/0.2.35/Ft.1/10/2013 tqgl. 11
Oktober 2013.
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113

Dugaan TPK penyaluran dana hibah
untuk tahun 2009 pada Kelompok
Usaha Bersama (KUB) Bumi Tirta

dan Kelompok Tani (KT) Subur serta

penyaluran dana bantuan sosial
kepada Kelompok Usaha Bersama

(KUB) Makmur dari Dinas Pertanian
dan Kehutanan Kabupaten Bantul
tahun 2010 A.n. terdakwa Ir. Edy

Suhariyanta, M.MA bin Hadi Susanto,
telah dilimpah ke Pengadilan Tipikor

Yogyakarta sesuai surat pelimpahan

perkara acara pemeriksaan biasa Ke-

pala Kejaksaan Negeri Bantul Nomor:

B-2634/0.4.13/ Ft.1/11/2013 tgl. 8
November 2013.

Penyidikan.

Dilimpah ke Pengadilan Tipikor Yogya-
karta sesuai surat Kepala Kejaksaan
Negeri Bantul Nomor: B-599/ 0.2.13/
Ft.1/11/2013 tgl. November 2013.

114

Dugaan TPK dalam pengelolaan
anggaran Pemerintah Kabupaten
Raja Ampat Provinsi Papua Barat TA
2003-2009 untuk pekerjaan pen-
gadaan bahan bakar minyak (BBM)
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
(PLTD) atas nama tersangka Selviana
Wanma.

Penyidikan.

Dilimpah ke Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada

tgl. 16 Mei 2013 sesuai surat Kepala
Kejaksaan Agung Rl Nomor: R-624/F.2/
Fd.1/11/2013 tgl. 7 November 2013.

115

Dugaan TPK dalam pemberian dan
penggunaan kredit Bank Pembangu-
nan Daerah Jawa barat dan Banten
Cabang Surabaya kepada PT Cipta
Inti Permindo, dengan tersangka Eri
Sudewa Dullah, SE, telah dilimpah ke
Penuntutan.

Penindakan.

Dilimpah ke Penuntutan, sesuai surat
Pidsus Kejagung Rl nomor: R-576/F.2/
Fd.1/10/2013 tgl. 10 Oktober 2013
menjawab surat KPK nomor: R-1179/ 20-
25/09/2013 tqgl. 17 September 2013.

116

Dugaan TPK dalam pemberian dan
penggunaan kredit Bank pembangu-
nan Daerah Jawa barat dan Banten
Cabang Surabaya kepada PT Cipta
Inti Permindo, dengan tersangka
Deni Pasha Satari, telah dilimpah ke
Penuntutan.

Penindakan.

Dilimpah ke Penuntutan, sesuai surat
Pidsus Kejagung Rl nomor: R-576/F.2/
Fd.1/10/2013 tgl. 10 Oktober 2013
menjawab surat KPK nomor: R-1179/ 20-
25/09/2013 tgl. 17 September 2013.

117

Dugaan TPK dalam pemberian dan
penggunaan kredit Bank pembangqu-
nan Daerah Jawa barat dan Banten
Cabang Surabaya kepada PT Cipta
Inti Permindo, dengan tersangka Dedi
Yamin, telah dilimpah ke Penuntutan.

Penindakan.

Dilimpah ke Penuntutan, sesuai surat
Pidsus Kejagung Rl nomor:R-576/F.2/
Fd.1/10/2013 tgl. 10 Oktober 2013
menjawab surat KPK nomor: R-1179/ 20-
25/09/2013 tgl. 17 September 2013.

118

Perkara TPK pengadaan pakaian
dinas beserta perlengkapannya pada
dinas pendidikan kabupaten kupang

TA 2011, dengan Tsk Margaritha
Djami,S.Sos. selaku Pejabat pembuat

Komitmen (PPK).

Penyidikan.

Rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh
Penyidik Polda NTT.
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119

Perkara TPK pengadaan bahan/obat-
obatan untuk intensifikasi tanaman
padi dan palawija pada dinas perta-

nian dan perkebunan propinsi NTT TA

2009, dgn tsk Ir. Petrus Muga (selaku
Pengguna Anggaran) dan Kalumban

Mali,S.E. (kontraktor pelaksana).

Penyidikan.

Rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh
Penyidik Polda NTT.

120

Perkara TPK terkait penggelapan
hak atas tanah milik stasiun LPP RRI
Kupang seluas lebih kurang 10.000
m2 dengan Tsk Gerson Tanuab dan
Marsel Abineno.

Penyidikan.

Rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh
Penyidik Polda NTT.

121

Perkara TPK penyimpangan dalam
pengelolaan anggaran Pendidikan
Luar Sekolah (PLS) TA 2007 pada
subdinas PLS Dinas Pendidikan Kebu-
dayaan Prov. NTT.

Penyidikan.

Rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh
Penyidik Kejati NTT.

122

Dugaan TPK kegiatan rumah rawan
bencana tahun 2009 yang bersumber
dananya dari APBD Kab. Kepahiang
TA 2009 melalui SKPD Dinsosnaker-
trans Kab. Kepahiang dengan ter-
sangka Syafuan Y als Syafuan bin
Yakub; dinyatakan lengkap oleh
Kejari Kepahiang sesuai dengan surat
nomor: B-256/N.7.18/Fd.1/04/2013
tgl. 1 April 2013.

Penyidikan.

Dinyatakan lengkap, sesuai surat Polda
Bengkulu nomor: B-321/X1/2013 tgl. 11
November 2013 menjawab surat KPK
nomor: R-1284/20-25/10/2013 tql. 4
Oktober 2013.

123

Dugaan TPK kegiatan pengemban-
gan dan pengoperasian SIAK (Sistem
Informasi Kependudukan) secara
terpadu Kab. Inhu pada pekerjaan
belanja modal pengadaan komputer
TA 2011 lokasi kecamatan Batang
Gangsal, Kab. Inhu dengan kerugian
Negara Rp960.386.000 dengan ter-
sangka Mahiramsyah,SE bin M. Saleh
JS. (Ditangani Polres Inhu).

Penyidikan.

Telah dinyatakan lengkap/P-21 oleh Ke-
jaksaan Negeri Rengat sesuai surat yang
disampaikan kepada Polres Inhu Nomor:B-
1262/N.4.12/Ft.1/11/2013 tgl. 6 Novem-

ber 2013 merujuk surat telegram Polda

Riau Nomor: ST.1343/ X1/2013 tgl. 26

November 2013.

124

Dugaan TPK atau penyalahgunaan
wewenang dalam jabatan dimana
melakukan scanning pada SP2D KMA
selanjutnya merubah isis dokumen
tsb dan bilyet giro (BG) ditulis sendiri
oleh Heppy Noviardi alias Heppy bin
Nazaruddin, ditangani Polres Inhu.

Penyidikan.

Telah dinyatakan lengkap/P-21 oleh Ke-
jaksaan Negeri Rohul sesuai surat yang
disampaikan kepada Polres Inhu Nomor:
B-2460/N.4.16.7/Ft.2/11/2013 tgl. 7
Nov. 2013 merujuk surat telegram Polda
Riau Nomor: ST.1343/X1/2013 tgl. 26
November 2013.

125

Dugaan TPK terhadap pengelolaan
dan usaha ekonomi desa simpan
pinjam (UEDSP) Sialang Jaya Desa
Sialang Pasung, Kec. Rangsang
Barat sebesar Rp500 juta dari APBD
Provinsi Riau TA 2007 dengan
tersangka Irman,SE dan Nasri,S Hi,
ditangani oleh Polda Riau telah din-

yatakan lengkap/P-21.

Penyidikan.

Telah dinyatakan lengkap/P-21 oleh Kejak-
saan Negeri Bengkalis sesuai surat yang
disampaikan kepada Polda Riau Nomor:

B-5444/N.4.14/Ft.1/11/2013 tql. 20
Nov.2013 dan Nomor: B-5445/ N.4.14/
Ft.1/11/2013 tgl. 20 Nov. 2013 meru-
juk surat telegram Polda Riau Nomor:

ST.1367/XI11/2013 tgl. 4 Des. 2013.
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Dugaan TPK Pengadaan Tanah oleh
Pemerintah Kabupaten Pelelawan
tahun 2007, 2008, 2009, dan 2011
yang diduga merugikan keuangan
negara/daerah sebesar kurang lebih
Rp38 Miliar A.n. tersangka Syahrizal
Hamid, dkk. (Ditangani oleh Polda
Riau).

Penyidikan P-19.

Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK

Untuk tersangka Rahmad bin Samsu-
din Ana telah dinyatakan lengkap/P-21
sesuai surat telegram Polda Riau nomor:
ST/1212/X/2013 tgl. 24 Oktober 2013
merujuk kepada surat Kejati Riau nomor:
B-88/N.4.5/FT.1/10/2013 tgl. 3 Oktober
2013.

127

Dugaan TPK Pengadaan Tanah oleh
Pemerintah Kabupaten Pelelawan
tahun 2007, 2008, 2009, dan 2011
yang diduga merugikan keuangan
negara/daerah sebesar kurang lebih
Rp38 miliar a.n. Tsk Syahrizal Hamid,

dkk (Ditangani oleh Polda Riau).

Penyidikan P-19.

Untuk tersangka Hendro Djumri alias Rio
bin Djumri telah dinyatakan lengkap/P-21
sesuai surat telegram Polda Riau nomor:
ST/1212/X/2013 tgl. 24 Oktober 2013
merujuk kepada surat Kejati Riau nomor:
B-1768/N.4.39/ FT.1/10/2013 tgl. 9
Oktober 2013.

128

Dugaan TPK dalam pelaksanaan
ruislagh tanah milik Pemprov Jawa
Tengah dengan sertifikat Hak Pakai

nomor 5 seluas 32.928 m2 yang

terletak di Desa Nyatnyono, Kab.
Semarang dengan tanah pengganti
seluas 40.000 m2 di Desa Kalongan,

Kec. Ungaran milik PT Handayani
Membangun dengan tersangka atas

nama Karyono. (Ditangani oleh Kejati
Jateng).

Penyidikan.

Telah diputus bersalah oleh pengadi-

lan Tipikor Semarang dengan putusan
pidana penjara selama 6 tahun, sesuai
surat Kejati Jateng nomor: B-4471/0.3/
Fd.1/11/2013 tgl. 19 November 2013.

129

Dugaan TPK dalam pelaksanaan ruis-
lag tanah milik Pemerintah Provinsi
Jawa tengah dengan sertifikat Hak

Pakai nomor 5 seluas 32.928 m2
yang terletak di Desa Nyatnyono
Kabuapten Semarang dengan tanah
pengganti seluas 40.000 m2 di Desa

Kalongan, Kecamatan Ungaran milik
PT Handayani Membangun dengan
tersangka atas nama Haryanto. (Di-

tangani oleh Kejati Jateng).

Penyidikan.

Telah diputus bersalah oleh pengadi-
lan Tipikor Semarang dengan putusan
pidana penjara selama 4 tahun, sesuai
surat Kejati Jateng nomor: B-4471/ 0.3/
Fd.1/11/2013 tgl. 19 November 2013.

130

Dugaan TPK penyimpangan dana
DAK untuk pengadaan alat peraga TA
2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten
Pesawaran dengan tersangka Isnaini

Haisa, SH bin Chaer Ismail. (Ditan-
gani oleh Polda Lampung).

Penyidikan.

Telah diputus bersalah oleh PN Tipikor
Tanjungkarang tgl. 18 November 2013,
sesuai dgn Putusan Nomor: 35/Pid/TPK/

2013/PN.TK dengan putusan pidana
penjara selama 4 tahun, denda Rp200 juta
dan membayar uang pengganti sebesar
Rp125.000.000,00.

131

Dugaan TPK dana tagihan rekening
listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)
dan Balai Kota Kota Padang Panjang

yang terjadi pada hari Rabu tgl. 16

Februari 2011 sekira pukul 14.00

WIB di Kantor Dinas PU dan Kantor

Balai Kota Padang Panjang, dengan
tersangka atas nama Faizul Hadi bin
Nawar Pgl Zul. (Ditangani oleh Polres

Penyidikan.

Padang Panjang).

Dihentikan penyidikannya sesuai dengan
Surat Perintah Penghentian Penyidi-
kan Nomor: Spp.Sidik/30.b/X11/ 2013/
Reskrim tgl. 16 Desember 2013.
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132

Dugaan TPK berupa penerimaan
hibah atau sesuatu oleh pemeriksa
pajak pada KPP Bandung Karees
secara melawan hukum dan/atau
dengan menyalahgunakan kewe-nan-
gannya terkait dengan pemeriksaan
pajak yang dilakukan pada PT Netway
Utama tahun 2007. (Ditangani oleh
Bareskrim Polri).

Penyidikan.

Telah dilimpahkan ke tahap Penuntutan.

133

Dugaan TPK pengadaan 1 (satu)
mobil pemadam kebakaran type
V80ASM pada APBD TA 2004 Kabu-
paten Batanghari, dengan terdakwa

H. Abdullah Fatah, SH.

Penyidikan.

Telah diputus bersalah oleh Pengadilan
Tipikor Jambi dengan vonis 1 tahun 2
bulan penjara dengan denda Rp50juta.
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